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Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 
terakhir bagi pemerintahan Joko Widodo dirancang untuk menjawab 

tantangan saat ini sekaligus masa yang akan datang.
Kebijakan APBN 2024 diarahkan untuk mempercepat transformasi 

ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. 

Arah kebijakan 
ekonomi 
pemerintah 
untuk tahun 
depan 
tergambar 
dalam desain 
APBN 2024 yang 
disampaikan 

Presiden Joko Widodo pada 
Pidato Penyampaian Keterangan 
Pemerintah atas Rancangan Undang-
Undang (RUU) tentang APBN 2024 
beserta Nota Keuangannya, di 
komplek parlemen, Jakarta, Rabu, 16 
Agustus lalu.

Upaya transformasi ekonomi akan 
ditempuh lewat dua strategi utama 
dengan target yang menantang. 
Pertama, strategi jangka pendek 
untuk mempercepat penghapusan 
kemiskinan ekstrem, penurunan 
prevalensi stunting, pengendalian 
inflasi, dan peningkatan investasi.

Kedua, strategi jangka menengah 
yang difokuskan pada lima agenda, 
yaitu mewujudkan sumber daya 
manusia (SDM) unggul lewat 
peningkatan kualitas pendidikan, 
sistem kesehatan, serta reformasi 
sistem perlindungan sosial dan 
penguatan perlindungan pekerja 
migran Indonesia. Lalu, akselerasi 
pembangunan infrastruktur 
pendukung, khususnya di bidang 
energi, pangan, konektivitas, serta 
teknologi informasi dan komunikasi.

APBN 2024
Berbasis Kesejahteraan 

P R O L O G
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Berikutnya, memperkuat 
reformasi birokrasi dan simplifikasi 
regulasi, peningkatan aktivitas 
ekonomi bernilai tambah tinggi lewat 
hilirisasi sumber daya alam (SDA), 
serta pengembangan ekonomi hijau. 
Merespon hal itu, Dewan Perwakilan 
Rakyat (DPR) meminta pemerintah 
meningkatkan kualitas belanja 
dalam APBN 2024, sehingga dapat 
memberikan manfaat langsung 
kepada masyarakat. Apalagi, tahun 
2024 merupakan tahun terakhir 
dalam periode pemerintahan 
Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

“Harapan kita semua bahwa 
belanja negara ke depan, khususnya 
pada tahun anggaran 2024, 
seluruh program di kementerian/
lembaga akan semakin berkualitas 
yang ditunjukkan dengan alokasi 
anggaran yang manfaatnya langsung 
dirasakan rakyat,” kata Ketua DPR 
Puan Maharani dalam Pembukaan 
Masa Sidang I DPR RI Tahun Sidang 
2023-2024.

Dalam kebijakan ekonomi 
makro dan pokok-pokok kebijakan 
fiskal APBN 2024, pemerintah telah 
memperkenalkan konsep anggaran 
berbasis kesejahteraan (well being 
budget), yang akan mengaitkan 
kinerja APBN dengan capaian 
peningkatan kesejahteraan rakyat 
secara langsung. Anggaran berbasis 
kesejahteraan menjadi acuan bagi 
setiap kementerian/lembaga dalam 

P R O L O G

mengusulkan anggaran pada APBN. 
“Implementasi komitmen 

pemerintah untuk menjalankan 
anggaran berbasis kesejahteraan 
pada APBN Tahun Anggaran 2024 
menjadi legacy penyusunan APBN 
selanjutnya. Karena itu, pemerintah 
perlu fokus menuntaskan pencapaian 
target RPJMN tahun 2020-2024,” 
tutur Puan. 

Wakil Ketua Badan Akuntabilitas 
Negara (BAKN) DPR Anis Byarwati 
memberikan catatan bagi perbaikan 
hubungan keuangan pusat dan 
daerah yang belum mencerminkan 
perbaikan kualitas fiskal daerah. 
Terkait percepatan penghapusan 
kemiskinan ekstrem pada 2024, 
Anis mendesak pemerintah 
melihat realitas di lapangan. Sebab, 
menurutnya dampak ekonomi 
akibat Covid-19 masih dirasakan 
masyarakat, meskipun pandemi telah 
usai. 

Oleh sebab itu, pemerintah di 
akhir masa jabatannya ini dinilai perlu 
bekerja keras untuk mencapai target-
target yang telah direncanakan. 
Terutama dalam mengurangi tingkat 
kemiskinan dan pengangguran pasca 
pandemi. 

“Jadi masih perlu kerja keras 
pemerintah di akhir masa jabatan 
husnul khatimah. Harapannya supaya 
masyarakat bisa mengenang bahwa 
pemerintah telah membuat mereka 
sejahtera. Jadi kerja keras pemerintah 
hari ini sampai nanti selesai masa 
jabatan kita harapkan mengurangi 
tingkat kemiskinan, pengangguran 
yang masih tinggi. Jadi dampak 
pandemi itu belum bisa dikatakan 
sudah di atasi sepenuhnya.” tutupnya. 

Senada, Anggota Komisi XI 
Kamrussamad juga optimistis bahwa 
arah pembangunan nasional sudah 
sesuai dengan jalur yang sudah 
direncanakan. Meski begitu, masih 
diperlukan beberapa pembenahan 
pada beberapa hal agar mampu 
mencapai target yang ditetapkan. 
Salah satunya terkait kualitas 
pertumbuhan ekonomi. 

“Memang ada beberapa yang 
kelihatannya perlu kerja ekstra, 
untuk bisa tercapai. Misalnya, angka 
kemiskinan ekstrem 2024 ditargetkan 
di nol persen. Nah, ini waktunya 
tinggal 6 bulan lagi bagaimana 
implementasinya untuk mencapai 
hal tersebut? Akselerasi kebijakan 
kita harus mampu menyentuh 
(masyarakat), sehingga mereka bisa 
take off atau naik kelas menjadi lebih 
baik,” tutur legislator Dapil DKI Jakarta 
III itu. 

Siap Kawal RUU APBN 
2024

Anggota Komisi VI DPR 
RI Intan Fauzi mendukung 
pernyataan pesiden mengenai 
arah kebijakan APBN Tahun 2024 
untuk percepatan transformasi 
ekonomi, agenda pembangunan, 
serta melindungi masyarakat dari 
guncangan (ketidakpastian iklim 
ekonomi global dan terbatasnya 
ruang gerak fiskal). 

Untuk mengejar kualitas 
pertumbuhan ekonomi, perlu 
dibuktikan lewat terobosan kebijakan 
yang tidak ala kadarnya serta 
belanja yang berkualitas. “DPR siap 
mengawal implementasi RAPBN 
Tahun Anggaran 2024 beserta Nota 
Keuangan yang harus mampu 
merespon dinamika perekonomian, 
sekaligus menjawab tantangan, 
mendukung agenda pembangunan 
dan kesejahteraan secara optimal,” 
katanya. 

Rencana pemerintah untuk 
menyejahterakan masyarakat, 
lanjut Intan, harus dengan berbagai 
upaya. Salah satunya peningkatan 
kemandirian fiskal daerah melalui 
penguatan perpajakan daerah. 
Tentu, dengan tetap menjaga 
iklim berusaha dan mendorong 
pembiayaan daerah sebagai sumber 
pendanaan di APBD. “Iklim investasi 
ini sangat penting dijaga, karena 
bagaimanapun keberlanjutan dunia 
usaha sangat bergantung di situ,” 
katanya. tim laput/mh

Harapan kita semua 
bahwa belanja negara 
ke depan, khususnya 
pada tahun anggaran 
2024, seluruh program 
di kementerian/
lembaga akan semakin 
berkualitas

Puan Maharani 
Ketua DPR RI



Asumsi Dasar Ekonomi Makro RAPBN 2024 

Postur RAPBN 2024

Pendapatan negara

 direncanakan sebesar 
Rp2.781,3 triliun

terdiri dari:

Penganggaran Berbagai Sektor
dalam RAPBN 2024 

Anggaran 
Perlindungan 

Sosial

Target Pemerintah Tahun 2024 

diprediksi 
pada level

6,7%

diperkirakan 
sebesar
5,2% 

  Penerimaan perpajakan Rp2.307,9 triliun
  PNBP sebesar Rp473,0 triliun
  Hibah sebesar Rp0,4 triliun 

Belanja Pemerintah Pusat Rp2.446,5 triliun
Transfer ke Daerah Rp857,6 triliun

 disiapkan sebesar 
Rp660,8 triliun

Pertumbuhan
ekonomi 2024 Anggaran 

Pendidikan
Anggaran 
Kesehatan 

direncanakan sebesar 
Rp186,4 triliun

dialokasikan sebesar 
Rp493,5 triliun

Anggaran 
Infrastruktur

dialokasikan sebesar 
Rp422,7 triliun

dialokasikan sebesar 
Rp108,8 triliun

Strategi Transformasi 
Ekonomi di bidang 
Ketahanan Pangan

Mengusulkan perbaikan 
penghasilan ASN pusat dan 
daerah/TNI/Polri sebesar 8%
dan kenaikan untuk pensiunan 
sebesar 12% 

Tingkat pengangguran terbuka tahun 2024 diharapkan ditekan 

Rata-rata suku 
bunga Surat Berharga 
Negara 10 Tahun

Inflasi

Rata-rata nilai 
tukar rupiah

Lifting Minyak 
dan Gas Bumi

Harga Minyak 
Mentah 
Indonesia (ICP)

akan tetap
dijaga pada 

kisaran 2,8%

diperkirakan 
bergerak di sekitar 

Rp15.000 
per US Dollar

diperkirakan mencapai
625 ribu barel perhari 

dan 1,03 juta barel 
setara minyak per hari

diperkirakan 
berada pada 

80 US Dollar

terdiri dari:

Belanja negara

 dialokasikan sebesar 
Rp3.304,1 triliun

Defisit anggaran

 sebesar 2,29% PDB 
atau sebesar Rp522,8 triliun

Keseimbangan primer 
negatif Rp25,5 triliun

 didorong bergerak menuju positif 

pada kisaran 5,0% - 5,7%

Angka kemiskinan pada rentang 6,5% hingga 7,5%

Rasio gini dalam kisaran 0,374 - 0,377

Indeks pembangunan manusia dalam rentang 73,99 - 74,02

Nilai Tukar Petani (NTP) ditingkatkan 105-108

Nilai Tukar Nelayan (NTN) kisaran 107-110

Rp

Rp

1

2

3

4

5

6

Sumber: Pidato Presiden Pengantar RAPBN 2024
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Mengawal
Transformasi Ekonomi

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 
tahun 2024 didesain untuk menjawab tantangan saat ini dan masa 

depan. Kebijakan RAPBN tahun 2024 diarahkan untuk mempercepat 
transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. 

“RAPBN tahun 
2024 didesain 
untuk menjawab 
tantangan saat 
ini sekaligus 
masa yang 
akan datang. 
Maka kebijakan 
RAPBN tahun 
2024 diarahkan 

untuk mempercepat transformasi 
ekonomi yang inklusif dan 
berkelanjutan,” kata Presiden Joko 
Widodo dalam pidato penyampaian 
RUU APBN Tahun Anggaran 2024 
dan Nota Keuangan pada Rapat 
Paripurna DPR RI Tahun Sidang 2023-
2024 di kompleks Parlemen, Jakarta, 
16 Agustus lalu.

Menanggapi hal itu, Anggota 
Banggar DPR RI Mukhtarudin 
berharap, pemerintah bisa 
berkomitmen melakukan berbagai 
upaya transformasi ekonomi di tahun 
2024 mendatang. Artinya, pemerintah 
harus mempersiapkan strategi jangka 
pendek dan jangka menengah, 
khususnya yang ditujukan untuk 
penghapusan kemiskinan ekstrem. 
Selain itu harus ada aksi penurunan 
prevalensi stunting, pengendalian 
inflasi, dan peningkatan investasi. 

“Kita harus mewujudkan sumber 
daya manusia unggul yang produktif, 
inovatif, sejahtera, dan berdaya 
saing,” imbuh Mukhtarudin usai 
mendengarkan pidato presiden. 
Politisi Golkar dari dapil Kalimantan 
Tengah ini juga mengatakan bahwa 

pemerintah mestinya memetakan 
potensi persoalan-persoalan yang 
dapat menyebabkan terhambatnya 
tujuan dan target RAPBN 2024.

Kendati demikian, Anggota Komisi 
VII DPR itu, mendukung RAPBN 2024 
yang dapat menjawab tantangan dan 
percepatan ekonomi masa depan. 
“Sehingga, agenda kesejahteraan 
masyarakat, pembangunan nasional, 
percepatan transformasi ekonomi, 
dan pertumbuhan ekonomi 
yang berkualitas, inklusif, serta 
berkelanjutan dapat tercapai,” 
pungkasnya. 

Target Ambisius
Senada, Anggota Komisi XI DPR 

RI Masinton Pasaribu menilai target-
target yang ingin dicapai pemerintah 
dalam RAPBN 2024 cukup ambisius. 
“Cukup ambisius ya. Kita harapkan 
seluruh target penerimaan negara 
itu bisa terpenuhi, baik dari pajak, 
penerimaan negara bukan pajak 
(PNBP), dan juga lifting minyak itu 
bisa terealisasi,” ujar Masinton 

Presiden Joko Widodo 
memperkirakan, pertumbuhan 
ekonomi Indonesia mencapai 5,2 
persen pada tahun depan dengan 
stabilitas ekonomi makro yang terus 
terjaga. Menurut presiden, situasi 
kondusif dan damai pada Pemilu 
dan Pilkada Serentak 2024 harus 
kita wujudkan demi meningkatkan 

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo saat menyampaikan pidato penyampaian keterangan pemerintah atas RUU tentang 
APBN Tahun Anggaran 2024 beserta Nota Keuangan di Rapat Paripurna DPR RI, Rabu (16/8/2023).
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optimisme perekonomian jangka 
pendek. 

Dari sisi inflasi, presiden tetap 
mengoptimalkan peran APBN 
untuk memitigasi tekanan inflasi 
yang diakibatkan perubahan iklim 
maupun gejolak eksternal. Inflasi 
diprediksi akan tetap terjaga pada 
kisaran 2,8 persen. Selain itu, rata-
rata nilai tukar rupiah diperkirakan 
bergerak di Rp15.000 per dolar AS, 
rata-rata suku bunga Surat Berharga 
Negara (SBN) 10 tahun pada level 
6,7 persen, harga minyak mentah 
Indonesia (inductively Coupled 
Plasma/ICP) sekitar 80 dolar AS per 
barel. 

Sementara lifting minyak dan 
gas bumi diperkirakan masing-
masing mencapai 625 ribu barel 
per hari dan 1,03 juta barel setara 
minyak per hari. Soal hilirisasi 
sumber daya alam (SDA), Masinton 
menilai, langkah tersebut memang 
harus dilakukan di berbagai sektor, 
mulai dari perkebunan hingga 
pertanian. Tidak hanya di sektor 
migas, hilirisasi SDA juga dapat 
menjadi salah satu program yang 
menggerakkan ekonomi masyarakat 
di daerah dan pedesaan. . 

Siap Kawal RUU RAPBN 
2024

Anggota Komisi VI DPR RI 
Intan Fauzi menyatakan, siap 
mengawal implementasi RAPBN 
Tahun Anggaran 2024 beserta Nota 
Keuangan. “Kita ketahui bersama, 
tahun 2024 merupakan APBN 
terakhir Pemerintahan Presiden 
Jokowi dan Wapres Ma’ruf Amin. 
Kami dari Komisi VI DPR mengawal 
sekaligus mengawasi kementerian/

Anggota Komisi VI DPR RI Intan Fauzi sebelum memasuki Ruang Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan 
DPD RI Tahun 2023 di Gedung DPR/MPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8).

Anggota DPR RI Supriansa saat menghadiri Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, dan Sidang Paripurna 
DPR RI untuk membahas RAPBN Tahun Anggaran 2024 di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Rabu (16/8).
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lembaga agar mengakselerasi 
setiap program kerja dengan tepat,” 
katanya. 

Dia menegaskan RAPBN 2024 
harus mampu merespon dinamika 
perekonomian, sekaligus menjawab 
tantangan, mendukung agenda 
pembangunan dan kesejahteraan 
secara optimal. “Akhirnya semua 
itu akan menjaga pertumbuhan 
ekonomi yang berkualitas, inklusif, 
berkelanjutan, dan melindungi daya 
beli masyarkat,” jelasnya 

Ia juga menyorot soal 
kemandirian fiskal daerah melalui 
penguatan perpajakan daerah 
dengan tetap menjaga iklim investasi, 
iklim berusaha, dan mendorong 
pembiayaan daerah sebagai sumber 
pendanaan di APBD. “Iklim investasi 
ini sangat penting dijaga karena 
bagaimanapun keberlanjutan dunia 
usaha sangat bergantung di situ,” 
katanya. 

Intan mengatakan postur 
APBN 2024 harus tetap sehat. Dia 
mendukung pernyataan Presiden 
Jokowi bahwa kebijakan APBN 
Tahun 2024 diarahkan untuk 
percepatan transformasi ekonomi, 
agenda pembangunan, melindungi 
masyarakat dari guncangan.  
rnm/mh 
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Ketua DPR RI Puan Maharani menerima Pengantar Rancangan Undang-
undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 

Tahun Anggaran 2024 beserta Nota Keuangannya dari Presiden Joko Widodo 
(Jokowi).

Memperkenalkan Anggaran 
Berbasis Kesejahteraan

Ketua DPR RI Puan Maharani saat menerima Pengantar Rancangan Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 beserta Nota Keuangannya dari 
Presiden Joko Widodo di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023).
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Penyampaian 
keterangan 
Pemerintah atas 
RUU tentang 
APBN 2024 
beserta Nota 
Keuangannya 
dilakukan dalam 
Rapat Paripurna 

Pembukaan Masa Persidangan I 
Tahun Sidang 2023-2024 DPR RI 
yang diselenggarakan di Gedung 
Nusantara, Kompleks Parlemen, 
Senayan, Jakarta, Rabu, 16 Agustus 

lalu.
Puan menyampaikan, DPR 

meminta pemerintah meningkatkan 
kualitas belanja dalam APBN 2024, 
sehingga dapat memberikan manfaat 
langsung kepada masyarakat. 
Apalagi, tahun 2024 merupakan tahun 
terakhir dalam periode pemerintahan 
Presiden Jokowi. 

“Harapan kita semua bahwa 
belanja negara ke depan, khususnya 
pada tahun anggaran 2024, seluruh 
program di kementerian/lembaga 
akan semakin berkualitas yang 

ditunjukkan dengan alokasi anggaran 
yang manfaatnya langsung dirasakan 
rakyat,” kata Puan. 

Untuk diketahui, KEM PPKF 2024 
merupakan dokumen pembicaraan 
pendahuluan penyusunan rancangan 
anggaran pendapatan dan belanja 
negara (RAPBN) untuk tahun 
anggaran 2024. Lewat pembahasan 
tersebut, pemerintah dan DPR 
menyepakati target pertumbuhan 
ekonomi nasional 2024 berada pada 
kisaran 5,1 hingga 5,7 persen dengan 
tingkat inflasi diperkirakan terkendali 
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Ketua DPR RI Puan Maharani dalam sidang Paripurna DPR RI, Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta (16/8/2023). 

dalam kisaran 1,5 hingga 3,5 persen. 
Sementara itu untuk pendapatan 

negara diperkirakan mencapai 
11,81 persen hingga 12,38 persen 
dari Produk Domestik Bruto (PDB) 
dengan target mencapai Rp2.719,1 
triliun hingga Rp2.865,3 triliun dalam 
APBN 2024. Kemudian untuk belanja 
negara diprediksi mencapai Rp3.215,7 
triliun hingga Rp3.476,2 triliun 

Arah kebijakan fiskal tahun 
depan sendiri akan diarahkan untuk 
mendukung percepatan transformasi 
ekonomi, dengan mengusung tema 
Mempercepat Transformasi Ekonomi 
yang Inklusif dan Berkelanjutan. 
Puan pun mengingatkan pemerintah 
agar fokus dalam arah kebijakan 
fiskal tersebut untuk menciptakan 
landasan pembangunan yang 
kokoh bagi periode pembangunan 
selanjutnya. 

“Pemerintah harus terus 
dapat menjaga kemampuan fiskal 
untuk dapat menjalankan agenda 
pembangunan nasional, pelayanan 
umum pemerintahan, dan program 
strategis nasional, di tengah 
perekonomian global yang belum 
kondusif. Penguatan sinergi kebijakan 
fiskal, moneter, dan sektor ril untuk 
menjaga stabilitas ekonomi harus 
terus dilakukan secara efektif,” terang 
Puan. 

Puan mengungkapkan, dalam 
Kebijakan Ekonomi Makro dan 
Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal APBN 
Tahun Anggaran 2024, pemerintah 
telah memperkenalkan konsep 
anggaran berbasis kesejahteraan 
(wellbeing budget). 

Konsep wellbeing budget akan 
mengaitkan kinerja APBN dengan 
capaian peningkatan kesejahteraan 
rakyat secara langsung. Anggaran 
berbasis kesejahteraan juga 
akan menjadi acuan di setiap 
kementerian/lembaga dalam 
mengusulkan anggaran dalam 
APBN. 

“Implementasi komitmen 
pemerintah untuk menjalankan 
anggaran berbasis kesejahteraan 

pada APBN Tahun Anggaran 2024 
dapat menjadi legacy penyusunan 
APBN selanjutnya,” pesan Puan. . 

Anggaran Stunting
Puan juga mengingatkan, sejak 

tahun 2019 pemerintah selalu 
menyampaikan komitmennya 
untuk meningkatkan penyerapan 
APBN agar lebih berkualitas. Sebab 
belanja negara yang berkualitas akan 
mempercepat upaya peningkatan 
kesejahteraan rakyat. “Saat ini, belanja 
negara masih perlu ditingkatkan 
kualitas dan efektivitasnya,” tegas 
Puan. 

Apalagi, pemerintah juga 
menemukan permasalahan pada 
pelaksanaan anggaran untuk 
program stunting, dimana dari 
Rp10 miliar hanya Rp2 miliar yang 
dibelanjakan untuk kepentingan 
langsung dari kelompok penerima 
manfaat. Sedangkan Rp8 miliar 
digunakan untuk perjalanan dinas, 
rapat-rapat, penguatan, dan 
pengembangan. 

Puan pun berbicara soal 

penggunaan anggaran di instansi 
pemerintah yang berjalan tidak 
optimal. Puan lantas menyinggung 
soal anggaran stunting di APBD salah 
satu daerah sebesar Rp10 miliar. 
Namun, yang digunakan konkret 
untuk membeli makanan bergizi 
bagi anak-anak stunting tak sampai 
Rp2 miliar, karena sisanya Rp 8 miliar 
lebih banyak digunakan untuk rapat-
rapat dan perjalanan dinas hingga 
membuat Presiden Jokowi geram. 

Berkaca dari hal tersebut, DPR 
berharap agar belanja negara ke 
depan harus semakin berkualitas. 
Puan mengatakan, hal ini penting 
demi memastikan alokasi anggaran 
betul-betul dirasakan masyarakat. 

“Menjadi harapan kita semua, 
bahwa belanja negara ke depan, 
khususnya pada tahun anggaran 
2024, seluruh program di 
kementerian/lembaga akan semakin 
berkualitas yang ditunjukkan dengan 
alokasi anggaran yang manfaatnya 
langsung dirasakan oleh kelompok 
penerima manfaatnya adalah rakyat,” 
tegas Puan. . ann/mh



PA R L E M E N TA R I A     EDISI 224     TH. 202312

L A P O R A N  U T A M A

Presiden Joko Widodo 
telah menyampaikan 

keterangan pemerintah 
atas RUU tentang 

APBN Tahun Anggaran 
2024 beserta Nota 

Keuangannya di depan 
Rapat Paripurna DPR RI, 

pada 16 Agustus 2023 
lalu. Dalam pidatonya, 

Jokowi menyebutkan 
bahwa pertumbuhan 

ekonomi di 2024 
diperkirakan sebesar 5,2 

persen dan inflasi akan 
tetap dijaga pada kisaran 

2,8 persen. 

RAPBN 2024
Penuh Optimisme dan Terukur 

Menanggapi 
pidato Jokowi 
tersebut, Wakil 
Ketua Komisi XI 
Fathan menilai 
bahwa RAPBN 
2024 didesain 
dengan optimis 
dan sangat 

terukur. Terlebih, angka-angka yang 
disampaikan merupakan titik tengah 
yang mengakomodasi keinginan DPR 
dan pemerintah. 

”Sebetulnya pemerintah dan 
DPR mencari titik keseimbangan, 
karena kalau DPR maunya tinggi, 
kan, enam atau tujuh (persen untuk 
pertumbuhan ekonomi). Tapi, kan, 
kita lihat kondisi dan situasi, kalau 
forecasting kita terlalu jauh nanti 

Akuntabilitas Keuangan Negara 
ini optimistis dengan target yang 
telah disampaikan. Angka inflasi 
yang dijaga pada kisaran 2,8 persen, 
menurutnya, masih berada pada 
titik yang moderat. “Inflasi oke, jika 
dibanding dengan negara-negara 
lain yang mencapai 17 persen atau 
dengan Malaysia. Saya kira kita masih 
oke. Langkah-langkah kita sangat 
prudent dan sangat terukur dengan 
situasi yang seperti ini.” tutupnya. 

Senada dengan Fathan, Anggota 
Komisi XI Kamrussamad juga 
optimistis bahwa arah pembangunan 
nasional sudah sesuai dengan jalur 
yang sudah direncanakan. Meski 
begitu, masih diperlukan beberapa 
pembenahan pada beberapa hal 
agar mampu mencapai target yang 
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Wakil Ketua Komisi XI Fathan saat menghadiri Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2023 di 
Senayan, Jakarta, Rabu (16/8).

presiden dievaluasi juga. Jadi saya 
kira mediumlah. Tetap di atas 5 
(persen) kan?” tutur Fathan kepada 
Parlementaria. 

Fathan melihat kondisi ekonomi 
Indonesia masih berada pada 
posisi yang baik. Hal tersebut juga 
tercermin dalam pidato presiden yang 
menyampaikan bahwa sejak akhir 
2021, secara konsisten pertumbuhan 
ekonomi Indonesia berada di atas 
5,0 persen. “Tadi presiden juga 
mengatakan selama tiga tahun 
berturut-turut (pertumbuhan ekonomi) 
kita di atas lima (persen) walaupun 5,2 
atau 5,01 dan lain sebagainya. Artinya 
kita masih mencapai titik yang bagus,” 
ujarnya seusai menghadiri Sidang 
Paripurna DPR RI tentang RAPBN 2024. 

Terkait inflasi, anggota Badan 
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Anggota DPR RI Anis Byarwati sesaat sebelum mengikuti Sidang Tahunan MPR, Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI serta pidato 
Kenegaraan Presiden RI dalam HUT ke-78 Kemerdekaan RI.

Anggota Komisi XI Kamrussamad saat menghadiri Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2023 
di Senayan, Jakarta, Rabu (16/8).

(BAKN) Anis Byarwati menyebut 
bahwa pertumbuhan ekonomi 
Indonesia stagnan selama sepuluh 
tahun terakhir. Ia menilai target 
pertumbuhan ekonomi tahun 2024 
yang dicanangkan sebesar 5,2 persen 
menjadikan pertumbuhan ekonomi 
Indonesia mengalami stagnasi dalam 
sepuluh tahun terakhir. Mengingat, 
dalam RPJMN 2020-2024 Presiden 
Jokowi menargetkan pertumbuhan 
ekonomi dalam kisaran 6,0 - 6,2 
persen pada akhir tahun 2024. 

“Tahun 2024 akan menjadi 
APBN terakhir yang akan dijalankan 
oleh pemerintahan saat ini, 
sebelum nantinya terjadi peralihan 
kepemimpinan nasional pada bulan 
Oktober 2024. Dalam sepuluh 
tahun terakhir rata-rata tingkat 
pertumbuhan ekonomi yang mampu 
dicapai oleh pemerintah hanya 
mencapai 4,23 persen,” lanjutnya 

Anggota Komisi XI ini tak 
memungkiri terjadinya krisis 
multidimensi pada perekonomian 
global yang disebabkan oleh 
serangan pandemi Covid-19 di tahun 
2020-2022 lalu. Menurutnya, kondisi 
ini juga menjadi salah satu faktor 
penghambat pertumbuhan ekonomi 
Indonesia. bia/mh

ditetapkan. Salah satunya terkait 
kualitas pertumbuhan ekonomi. 

Kamrussamad pun menjelaskan 
bahwa kualitas pertumbuhan ekonomi 
yang diharapkan adalah pertumbuhan 
mampu menciptakan lapangan kerja 
baru. Selain itu, ia juga menyinggung 
masalah target penuntasan kemiskinan 
ekstrem yang harus diselesaikan 
seiring berakhirnya RPJMN 2020-2024. 

“Memang ada beberapa yang 
kelihatannya perlu kerja ekstra 
untuk bisa tercapai. Misalnya, Angka 
kemiskinan ekstrem untuk 2024 
ditargetkan di nol persen. Nah, 
ini waktunya tinggal 6 bulan lagi 
bagaimana implementasinya untuk 
mencapai hal tersebut? Akselerasi 
kebijakan kita harus mampu 
menyentuh (masyarakat), sehingga 
mereka bisa take off atau naik kelas 
menjadi lebih baik,” tutur legislator 
Dapil DKI Jakarta III itu. 

Mengenai ketersediaan 
lapangan kerja, Kamrussamad pun 
mengaitkannya dengan kebijakan 
hilirisasi pertambangan yang 
dicanangkan oleh pemerintah. 
Ia menekankan bahwa hadirnya 
kebijakan hilirisasi pertambangan 
harus memiliki dampak bagi daerah 

tersebut. “Yang kedua, yang perlu 
kita tekankan adalah kebijakan 
pemerintah di industri pertambangan 
yang dicanangkan oleh pemerintah 
juga harus ber-impact terhadap 
penciptaan lapangan kerja baru 
di daerah di mana koridor hilirisasi 
industri itu ada,” tegasnya. 

Di sisi lain,  Wakil Ketua 
Badan Akuntabilitas Negara 
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Kebijakan APBN terakhir bagi pemerintahan Joko Widodo dirancang untuk 
mengejar kualitas pertumbuhan ekonomi dengan sasaran target yang ambisius. 

Di tengah ketidakpastian iklim ekonomi global dan terbatasnya ruang gerak 
fiskal, cita-cita tinggi itu perlu dibuktikan lewat terobosan kebijakan yang tidak ala 

kadarnya serta belanja yang berkualitas.

Mengejar Kualitas
Pertumbuhan Ekonomi 

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo saat memasuki ruang Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2023 dalam rangka HUT Kemerdekaan RI ke-78 di Gedung 
DPR/MPR/DPD RI.
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Arah kebijakan 
ekonomi 
pemerintah 
untuk tahun 
depan 
tergambar 
dalam desain 
Anggaran 
Pendapatan 

dan Belanja Negara (APBN) 2024 
yang disampaikan Presiden Joko 
Widodo dalam Pidato Penyampaian 
Keterangan Pemerintah atas 

Rancangan Undang-Undang (RUU) 
tentang APBN 2024 beserta Nota 
Keuangannya.

Dalam RUU APBN 2024, 
pemerintah merancang desain 
kebijakan fiskal untuk mempercepat 
transformasi ekonomi yang inklusif 
dan berkelanjutan. “APBN tahun 2024 
didesain untuk menjawab tantangan 
saat ini sekaligus di masa yang 
akan datang,” kata Presiden Jokowi 
dalam pidatonya di hadapan Sidang 
Paripurna DPR, 16 Agustus lalu. 

Hal itu akan ditempuh lewat 
dua strategi utama dengan target 
yang menantang. Pertama, strategi 
jangka pendek untuk mempercepat 
penghapusan kemiskinan ekstrem 
dari 1,12 persen menjadi 0 persen, 
menurunkan prevalensi stunting 
dari 21,6 persen ke 14 persen, 
mengendalikan inflasi dari kisaran 
3 persen ke 2,8 persen, dan 
meningkatkan investasi. 

Kedua, strategi jangka menengah 
yang difokuskan pada lima agenda, 
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Presiden Republik Indonesia Joko Widodo saat memasuki ruang Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2023 dalam rangka HUT Kemerdekaan RI ke-78 di Gedung 
DPR/MPR/DPD RI. 

yaitu mewujudkan sumber daya 
manusia (SDM) unggul lewat 
peningkatan kualitas pendidikan, 
sistem kesehatan, serta reformasi 
sistem perlindungan sosial, dan 
penguatan pelindungan pekerja 
migran Indonesia. 

Lalu, akselerasi pembangunan 
infrastruktur pendukung, khususnya 
di bidang energi, pangan, 
konektivitas, serta teknologi informasi 
dan komunikasi. Selanjutnya, 
memperkuat reformasi birokrasi dan 
simplifikasi regulasi, peningkatan 
aktivitas ekonomi bernilai tambah 
tinggi lewat hilirisasi sumber daya 
alam (SDA), serta pengembangan 
ekonomi hijau. 

Pemerintah juga memasang 
target pembangunan ekonomi yang 
tinggi. Tingkat kemiskinan ingin 
ditekan ke 6,5-7,5 persen dari posisi 
terakhir 9,36 persen (Maret 2023). 
Kemudian, tingkat pengangguran 
terbuka ditekan ke kisaran 5,0-5,7 
persen dari level 5,45 persen (Februari 
2023), dan rasio gini ditargetkan 0,374-
0,377 dari sebelumnya 0,388 (Maret 

2023). 
Berbagai target itu akan dikejar 

di tengah sasaran pertumbuhan 
ekonomi yang moderat yakni 5,2 
persen, lebih rendah dibandingkan 
target APBN 2023, yaitu 5,3 persen. 
Defisit fiskal juga disasar rendah, 
yaitu 2,29 persen dari produk 
domestik bruto. 

Anggaran Prioritas
‘Untuk mendukung berbagai 

sasaran itu, postur RAPBN 2024 
didesain dengan belanja negara 
Rp3.304,1 triliun dan pendapatan 
negara Rp2.781,3 triliun. Postur 
belanja naik dibandingkan target 
pada APBN 2023 sebesar Rp3.061,2 
triliun. Anggaran diprioritaskan untuk 
mendorong kualitas pertumbuhan, 
seperti mengatasi kemiskinan dan 
membangun SDM. 

Porsi terbesar dialokasikan 
untuk pendidikan yakni Rp 660,8 
triliun, tertinggi sepanjang sejarah. 
Anggaran itu antara lain untuk 
meningkatkan kompetensi guru 
dan tenaga pendidik, peningkatan 

distribusi guru dan sarana-prasarana 
pendidikan, peningkatan akses 
pendidikan di semua jenjang, 
konektivitas vokasi dan pasar kerja, 
serta pengembangan riset dan 
inovasi. 

Porsi alokasi terbesar kedua 
diarahkan untuk perlindungan 
sosial yakni Rp493,5 triliun. Ini 
diarahkan untuk menyempurnakan 
perlindungan sosial sepanjang hayat 
dan adaptif, subsidi tepat sasaran dan 
berbasis target penerima, perbaikan 
basis data penerima lewat Registrasi 
Sosial Ekonomi (Regsosek), serta 
penghapusan kemiskinan ekstrem 
pada tahun 2024. 

Pemerintah juga memiliki 
tanggungan belanja besar lainnya 
seperti pembangunan Ibu Kota 
Nusantara (IKN) dan kenaikan gaji 
ASN, TNI, dan Polri sebesar 8 persen 
serta pensiun 12 persen. Untuk IKN, 
pemerintah menganggarkan Rp40,6 
triliun untuk tahap perpindahan awal. 
Sementara, untuk kenaikan gaji dan 
pensiun ASN, dianggarkan Rp52 
triliun. rnm/mh
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RAPBN 2024 disusun 
untuk mempercepat 
transformasi ekonomi’ 
berhadapan dengan 
perlambatan ekonomi 
global, ketegangan 
geopolitik, dan 
perubahan iklim. 

Harapan dan Tantangan 
Transformasi Ekonomi 

Oleh: 
Efri Nirwan Pamoto Ritonga

Wartawan Senior Koran Tempo 

R
ancangan Undang-
Undang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja 
Negara (RAPBN) 2024 
punya dua keunikan. 

Pertama, ia merupakan RAPBN  
terakhir pemerintahan Presiden Joko 
Widodo. Kedua, ia adalah RAPBN 
perdana pasca dicabutnya status 
pandemi Covid-19 di Indonesia pada 
21 Juni 2023. 

S U M B A N G  S A R A N

Dalam pidato penyampaian 
keterangan pemerintah atas RAPBN  
2024 beserta nota keuangannya 
di depan Rapat Paripurna Dewan 
Perwakilan Rakyat, 16 Agustus lalu, 
Presiden menyampaikan asumsi 
dasar ekonomi makro sebagai 
landasan penyusunan RAPBN 2024.  

Pemerintah dan DPR menetapkan 
asumsi pertumbuhan ekonomi 2024 
sebesar 5,2 persen. Asumsi itu lebih 
optimistis ketimbang proyeksi IMF 
sebesar 5 persen dan Bank Dunia 
4,9 persen. Selanjutnya, inflasi akan 
dijaga pada angka 2,8 persen; lebih 
rendah ketimbang realisasi inflasi Juli 
2023 sebesar 3,08 persen. 

Adapun harga minyak mentah 
Indonesia (ICP) diperkirakan 
senilai US$ 80 per barel, di atas 
realisasi Juli 2023 senilai US$ 
75,06 per barel.  Begitu pula lifting 
minyak  diperkirakan 625 ribu barel 
per hari (bph) dan gas bumi 1,03 
juta barel setara minyak per hari 
(mboped); lebih tinggi dari realisasi 
saat ini.  

Bertumpu pada Kualitas 
SDM

Untuk mewujudkan SDM unggul, 
Jokowi mengucurkan anggaran 
pendidikan sebesar total Rp660,8 
triliun atau 20 persen dari belanja 
RAPBN. Lantas, guna menghadirkan 
SDM yang sehat dan produktif, 
anggaran kesehatan direncanakan 
sebesar Rp186,4 triliun atau 5,6 
persen dari RAPBN. 

Mata anggaran lain yang 
menempati porsi besar dalam 
RAPBN 2024 adalah anggaran 
perlindungan sosial sebesar Rp493,5 
triliun. Selanjutnya, anggaran 
infrastruktur dialokasikan sebesar 
Rp422,7 triliun. Berikutnya, dalam 

postur RAPBN 2024, pemerintah 
menganggarkan pendapatan negara 
sebesar Rp2.781,3 triliun, yang 
terdiri dari penerimaan perpajakan 
Rp2.307,9 triliun, penerimaan negara 
 bukan pajak Rp473,0 triliun, serta 
hibah Rp400 miliar. Sedangkan 
belanja negara sebesar Rp3.304,1 
triliun.  

Dengan demikian, defisit 
anggaran mencapai Rp522,8 triliun 
atau sekitar 2,29 persen dari target 
produk domestik bruto (PDB).  
Pemerintah juga menargetkan 
tingkat pengangguran terbuka 2024 
dapat ditekan dalam kisaran 5-5,7 
persen dan kemiskinan  6,5-7,5 
persen. 

Rasio Pajak yang Masih 
Rendah

Gagasan menyusun RAPBN 2024 
dengan target mempercepat 
transformasi ekonomi hanya bisa 
berjalan dengan sokongan anggaran 
yang memadai. Karena itu, tidak 
heran jika pada RAPBN 2024 target 
penerimaan perpajakan yang selalu 
menjadi tumpuan penerimaan 
negara turut naik 8,9 persen dari 
outlook 2023.  

Untuk menggapai target itu, 
ada masalah tax ratio atau rasio 
penerimaan perpajakan terhadap 
PDB Indonesia yang masih rendah. 
Pada 2024, target tax ratio hanya 
10,18 persen; di bawah rata-rata 
dunia yang sebesar 13,5 persen. 
Indonesia membutuhkan rasio pajak 
minimal 15 persen untuk menjadi 
negara dengan pendanaan yang 
berkelanjutan.  

Supaya target penerimaan 
perpajakan tercapai, otoritas 
perpajakan dituntut meningkatkan 
rasio pajak melalui penggalian 
potensi basis perpajakan dan 
kepatuhan wajib pajak. Upaya 
tersebut harus dilakukan secara 
seksama agar tidak justru 
menghambat pertumbuhan sektor-
sektor usaha.  
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Lepas dari Stagnasi 
Pertumbuhan 

Indonesia tergolong negara 
dengan pemulihan ekonomi yang 
konsisten. Pertumbuhan ekonomi 
sejak akhir 2021 selalu berada di atas 
5 persen.  Pemulihan ekonomi yang 
cepat telah membawa Indonesia 
 masuk kembali ke dalam kelompok 
negara berpendapatan menengah ke 
atas pada 2022. 

Namun, konsistensi ini dapat pula 
dilihat dari sudut pandang lain: 
terjadinya stagnasi pertumbuhan. 
Data Badan Pusat Statistik 
menunjukkan, terakhir kalinya 
Indonesia mencapai pertumbuhan di 
atas 6 persen terjadi pada 
2012. Setelah itu, gerak maju 
perekonomian tertahan di posisi 5 
persen.  

Untuk  lepas dari jerat negara 
berpendapatan menengah Indonesia 
harus mengejar pertumbuhan 
6-7 persen. Satu-satunya jalan 
menuju target tersebut adalah 
mentransformasikan ekonomi dari 
ekonomi berbasis sumber daya alam 
(resource-based economy) 
ke ekonomi berbasis pengetahuan 
(knowledge-based economy). 

Tidak sekadar melakukan 
hilirisasi sumber daya alam, 
transformasi menuju ekonomi 
berbasis pengetahuan bermakna 
lebih luas, 

yakni penguasaaan terhadap 
teknologi tinggi dan kemampuan 
menciptakan produk yang 
mengandung teknologi tinggi pula. 

Cermat Mengelola Utang 
Pada RAPBN 2024 defisit fiskal 

Indonesia sudah kembali di bawah 3 
persen dari PDB. Begitu pula rasio 
utang ditargetkan menurun dari 40,7 
persen di 2021 menjadi 38-39 persen 
pada 2024. Meski begitu, akumulasi 
utang yang berimbas pada beban 
pembayaran bunga utang patut 
diperhatikan.  

Hingga Juni 2023, jumlah 
utang pemerintah telah mencapai 
Rp7.787,51 triliun. Konsekuensinya 
ialah alokasi pembayaran bunga 
utang dalam RAPBN 2024 yang 
cukup tinggi, yakni sebesar Rp497,31 
triliun atau 20,3 persen dari belanja 
pemerintah pusat, dan membuat 
sempit ruang fiskal. 

Dalam kondisi ini, pemerintah 
diharapkan mengerem penarikan 
utang baru dan mampu mengelola 
utang yang ada dengan lebih cermat 
supaya tidak kehilangan 
kemampuan mendanai 
pembangunan.   

Problem Tenaga Kerja 
Informal 

Tingkat pengangguran pada 
Februari 2023 tercatat sebesar 5,45 
persen, lebih rendah dari tahun 

sebelumnya sebesar 5,83 persen. 
Turunnya angka pengangguran 
menandakan terjadinya pemulihan 
ekonomi yang disertai meningkatnya 
lapangan kerja. 

Namun, di balik angka yang 
bagus tersebut, terdapat fakta 
yang harus dicarikan solusinya. 
BPS mencatat, persentase pekerja 
informal menembus 60,12 persen 
pada Februari 2023. Bersamaan 
dengan itu, jumlah penduduk yang 
bekerja sebagai buruh, karyawan, 
atau pegawai terus berkurang. 

Hal ini mesti menjadi perhatian 
karena pertumbuhan investasi belum 
setinggi sebelum masa pandemi, dan 
daya serap investasi yang ada pun 
terbatas. Banyak tenaga kerja yang 
tidak terserap di sektor formal 
kemudian beralih ke sektor informal 
dengan tingkat kesejahteraan yang 
lebih rendah. 

Mimpi Indonesia Emas 
Indonesia mulai menikmati bonus 

demografi pada 2012. Kini, 10 tahun 
berlalu, pekerjaan rumah besar 
masih menanti bangsa ini untuk 
menggenjot pertumbuhan ekonomi 
agar lepas dari batas 5 persen dan 
berlangsung inklusif, yang berarti 
dapat dinikmati oleh seluruh lapisan 
masyarakat. 

Puncak bonus demografi segera 
berakhir pada 2030 dan 
kita mulai memasuki fase dewasa 
(maturity). Pasca 2045, negara ini 
akan memasuki fase menua (ageing 
society). Di fase akhir ini penduduk 
akan semakin tua dan mengalami 
tekanan jika tidak siap secara 
finansial.  

Masih ada waktu 7 tahun untuk 
meraih status sebagai negara 
berpendapatan tinggi dan 22 tahun 
sebelum memasuki fase ageing 
society. Bermodalkan semangat 
juang seperti yang dicontohkan para 
pendiri bangsa ketika 
memerdekakan Indonesia 78 tahun 
silam, kita 
pasti mampu mewujudkan mimpi 
‘Indonesia Emas 2045’. 

S U M B A N G  S A R A N
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Memasuki pasca pandemi Covid-19, Pemerintah Indonesia gencar 
akselerasi memulihkan denyut nadi ekonomi negara. Diatur oleh 

Peraturan Pemerintah (PP) tentang investasi pemerintah, pemerintah 
mengenjot pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan pemberian 

Penyertaan Modal Negara (PMN). DPR mendukung upaya tersebut, 
namun dengan catatan kritis. 

Pulihkan Ekonomi Negara,
PMN Untuk Siapa? 

K
omisi VI DPR menyetujui 
usulan PMN sebesar 
Rp5,7 triliun yang 
bersumber dari alokasi 
cadangan pembiayaan 

investasi APBN Tahun Anggaran 2023 
kepada empat BUMN pada Juni 
lalu. Keempat BUMN itu adalah PT 
Bahana Pembinaan Usaha Indonesia 
(Persero)/IFG, PT Aviasi Pariwisata 
Indonesia (Persero)/InJourney, PT 
Reasuransi Indonesia Utama (Persero), 
dan PT Rajawali Nusantara (Persero)/
ID Food.  

Wakil Ketua Komisi VI DPR 
Mohamad Hekal saat rapat kerja 
dengan Menteri BUMN Erick 
Thohir, menyampaikan kesimpulan 
rapat yang berisi pengambilan 
keputusan atas usulan PMN yang 
bersumber dari alokasi cadangan 
pembiayaan investasi APBN 2023. 
Keputusan ini disampaikan dengan 
mempertimbangkan pendapat 
berbagai fraksi di DPR. 

Masing-masing perwakilan dari 
sembilan fraksi di Komisi VI DPR 
menyampaikan pendapat akhir fraksi. 
Tercatat, Fraksi PDI Perjuangan, 
Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai 
Gerindra menyetujui, Fraksi Partai 
Nasdem menyetujui dengan catatan. 
Fraksi PKB menyetujui, Fraksi Partai 
Demokrat menyetujui dengan 
catatan, Fraksi PAN menyetujui, dan 
Fraksi PPP menyetujui. 

P E N G A W A S A N

Adapun satu fraksi, yaitu F-PKS 
menyetujui PMN untuk PT Aviasi 
Pariwisata Indonesia (Persero)/In 
Journey, PT Reasuransi Indonesia 
Utama (Persero), dan PT Rajawali 
Nusantara (Persero)/ID Food. 
Namun, menolak PMN untuk PT 
Bahana Pembinaan Usaha Indonesia 
(Persero)/IFG. 

Hekal mengungkapkan, alokasi 
PMN yang diusulkan untuk empat 
BUMN di antaranya sebesar Rp3.000 
miliar untuk PT Bahana Pembinaan 
Usaha Indonesia (Persero)/IFG yang 

digunakan untuk penyelesaian 
pengalihan polis Jiwasraya, sebesar 
Rp1.193 miliar. Sementara PT Aviasi 
Pariwisata Indonesia (Persero)/
InJourney guna pembangunan 
infrastruktur KEK Mandalika dan 
Sanur. 

“Lalu, PT Reasuransi Indonesia 
Utama (Persero) sebesar Rp1.000 
mliar dalam rangka risk mitigation 
perusahaan reasuransi dalam negeri 
dan PT Rajawali Nusantara (Persero)/
ID Food sebesar Rp500 miliar untuk 
investasi dan modal kerja,” sambung 
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Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal saat mengikuti Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN Erick Thohir
di Senayan, Jakarta, Kamis (15/6/2023).
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politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut. 
Menindaklanjuti keputusan 

tersebut, Kementerian Keuangan 
(Kemenkeu) akan menargetkan 
pencairan PMN tersebut pada akhir 
tahun atau kuartal IV/2023. Mewakili 
Kemenkeu, Direktur Jenderal 
Kekayaan Negara Kemenkeu Rionald 
Silaban mengungkapkan, Kemenkeu 
sedang mempersiapkan pendalaman 
bersama dengan Komisi XI DPR 
pada Agustus. Pendalaman tersebut, 
sebutnya, akan membahas masing-
masing BUMN yang menerima 
investasi dari pemerintah. 

Berdasarkan laporan Biro 
Analisa Anggaran dan Pelaksanaan 
APBN Setjen DPR, pemberian PMN 
kepada BUMN berpotensi positif 
bagi pertumbuhan ekonomi negara. 
Melalui mekanisme PMN, negara bisa 
memperoleh efek ganda (multiplier 
effect) tanpa kehilangan aset negara. 

Di sisi lain, laporan itu juga 
menegaskan bahwa pemberian PMN 
kepada BUMN harus berlandaskan 
pada prinsip kehatian-hatian. Prinsip 
ini menjadi krusial. Oleh karena itu, 
plat merah yang memperoleh PMN 
harus memiliki sistem manajemen 
yang bernilai baik berkelanjutan 
sekaligus didukung oleh jajaran 
direksi yang taat aturan perundangan.   

Selamatkan Negara 
Sesuai Rencana Pembangunan 

dan Rencana Kerja (RPJMN), negara 
membutuhkan dana sekitar Rp6.555 
triliun guna membiayai proyek 
prioritas strategis selama lima tahun 
(2020-2024). Pemerintah kerap 
berupaya mengembangkan creative 
financing untuk mempercepat 
pencapaian sasaran pembangunan 
dan mengurangi ketergantungan 
pendanaan dari APBN, termasuk 
dengan meningkatkan peran BUMN 
dan mengoptimalkan efektivitas 
Penyertaan Modal Negara (PMN). 

Terhitung tahun 2015, Pemerintah 
Indonesia memberikan kewenangan 
kepada BUMN untuk berkontribusi 
mendukung pembangunan nasional 

P E N G A W A S A N

kepada 118 BUMN. Namun, atas 
nama efektivitas dan efisiensi demi 
menghadapi tantangan global, 
terhitung pada tahun 2023, Indonesia 
memangkas sejumlah BUMN sehingga 
saat ini tersisa 39 BUMN yang tetap 
berdiri memaksimalkan tugas dan 
fungsi sesuai dengan masing-masing 
karakter klaster sektor. 

Mengetahui hal tersebut, Wakil 
Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan 
Negara (BAKN) DPR RI Anis Byarwati 
menyampaikan catatan terkait 
pemberian PMN kepada sejumlah 
BUMN. “Persoalan PMN cukup menyita 
perhatian di Komisi XI dan BAKN. 
Kita sangat menginginkan evaluasi 
mendalam pada pelaksanaan PMN,” 
ungkap Anis. 

Dirinya menyinggung pemberian 
PMN yang terkesan asal-asalan. 
Berdasarkan pengamatannya, 
sejumlah PMN terkesan seperti 
sekadar ‘copy-paste’, yang 
mengakibatkan kerugian bagi 
negara karena BUMN bermasalah 
mendapatkan PMN setiap tahun. Salah 
satu contoh adalah Jiwasraya. 

Baginya, jika PMN digelontorkan 
hanya untuk ‘membantu’ BUMN yang 
fraud maka tidak akan berdampak 

pada pertumbuhan ekonomi 
negara secara signifikan, malah 
akan merugikan negara. Maka, 
pihaknya telah meminta penjelasan 
dari beberapa direksi BUMN terkait 
akuntabilitas penggunaan PMN yang 
bernilai puluhan triliun rupiah. 

Tak cukup meminta transparansi, 
Anies meminta Pemerintah Indonesia  
mengendalikan ambisi dan obsesi 
untuk membangun infrastruktur, 
terlebih proyek-proyek tersebut 
digawangi oleh banyak perusahaan 
plat merah. Anis berharap PMN dapat 
dimanfaatkan dengan bijaksana 
terlebih anggarannya berasal dari 
APBN, yang seharusnya pemerintah 
lebih mengutamakan kepentingan 
rakyat. 

“Yang kita tahu, untuk apa 
BUMN itu didirikan oleh negara, 
sebagai Badan Usaha Milik Negara? 
Tentu agar bisa memberikan 
sumbangannya terhadap 
perekonomian negara, apalagi 
ketika diberikan PMN yang diambil 
dari APBN berupa kekayaan negara 
yang dipisahkan, jadi tentu harus 
kembali pada rakyat untuk bisa 
menyejahterakan rakyat,” tandasnya.

ts/mh
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Wakil Ketua BAKN DPR RI Anis Byarwati saat mengikuti pertemuan BAKN DPR RI dengan PT. Pelindo dan PT. PAL.
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Pendapatan negara bukan pajak (PNBP) pada semester I 2023 hingga 
akhir Juni 2023 menunjukan kinerja baik dengan nilai tumbuh 5,4% 

(yoy). Pendapatan negara mencapai Rp1.407,9 triliun atau senilai 57,2% 
dari target APBN 2023 hingga akhir Juni 2023. 

PNBP Semester I 2023
Tumbuh Positif   

A N G G A R A N

K
inerja PNBP mengalami 
peningkatan 
dibandingkan periode 
sebelumnya, yakni 
Rp302,1 triliun (68,5% dari 

target) atau tumbuh 5,5% (yoy). Badan 
Anggaran DPR RI pun menyambut 
baik kinerja ini dan bersyukur dengan 
pertumbuhan positif ini yang terjadi 
di tengah upaya Indonesia untuk 
bangun dan bangkit kembali pasca 
pandemi Covid-19.

Capaian positif kinerja PNBP 
hingga akhir Juni 2023 ini didorong 
oleh peningkatan pendapatan SDA 

non migas (120,8% dari target) yang 
disebabkan oleh penyesuaian tarif 
iuran produksi/royalti batubara 
dengan berlakunya PP No.26/2022 
tentang Tarif Atas Jenis PNBP yang 
berlaku pada Kementerian Energi dan 
SDM. 

Selain itu, realisasi pendapatan 
kekayaan negara dipisahkan (KND) 
mencapai 86,3% dari target, juga 
turut meningkatkan PNBP, didorong 
setoran dividen BUMN perbankan 
dan non-perbankan. Sementara 
pendapatan SDA Migas (45,8% dari 
target) mengalami perlambatan akibat 

penurunan Indonesian Crude Price 
(ICP) dan lifting minyak bumi. 

Sementara itu, PNBP lainnya 
(73,2% dari target) sedikit mengalami 
penurunan yang disebabkan 
penurunan pendapatan penjualan 
hasil tambang (PHT) dan belum ada 
realisasi pembayaran denda dan 
kompensasi perusahaan batubara 
yang melanggar ketentuan Domestic 
Market Obligation (DMO), serta 
pendapatan BLU (46,3% dari target) 
yang mengalami perlambatan 
akibat penurunan pendapatan dari 
pengelolaan dana perkebunan kelapa 
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Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah.
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A N G G A R A N

sawit. 
Ketua Badan Anggaran (Banggar) 

DPR RI Said Abdullah mengapresiasi 
peningkatan PNBP pada semester 
1 2023 ini. “Realisasi belanja negara 
sampai dengan akhir Juni 2023 
mencapai Rp1.255,7 triliun atau telah 
mencapai 41% dari target belanja 
dalam APBN 2023 sebesar Rp3.061,2 
triliun. Kita harapkan pemerintah bisa 
melakukan percepatan spending agar 
memberikan efek ungkit lebih awal 
bagi perekonomian nasional. Namun, 
harus disertai dengan prinsip tata 
kelola penggunaan keuangan negara 
dengan baik,” ungkap Said, Juli lalu. 

Lanjutnya, realisasi anggaran 
sampai dengan akhir Juni 2023, 
terdapat surplus sebesar Rp152,3 
triliun, dengan keseimbangan 
primer surplus Rp368,2 triliun. 
Pencapaian tersebut diharapkan bisa 
menekan kebutuhan pembiayaan 
yang bersumber dari SBN maupun 
pinjaman, yang kerap kali menjelma 
menjadi serangan politik bagi 
pemerintah. “Terlebih lagi saat ini kita 
memasuki tahun politik. Lebih dari 
itu untuk menjaga keberlangsungan 
fiskal kita lebih sehat,” sambung 
legislator Dapil Jawa Timur XI. 

Adapun secara kualitatif, ia 
menjelaskan bahwa belanja negara 
sangat penting dalam menopang dan 

menjaga kesejahteraan rakyat. “Kita 
syukuri, berdasarkan dokumen World 
Bank Group yang berjudul Country 
Classification by Income Level for FY 
24, pendapatan nasional bruto (PNB) 
per kapita Indonesia mencapai 4.580 
dollar AS atau setara sekitar Rp68,7 
juta pada 2022,” jelasnya. 

Sejalan dengan PNBP, 
pendapatan negara dari sektor 
pajak juga tumbuh positif meskipun 
melambat ke pertumbuhan single 

digit. Penerimaan pajak sampai 
semester I 2023 mencapai Rp970,20 
triliun atau 56,47% dari target, tumbuh 
9,9% (yoy), didukung kinerja kegiatan 
ekonomi di triwulan I 2023. 

Perlambatan pertumbuhan 
penerimaan pajak antara lain 
disebabkan oleh penurunan harga 
minyak bumi yang menyebabkan 
kontraksi PPh migas, penurunan 
impor yang berimplikasi pada PPh 22 
impor dan PPN impor, serta kebijakan 
Program Pengungkapan Sukarela 
(PPS) tahun lalu yang tidak terulang 
pada tahun 2023. Ini, katanya, 
menyebabkan kontraksi pada PPh 
Final. 

Sementara itu, dari sisi sektoral, 
penurunan impor sejalan dengan 
perlambatan pertumbuhan 
sektor Industri pengolahan dan 
perdagangan. Pada saat yang 
sama, sektor pertambangan 
melambat akibat penurunan 
harga komoditas. Sementara itu, 
pendapatan kepabeanan dan cukai 
terlihat mengalami penurunan. Per 
30 Juni 2023, realisasi penerimaan 
kepabeanan dan cukai menurun 
akibat penurunan bea keluar dan 
cukai.  gal/mh

Realisasi belanja negara sampai dengan akhir 
Juni 2023 mencapai Rp1.255,7 triliun atau telah 
mencapai 41% dari target belanja dalam APBN 
2023 sebesar Rp3.061,2 triliun. Kita harapkan 
pemerintah bisa melakukan percepatan 
spending agar memberikan efek ungkit lebih 
awal bagi perekonomian nasional. Namun, harus 
disertai dengan prinsip tata kelola penggunaan 
keuangan negara dengan baik

Kita syukuri, 
berdasarkan dokumen 
World Bank Group 
yang berjudul Country 
Classification by 
Income Level for FY 24, 
pendapatan nasional 
bruto (PNB) per kapita 
Indonesia mencapai 
4.580 dollar AS atau 
setara sekitar Rp68,7 
juta pada 2022

Said Abdullah 
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI

Said Abdullah 
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI
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Revisi Undang-Undang Desa diupayakan menciptakan 
masyarakat desa yang sejahtera. Badan Legislasi 

(Baleg) DPR RI terus merumuskan formulasi UU Desa 
yang ideal. Aparatur dan infrastruktur desa juga 

masuk dalam pembahasan RUU Desa. 

Revisi UU Desa 
Ciptakan Kesejahteraan

Masyarakat Desa   

L E G I S L A S I

W
akil Ketua Baleg 
DPR RI Achmad 
Baidowi 
mengatakan, 
revisi UU 

Desa akan membawa dampak 
bagi keseluruhan rakyat desa, 
bukan hanya kepala desa. Dengan 
pendanaan yang sesuai, Baleg DPR 
sebagai dapur legislasi akan berpihak 
pada pembangunan desa, agar 

aspek ekonomi, pendidikan, dan 
infrastruktur desa dapat berkembang. 
Sebelumnya, Baleg DPR RI 
menyetujui RUU Perubahan Kedua 
UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa ini menjadi RUU usulan inisiatif 
DPR RI.

“Harapannya begitu. Bukan 
kesejahteraan kepala desa, tapi 
benar-benar kesejahteraan untuk 
rakyat. Maka, penggunaan dana desa 
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Wakil Ketua Baleg DPR RI Achmad Baidowi saat menjadi narasumber diskusi Forum Legislasi.

itu untuk pembangunan desa dan 
peningkatan kualitas Sumber Daya 
Manusia (SDM) di desa. Sehingga, ada 
beberapa hal yang memang ditujukan 
kepada masyarakat, tidak hanya 
untuk kepala desa,” ucapnya dalam 
diskusi Forum Legislasi di Gedung 
Nusantara III, DPR RI, Senayan, medio 
Juli lalu. 

Baidowi menjelaskan, selama 
10 tahun UU Desa berlaku, ternyata 
banyak yang perlu dievaluasi. Salah 
satunya kerawanan sosial. Selain 
itu, penggunaan dana desa dan 
pembangunan desa juga menjadi 
isu penting yang dibahas. “Maka 
kemudian kita berinisiatif melakukan 
revisi itu,” imbuh pria yang kerap 
disapa Gus Awiek ini. 
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Tak hanya itu, Baidowi juga 
menyinggung perihal masa jabatan 
kepala desa. Dengan diadakannya 
dua kali masa pemilihan, maka 
stabilitas Pemilihan Kepala Desa 
(Pilkades) dapat terjaga. Pilkades 
sendiri menurutnya sering 
menimbulkan gesekan sosial. Maka, 
dengan mempersingkat periode 
pemilihan, dirinya berharap gesekan 
sosial tersebut dapat dihindari. 

“Masa jabatan secara total 
kumulatif itu tidak berubah 
sebenarnya di (rancangan) undang-
undang. Masa jabatan itu 1 periode 

benar-benar dimanfaatkan untuk 
pembangunan desa maupun 
peningkatan kualitas SDM. Terlebih, 
anggaran desa akan dinaikkan 
menjadi 20 persen dari dana TKDD 
(Transfer ke Daerah Dana Desa). 

“Iya, itu bukti bahwa kami ingin 
memihak pembangunan di desa. 
Supaya masyarakat desanya bisa 
lebih bagus. Secara ekonomi, secara 
pendidikan, dan juga infrastrukturnya 
lebih baik,” tutupnya.  we/mh

Iya, itu bukti bahwa 
kami ingin memihak 
pembangunan 
di desa. Supaya 
masyarakat 
desanya bisa lebih 
bagus. Secara 
ekonomi, secara 
pendidikan, dan juga 
infrastrukturnya lebih 
baik

Harapannya begitu. Bukan kesejahteraan kepala 
desa, tapi benar-benar kesejahteraan untuk 
rakyat. Maka, penggunaan dana desa itu untuk 
pembangunan desa dan peningkatan kualitas 
Sumber Daya Manusia (SDM) di desa. Sehingga, 
ada beberapa hal yang memang ditujukan 
kepada masyarakat, tidak hanya untuk kepala 
desa

Masa jabatan secara total kumulatif itu 
tidak berubah sebenarnya di (rancangan) 
undang-undang. Masa jabatan itu 1 periode 
6 tahun, maksimal 3 periode. Berarti 6 kali 
3 sama dengan 18. Cuman yang diubah 
periodisasinya, memperpendek atau 
memperkecil, mengurangi jumlah kontestasi 
pemilihannya. Pada revisi (UU) yang baru, kami 
usulkan itu 9 tahun 1 periodenya, maksimal 2 
periode. Berarti 9 kali  sama dengan 18

Achmad Baidowi 
Wakil Ketua Baleg DPR RI

6 tahun, maksimal 3 periode. 
Berarti 6 kali 3 sama dengan 18. 
Cuman yang diubah periodisasinya, 
memperpendek atau memperkecil, 
mengurangi jumlah kontestasi 
pemilihannya. Pada revisi (UU) yang 
baru, kami usulkan itu 9 tahun 1 
periodenya, maksimal 2 periode. 
Berarti 9 kali  sama dengan 18,” 
ungkap politisi Fraksi Partai Persatuan 
Pembangunan tersebut. 

Gus Awiek berharap, RUU 
ini nantinya dapat benar-benar 
memberi kesejahteraan bagi rakyat. 
Penggunaan dana desa juga harus 
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Wakil Ketua Komisi XI DPR Fathan dalam foto bersama usai Komisi XI DPR RI menerima audiensi dari Pemerintah Kabupaten Blora di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (09/02/23). Foto: 
Opie/Man

F O T O  B E R I T A

Sidang Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani 
didampingi oleh Wakil Ketua DPR Prof Sufmi Dasco, Wakil Ketua DPR 

Muhaimin Iskandar, Wakil Ketua DPR Rahmat Gobel, Wakil Ketua DPR Lodewijk 
F Paulus dan dilanjutkan dengan pidato Presiden Joko Widodo pengantar 

RUU tentang APBN tahun anggaran 2024 beserta nota keuangannya. di Ruang 
Rapat Paripurna, Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, 

Rabu (16/08/2023). FOTO : TIM FOTOGRAFER/MAN)

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo bersama Ketua DPR Puan Maharani dan 
Ketua DPD RI AA Lanyalla Mahmud Mattalitti saat mengikuti Sidang Tahunan 

MPR RI Tahun 2023 dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2023, di 
Gedung Nusantara MPR RI/DPR RI/DPD RI, Jakarta, Rabu (16/8/23). Sidang 

tersebut di hadiri Presiden RI Joko Widodo, Wapres RI Ma’ruf Amin, Presiden RI 
ke-5 Megawati Soekarnoputri, Wakil Presiden ke-6 Try Sutrisno, Wakil Presiden 
ke-9 Hamzah Haz, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla, Ketua DPR Puan 
Maharani, Ketua DPD RI AA Lanyalla Mahmud Mattalitti, istri presiden keempat 

almarhum Abdurrahman Wahid Sinta Nuriyah, para Wakil Ketua MPR RI, para 
Wakil Ketua DPR RI, para Wakil Ketua DPD RI, para menteri Kabinet Indonesia 

Maju, pimpinan lembaga negara, ketua umum partai politik yang mewakili 
keterwakilan di DPR RI, duta besar negara sahabat, raja-raja nusantara, ketua 

ormas keagamaan serta perwakilan teladan dari seluruh nusantara.).
(FOTO : TIM FOTOGRAFER/MAN)

F O T O  B E R I T A

TH. 2023        EDISI 224      PA R L E M E N TA R I A      24



TH. 2023    EDISI 224     PA R L E M E N TA R I A      25

Wakil Ketua Komisi XI DPR Fathan dalam foto bersama usai Komisi XI DPR RI menerima audiensi dari Pemerintah Kabupaten Blora di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (09/02/23). Foto: 
Opie/Man
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Lunch for Young Parliamentarians Delegates hosted by Chairperson of AIPA 
YPM. FOTO: PRIMA/MAN

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan
(Korinbang), Rachmat Gobel pertemuan bilateral dengan Jepang dalam acara 

AIPA, Jakarta, Senin (7/8/2023).  FOTO : TIM FOTOGRAFER

DPR MENGAWAL DEMOKRASI MENUJU INDONESIA MAJU
Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2022–2023 Ketua DPR RI sekaligus 

Presiden AIPA 2023, Puan Maharani saat di Penutupan Sidang Umum AIPA
ke-44 yang digelar di Hotel Fairmont, Jakarta, Rabu (9/8/2023)3).

FOTO : TIM FOTOGRAFER

Ketua DPR RI Puan Maharani mengajak seluruh delegasi parlemen anggota 
AIPA yang hadir, untuk bersama-sama mengedepankan semangat ASEAN 
solidarity. FOTO : TIM FOTOGRAFER

Sidang Umum AIPA ke-44 diselenggarakan di Hotel Fairmont Jakarta, Senayan, 
sejak tanggal 5 sampai 11 Agustus 2023. Eventbergengsi tersebut dihadiri oleh 

9 Ketua Parlement di ASEAN selain Indonesia. Selain itu, Sidang Umum AIPA 
ke-44 juga dihadiri perwakilan 17 negara observer dan tamu, Serta perwakilan 

dari 9 Organisasi Internasional. Total peserta yang hadir sebanyak 568 
Delegasi. FOTO : TIM FOTOGRAFER
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Ketua DPR RI Puan Maharani (kanan) dan Ketua Majelis Nasional 
Vietnam, Vuong Dinh Hue usai penandatanganan MoU Kerja Sama 

antarparlemen di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, 
Jakarta, Jumat (4/8/2023). FOTO: ENO, DEVI, FARHAN DAN OJI/MAN
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Ketua DPR RI sekaligus Presiden AIPA 2023, Puan Maharani, didampingi Wakil 
Ketua DPR RI Lodewijk F. Paulus dan anggota DPR RI saat menerima kunjungan 
Presiden National Assembly of Laos, Xaysomphone Phomvihane di Gedung 
Nusantara, Jakarta, Rabu (9/8/2023).  FOTO: FARHAN, DEVI DAN OJI/MAN
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Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar sebagai inspektur 
upacara peringati Hari Ulang Tahun ke-78 RI yang jatuh pada 17 Agustus 
2023, diikuti oleh seluruh aparatur sipil negara (ASN) dan tenaga sistem 

pendukung (TSP) di lingkungan Setjen MPR RI, DPR RI dan DPD RI 
menggelar upacara bendera. di halaman kompleks parlemen, Kamis 

(17/8/2023). FOTO : ENO/MAN
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S
etelah dua tahun pandemi, euforia masyarakat 
menyambut momen HUT ke-78 RI pada 
tahun 2023 terpantau sangat antusias. Tim 
Parlementaria berkesempatan memotret 
momen masyarakat menyemarakkan hari 

kemerdekaan dengan membuat agenda parade jalan 
sehat, sepedaan, dan lomba-lomba agustusan seperti 
lomba makan kerupuk, merias wajah, serta lomba lainnya 
ala pesta rakyat di Jakarta dan Kota Tangerang. 

Hal ini tidak terlepas dari keputusan pemerintah yang 
telah memutuskan mencabut status pandemi dan mulai 

NARASI: JAKA NUGRAHA    FOTO: JAKA NUGRAHA DAN DEVI IRIANDI

memasuki masa endemic pada Rabu 21 Juni 2023. Selain 
itu, Pemerintah Kota Tangerang juga telah membuat 
edaran mengajak seluruh masyarakat Kota Tangerang 
untuk memasang Bendera Merah Putih di setiap rumah, 
kantor, maupun tempat-tempat usaha yang ada di Kota 
Tangerang. 

Terlihat di sepanjang jalan, bendera maupun umbul-
umbul merah putih telah terpasang hampir di setiap 
sudut kota. Bahkan, semua lomba terselenggara hingga 
ke tingkatan RT yang dibantu pendanaannya oleh warga 
secara sukarela. jk/mh

KemeriahanKemeriahan
Pesta Rakyat HUT Ke-78 RIPesta Rakyat HUT Ke-78 RI

Pasca 2 Tahun PandemiPasca 2 Tahun Pandemi

Kemeriahan
Pesta Rakyat HUT Ke-78 RI

Pasca 2 Tahun Pandemi
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Berpolitik,Berpolitik,
MenebarMenebar
ManfaatManfaat

Hamid Noor YasinHamid Noor Yasin

Pacitan, Jawa Timur, 1969. Sebuah desa yang indah dan sejuk di 
lereng Gunung Watu Lumbung. Nama desa itu Banjarjo, Kecamatan 

Kebonagung. Mayoritas masyarakatnya hidup dari pertanian. Tanah di 
desa ini sangat subur. Dahulu, komoditi unggulan desa ini adalah cabe 

rawit. Di sisi desa masih ada sungai Dungpelem yang menghiasi lanskap 
desa kian menawan. 
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Sungai Dungpelem yang 
membelah desa harus dilalui para 
siswa bila ingin ke MTs. Belum ada 
jembatan waktu itu. Bila hujan deras 
terjadi, sungai pasti meluap. Hamid 
dan teman-temannya harus berenang 
menyeberangi sungai untuk sampai 
ke sekolah. Kebetulan anak-anak 
di desa itu sudah piawai berenang. 
Lulus tahun 1984, ia kemudian 
melanjutkan ke Madrasah Aliyah 
Negeri (MAN) di kota yang sama. 

Saat di MAN, ia bersepeda atau 
naik motor ke sekolahnya. Mata 
pelajaran sosial, seperti sejarah, 
sosiologi, dan antropologi sangat 
disuka saat duduk di MAN. Kapasitas 
pengetahuan dan intelektualitas 
pemuda Hamid mulai terbentuk. 
Selain mumpuni dalam pengetahuan 
agama, ia juga sosok yang sangat 
ramah dan mudah bergaul dengan 
teman-teman sebayanya.  

Kiprah Politik
Setamat MAN, tahun 1987, Hamid 

melanjutkan studi ilmu pemerintahan 
di FISIP, Universitas Darul Ulum, 

Hamid Noor YasinHamid Noor Yasin

P R O F I L

S
yahdan, di desa 
ini seorang kiai 
kampung hidup dalam 
kesederhanaan. Ia 
pegawai negeri di kantor 

KUA setempat. Adalah K.H. Imam 
Nurhadi Widodo yang saat itu sedang 
menanti kelahiran anak ketiganya 
bersama istri tercinta Hj. Siti Chotijah. 
Ketika itu, kalender menunjukkan 27 
Mei 1969. Tahmid tiada henti terucap, 
saat bayi mungil lahir, memecah 
kesunyian. Bayi berjenis kelamin laki-
laki itu kemudian diberi nama Hamid 
Noor Yasin.

Persalinan sang ibu dibantu 
bidan yang merupakan bibi dari 
bayi tersebut. Setelah kelahiran 
Hamid, masih ada tiga adiknya yang 
lahir kemudian. Jadi, Hamid adalah 
anak ketiga dari enam bersaudara. 
Hamid kecil hidup di tengah keluarga 
sederhana dan religius. Masa kecil 
Hamid dihabiskan di dusun Nglaos, 
Desa Banjarjo. Hamid suka sekali 
bermain bersama teman-teman 
kecilnya di kampung. 

Bermain bola, tenis meja, mandi 
di sungai, dan menggembala sapi 
adalah kegemaran masa kecilnya. 

Wah, senangnya mengingat masa 
kecil di kampung. Ayahnya tak 
lupa mengajari Hamid mengaji dan 
memberi pengetahuan agama. 
Sementara ibundanya adalah seorang 
pedagang kain di pasar Kebonagung, 
tak jauh dari rumahnya. 

Sebagai tokoh agama, ayahnya 
juga mengajar agama bagi 
masyarakat di kampungnya. Nasihat 
ayah yang selalu diingat Hamid kecil 
adalah menjadi orang yang paling 
bermanfaat bagi orang lain. Nasihat 
itulah yang tertanam kuat dalam 
kehidupan seorang Hamid hingga 
kini. 

Mengawali pendidikan formalnya, 
Hamid bersekolah di Madrasah 
Ibtidaiyah Negeri di kampungnya. 
Setiap hari ia selalu berjalan kaki 
bersama teman-teman kecilnya 
ke sekolah. Bila musim hujan tiba, 
sekolahnya kerap kebanjiran. 
Hamid dan teman-temannya harus 
kerja bakti membersihkan lantai 
sekolah yang kotor. Aqidah akhlak 
adalah mata pelajaran favoritnya 
di ibtidaiyah. Tahun 1981, Hamid 
lulus dan melanjutkan ke Madrasah 
Tsanawiyah (MTs) Negeri Pacitan. 

Hamid Noor Yasin saat bersama masyarakat  di Dapilnya

Foto kenangan saat Hamid Noor Yasin menjadi siswa di 
madrasah aliyah.
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Jombang, Jawa Timur. Selama 
menjadi mahasiswa, ia sangat aktif 
berorganisasi. Bahkan, Hamid menjadi 
aktivis dakwah di masjid kampusnya. 
Setamat kuliah tahun 1993, Hamid 
berkecimpung pada media bernama 
Gerbang Intan (Gerakan Membangun 
Insan Pacitan) sebagai wartawan. 
Gerbang Intan merupakan media 
milik para tokoh Pacitan.

Pergaulannya yang luas dengan 
berbagai lapisan masyarakat 
mengantarnya pada kiprah politik. 
Peraih magister manajemen tersebut 
akhirnya terjun ke panggung politik. 
Ia bergabung dengan Partai Keadilan 
tahun 1999 yang kini menjadi Partai 
Keadilan Sejahtera (PKS). Pada 
Pemilu 1999, pemilu pertama di era 
reformasi, Hamid sudah berkiprah 
menjadi politisi daerah. Pada pemilu 
kala itu, ia mencalonkan diri sebagai 
anggota DPRD Kabupaten Wonogiri. 

Hamid terpilih dalam konstestasi 
pemilu perdananya dan resmi 
menjadi anggota DPRD Wonogiri 
untuk periode 1999-2004. Dua 

periode berikutnya, secara berturut-
turut Hamid juga selalu meraih suara 
untuk tetap duduk di DPRD Wonogiri, 
masing-masing pada periode 2004-
2009 dan 2009-2014. Dengan menjadi 
wakil rakyat di daerah, mantan dosen 
ini mampu mengekspresikan dirinya 
bermanfaat bagi banyak orang lewat 
aktivitas politik, terutama di daerah 
pemilihannya sendiri.

“Waktu itu teman-teman aktivis 
kampus berencana mendirikan 
partai, namanya Partai Keadilan yang 
sekarang menjadi PKS. Kemudian 
saya ikut bergabung bersama-sama 
dengan teman-teman aktivis dan 
jadi anggota dewan pertama sejak 
1999 sampai sekarang,” ceritanya 
kepada Parlementaria, soal awal 
keikutsertaannya di panggung politik.

Selanjutnya, pada Pemilu 2014, 
mantan Sekum DPD PKS Wonogiri 
ini, meningkatkan level partisipasi 
politiknya dengan menjadi calon 
anggota legislatif DPR RI dari dapil 
Jawa Tengah IV (Karanganyar, 
Sragen, dan Wonogiri). Pada pemilu 

keempatnya (2014) sebagai caleg ini, 
ia terpilih lagi dan melenggang ke 
Senayan. Inilah pertama kali Hamid 
menjadi wakil rakyat di level nasional 
untuk periode 2014-2019.

“Tentu senang, karena akan 
berkiprah mengabdi dan melayani 
masyarakat Indonesia, terutama 
rakyat di dapil saya, Jateng IV yang 
meliputi Wonogiri, Sragen, dan 
Karanganyar,” tuturnya. Selesai 
dilantik menjadi anggota DPR RI pada 
2014, ia kemudian duduk di Komisi IX 
DPR yang membidangi kesehatan. 
Setelah itu, ia sempat pula duduk di 
Komisi VII yang membidangi energi.

Pada pemilu 2019, pengurus DPP 
PKS ini kembali berkontestasi dan 
terpilih lagi dari dapil yang sama. 
Pada periode keduanya di DPR ini 
(2019-2024), Hamid duduk di Komisi 
IV yang membidangi pertanian. 
Kemudian pindah lagi, dan duduk 
sebagai anggota Komisi V DPR yang 
membidangi infrastruktur. Sebagai 
politisi religius, ia selalu berusaha 
menjadi yang terbaik dan menebar 
banyak manfaat bagi masyarakat 
pemilih di dapilnya dan bagi rakyat 
Indonesia secara umum.

“Kebahagiaan seorang 
wakil rakyat adalah apabila bisa 
memperjuangkan aspirasi rakyatnya, 
terutama aspirasi rakyat di dapilnya. 
Banyak hal yang sudah saya 
perjuangkan di dapil, mulai dari 
pendidikan, kesehatan, pertanian, 
UMKM, infrastruktur, dan program-
program pembangunan desa,” 
ungkap Hamid. 

Estafet Politik
Kesibukannya sebagai wakil 

rakyat begitu padat. Namun, saat 
ada waktu luang, ia tentu menjaga 
kualitas waktunya bersama 
keluarga tercinta. Di rumahnya ada 
Endang Anggrahini sang istri yang 
dinikahi pada 30 Januari 1994. Dari 
pernikahannya itu, ia dikaruniai lima 
anak. Ayas Ansorudin, anak sulung, 
kini sedang studi S2 di University of 
New South Wales (UNSW), Sydney, 

Bekerja menebar manfaat  begitulah prinsip politik Hamid Noor Yasin
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Australia. Anak kedua, Aulia Afifah 
berprofesi sebagai dokter. Anak 
ketiga, Falah Faqihudin mahasiswa 
Universitas Negeri Sebelas Maret 
(UNS), Solo. 

Sedangkan anak keempat dan 
kelima (kembar) masih menjadi 
siswa SMPIT Al Huda sekaligus 
santri di Pondok Pesantren Al 
Huda, Wonogiri. Keduanya adalah 
Hasan Abdurrahman dan Husein 
Abdurrohim. Pondok Pesantren 
Al Huda sendiri adalah lembaga 
pendidikan yang didirikan oleh Hamid. 
Bicara soal estafet politik, Hamid 
mengakui, ingin mewarisi jejak politik 
kepada anak-anaknya. Diharapkan 
ada satu anaknya yang bisa berkiprah 
di panggung politik.

Keluarganya tentu sudah 
memahami kesibukan yang luar 
biasa sebagai wakil rakyat. Tidak saja 
aktivitas di gedung parlemen, tapi 
juga aktivitas bersama masyarakat di 
dapilnya yang telah menyita waktu 
dan pikiran. Katanya, Al wajibatu 
aktsaru minal auqot (tugas dan 
kewajiban lebih banyak daripada 
waktu yang tersedia). Pepatah Arab 

itu telah mengingatkan dirinya 
pada risiko perjuangan yang harus 
diemban.

Mengabdi dan melayani 
rakyat sudah jadi kesehariannya. 
Bahkan, Hamid mengaku, itu sudah 
jadi hobinya. Hobi yang sudah 

mendarah daging. Di manapun 
ia berada, akan selalu berusaha 
menebar manfaat bagi orang lain. 
“Sudah terbiasa dan keluarga 
sudah memahami, karena ini risiko 
perjuangan. Saya menjalani profesi 
wakil rakyat ini sudah hampir 25 tahun 
atau hampir 5 periode. Maka, saya 
harus bisa mengatur waktu dengan 
baik antara tugas kewajiban dan 
kebersamaan dengan keluarga,” tutur 
Hamid. 

Namun, ketika ada waktu 
senggang dari aktivitas politik, ia tak 
lupa mengajak keluarga berwisata. 
Hamid kerap mengajak berwisata 
alam, seperti pantai, gunung, dan 
destinasi alam lainnya yang indah. 
Tujuannya, untuk mengagumi ciptaan 
Allah SWT. Begitu, ia mengedukasi 
keluarganya lewat aktivitas wisata.  

Penikmat sayur lodeh ini juga 
punya kesukaan pada lagu-lagu 
nasyid yang melembutkan hati. 
Bahkan lagu-lagu Ebiet G. Ade, ia 
sangat suka. Selain menenangkan, 
syair-syairnya juga penuh renungan. 
Begitulah profil Hamid Noor Yasin, 
politisi PKS yang selalu ingin menebar 
banyak manfaat bagi orang banyak. 

tf/mh
Hamid Noor Yasin bersama keluarga tercinta
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Hamid Noor Yasin saat bersama masyarakat  di Dapilnya
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Mengidentifikasi Kerawanan
Pemilu 2024

W
akil Ketua 
Komisi I DPR 
Abdul Kharis 
Almasyhari 
mengapresiasi 

langkah proaktif Kodam XIV/
Hasanuddin dalam kesiapan 

Tinggal bagaimana setiap Kodam 
menghadapinya. Dan setiap Kodam 
juga punya pemetaan yang berbeda-
beda. Daerah-daerah rentan konflik 
sebelum dan sesudah pemilu jadi 
target perhatian Kodam.

Dengan langkah proaktif, 
pendataan indeks kerawanan, dan 
pemetaan yang baik di Sulawesi 
Selatan oleh Kodam XIV/Hasanuddin, 
Kharis berharap, Pemilu 2024 di 
Sulawesi Selatan berjalan tertib dan 
damai. “Namun beliau malah sudah 
mengantisipasi, sehingga mudah-
mudahan apa yang dikhawatirkan 
tidak akan terjadi,” tutupnya. 

Sementara di Manado, Sulawesi 
Utara, Komisi I DPR berkunjung ke 
Lembaga Penyiaran Publik (LPP) 
RRI. Dipimpin Wakil Ketua Komisi 
I Bambang kristiono, RRI Sulut 
diharapkan 

Mampu menjaga netralitas 
program penyiaran. Siaran yang 
tersaji harus memberikan edukasi 
dan informasi yang relevan bagi 

Wakil Ketua Komisi I Abdul Kharis Almasyhari saat melakukan Kunjungan Kerja Reses di Makodam XIV/Hasanuddin Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (17/7/2023).
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Komisi I DPR RI terus 
memantau kerawanan 
pemilu yang mungkin 
terjadi dalam konteks 

pertahanan dan 
penyiaran. Pada 

kunjungan kerja reses 
Juli lalu, Komisi I DPR 
mengunjungi Kodam 

XIV/Hasanuddin di 
Sulawesi Selatan dan LPP 

RRI di Manado, Sulawesi 
Utara.

K U N K E R
K O M I S I  I

pengamanan Pemilu 2024. Kodam 
XIV dipandang memiliki program 
inovatif dalam mengindentifikasi 
kerawanan pemilu. Ia mencontohkan, 
ada indeks kerawanan yang disusun 
Kodam XIV, seperti data-data pemilu 
dan pemetaan kelompok rentan 
pemilu. Kodam XIV rencananya juga 
akan dilibatkan dalam setiap tahapan 
Pemilu 2024 di Sulsel.

““Tadi sudah dijelaskan oleh 
Bapak Pangdam dengan sangat 
detail. Dan termasuk sangat bagus 
kesiapan Kodam XIV/Hasanuddin 
(dalam mendukung pengamanan 
Pemilu 2024). Kodam XIV/Hasanuddin 
cukup banyak memiliki kegiatan yang 
penuh inovasi, terobosan baru dan 
berdampak terhadap kesejahteraan 
masyarakat maupun prajuritnya 
sendiri,” ucapnya Kharis, Senin 
(17/7/2023) lalu.

Menurut politisi PKS itu, hampir 
semua wilayah Kodam, pasti ada 
daerah-daerah yang berwarna, zona 
hijau, zona kuning, dan zona merah. 
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masyarakat jelang Pemilu 2024.
“Netralitas RRI harus terjaga. 

Partisipasi aktif dan dorongan 
langsung dari RRI Manado ini untuk 
memberikan imbauan dan ajakan 
kepada masyarakat setempat agar 
melek politik dan memberikan pilihan 
sesuai dengan pilihan politiknya 
masing-masing,” seru Bambang 
kepada Parlementaria usai memimpin 
pertemuan Komisi I di LPP RRI Manado, 
Sulut, Selasa (18/7/2023) lalu.

Wakil Ketua Komisi I Abdul Kharis Almasyhari berfoto bersama di Makodam XIV/Hasanuddin Kota Makassar, Sulawesi Selatan, 
Senin (17/7/2023).

Ketua Tim Kunker Reses Bambang Kristiono saat bertukar cenderamata usai memimpin pertemuan Tim Kunker Reses Komisi I DPR RI di LPP RRI Manado.
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Dalam konteks pemilu, 
RRI memiliki tanggung jawab 
memberikan informasi yang 
akurat dan berimbang mengenai 
calon legislator, calon presiden, 
partai politik, dan isu-isu terkait 
pemilu lainnya. Tujuannya adalah 
meningkatkan partisipasi aktif 
dan kesadaran politik masyarakat 
dalam proses demokrasi. Ini adalah 
tanggung jawab RRI.

Legislator Partai Gerindra tersebut 

menekankan peran penting RRI 
dalam meningkatkan partisipasi 
masyarakat untuk turut meramaikan 
pesta demokrasi 2024 mendatang. 
Program siaran RRI juga bisa menjadi 
wahana pendidikan politik bagi 
masyarakat. 

“RRI memiliki peran strategis 
dalam memberikan efek positif 
kepada masyarakat. Melalui program-
programnya, RRI dapat memberikan 
edukasi politik yang berkualitas 
dan memberikan informasi yang 
objektif kepada seluruh masyarakat,” 
ungkapnya.

Dalam kunjungan kerja reses 
ini, Bambang juga berkesempatan 
mendengarkan aspirasi dari RRI yang 
bertugas di perbatasan Sulut dan 
menggali berbagai isu yang perlu 
diperhatikan dalam penyelenggaraan 
pemilu yang berkeadilan dan netral.

Komisi I DPR RI berkomitmen 
terus mendorong RRI menjadi satu-
satunya lembaga penyiaran yang 
independen. Hal ini diharapkan dapat 
memperkuat proses demokrasi di 
Indonesia dan melibatkan masyarakat 
secara luas dalam pengambilan 
keputusan politik. we, blf/mh

K U N K E R
K O M I S I  I
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Jelang perhelatan 
nasional Pemilu 2024, 

Komisi II DPR RI tak 
henti-hentinya terus 
memantau kesiapan 
daerah. Pemilu yang 

akan digelar serentak di 
semua level pemilihan 

ini, diharapkan berjalan 
on the track.

Pemilu 2024
Diharapkan On The Track

D
i Sumatera Utara, 
Ketua Komisi II 
DPR RI Ahmad Doli 
Kurnia memimpin 
kunjungan untuk 

melihat dari dekat persiapan Pemilu 
2024. Dari logistik pemilu hingga 
pemutakhiran data pemilih dipantau 
untuk meminimalisir kecurangan. 

Doli mengapresiasi kesiapan Provinsi 
Sumut menghadapi Pemilu 2024.

 ”Persiapan penyelenggara pemilu 
di Sumatera Utara ini on the track dan 
sesuai dengan perencanaan yang 
selama ini sudah ditetapkan. Tinggal 
sisa enam bulan ini saya kira memang 
harus lebih diintensifkan, terutama 
koordinasi antara Bawaslu dan KPU,” 
ujarnya kepada Parlementaria, Senin 
(24/7/2023) lalu di Medan, Sumut.

Legislator Fraksi Golkar ini juga 
menambahkan, pentingnya jaminan 
asuransi untuk para penyelenggara 
ad hoc petugas pemilu hingga 
tingkat TPS (Tempat Pemungutan 
Suara). Itu penting untuk memastikan 
penyelenggara pemilu di level paling 
bawah mendapatkan rasa aman 
dalam bekerja. 

“Kami terus memperjuangkan 
agar lancar para penyelenggara ad 
hoc, baik itu di lingkungan keluarga 

besar KPU maupun Bawaslu dari 
tingkat kelurahan, desa, sampai 
ke TPS. Kalau bisa mendapatkan 
asuransi. Sudah ada instruksi 
presiden yang menjadi dasar hukum 
dan ditambah lagi dengan surat 
Kemendagri kepada gubernur, 
bupati, dan wali kota, ternyata 
sudah dilaksanakan di beberapa 
kabupaten/kota,” jelasnya.

Seperti diketahui pada bulan 
Juni 2023, kabar duka datang dari 
Kabupaten Batubara, Provinsi Sumut. 
Seorang Panitia Pemungutan Suara 
(PPS), mengalami kecelakaan 
lalu lintas saat menjalankan 
tugas dan meninggal dunia. Saat 
kecelakaan, korban sedang dalam 
perjalanan mengikuti rapat di Panitia 
Pemilihan Kecamatan (PPK). Ini 
adalah salah satu tragedi di setiap 
penyelenggaraan pemilu.

Sementara di Riau, Komisi II DPR 

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia saat memimpin Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI ke Sumatera Utara.

FO
TO

: P
R

IM
A

/N
R

K U N K E R
K O M I S I  I I



TH. 2023    EDISI 224     PA R L E M E N TA R I A      37

dipimpin Syamsurizal juga menggelar 
pertemuan dengan pemerintah 
provinsi setempat dan para 
penyelenggara pemilu. Wakil Ketua 
Komisi II DPR RI itu, mengingatkan 
bahwa kesuksesan pemilu tidak 
hanya dilihat dari persiapan 
penyelenggaranya, namun juga 
dilihat dari kualitas pemilihnya. 

“Kita ingin agar mereka betul-
betul ikut terlibat sepenuhnya, 
memberikan perhatian bagaimana 
penyelenggaraan pemilu yang 
ada di Provinsi Riau. Pemilu kali ini 
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Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia berfoto bersama saat Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI ke Sumatera Utara.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Syamsurizal saat memimpin pertemuan pada Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI di Provinsi 
Riau.

pemilu yang menentukan. Jadi, 
kita perlu betul pemilih-pemilih 
yang berkualitas, pemilih-pemilih 
yang melakukan pilihannya dengan 
cerdas, pemilih-pemilih yang 
betul-betul melakukan pemilihan 
dengan hati nurani mereka. Siapa 
yang terbaik untuk mereka pilih,” ujar 
Syamsurizal, Selasa (18/07/2023) 
lalu, di Riau. 

Politisi PPP ini menekankan 
bahwa para pemilih berkualitas ini 
nanti akan membawa hasil pemilu 
Indonesia menjadi berkualitas. 

K U N K E R
K O M I S I  I I

Untuk itu, tidak boleh ada bayang-
bayang money politics dan berbagai 
bentuk black campaign lainnya.  

“Nah, itulah betul-betul yang 
kita harapkan untuk menjadi pemilih 
cerdas yang tak lagi dipengaruhi 
oleh ini itu. Oleh karena itu, kita minta 
(money politics) semua dibuang, agar 
mereka menjadi pemilih yang betul-
betul baik. Sehingga, hasil ke depan 
menjadi legitimate. Kami di Komisi 
II selalu ingin terus meningkatkan 
kualitas penyelenggaraan pemilu,” 
imbuhnya lebih lanjut.

Tak hanya itu, Syamsurizal juga 
mengapresiasi persiapan pemilu 
yang dilakukan oleh KPU dan 
Bawaslu  Riau. Walaupun sempat 
terjadi keterlambatan, tapi ia menilai 
hal itu masih wajar. Perencanaan, 
menyeleksi calon pemilih, hingga 
penganggaran berjalan baik.  

“Kita lihat semuanya berjalan 
mulus walaupun satu kali ada 
perpanjangan, yakni melengkapi 
persyaratan di waktu perpanjangan. 
Itu yang diminta oleh KPU, karena 
ini menyangkut tingkat kecepatan 
penyiapan administrasi oleh masing-
masing instansi, karena jumlahnya 
tidak sedikit, banyak sekali,” tutup 
Syamsurizal. eno/mh
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Barang Sitaan Negara
di Banten Capai Rp4 Miliar 

S
aat mengunjungi 
Rumah Penyimpanan 
Benda Sitaan Negara 
(Rupbasan) Kelas II 
Serang, Provinsi Banten, 

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad 
Sahroni mengungkapkan, terdapat 
17 jenis register Barang Sitaan dan 
Barang Rampasan Negara (Basan 
dan Baran) yang seluruhnya ditaksir 
bernilai Rp4.238.096.027.

 Menurut Sahroni, benda 
yang ada merupakan barang 
berisiko tinggi. Sehingga, harus 
ada keputusan bersama antara 
para stakeholders terkait kebijakan 
penyimpanannya. “Jika benda sitaan 
merupakan benda cair, harusnya 
ada kebijakan khusus di antara para 
pihak. Mengingat, benda-benda itu 
riskan untuk disimpan dalam jangka 
waktu yang terlalu lama,” imbuhnya 

Pada kunjungan kerja Komisi III DPR RI ke Serang, 
Banten, terungkap ada barang sitaan dan rampasan 

negara senilai Rp4 miliar lebih. Komisi III DPR 
mendesak agar barang rampasan dan sitaan tersebut 

segera dijual.

K U N K E R
K O M I S I  I I I

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses ke Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Serang. 
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di Kantor Kemenkumhan, Provinsi 
Banten, Senin (18/7/2023) lampau.

Senada dengan Sahroni, 
Anggota Komisi III DPR RI Achmad 
Dimyati Natakusumuh juga 
meminta pihak Rupbasan Banten 
segera menjual barang sitaan. 
Sebab barang tersebut akan jatuh 
nilai jualnya apabila terlalu lama 
dibiarkan. 

“Salah satunya itu ada bensin 
(pertalite). Apabila dibiarkan 
terlalu lama akan memuai, bahkan 
kadarnya juga semakin jelek, 
sehingga memengaruhi nilai jualnya. 
Jika sudah jelek tentunya pihak 
negara akan dirugikan,” papar politisi 
PKS itu.

Sementara di Pontianak, 
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Kalimantan Barat, delegasi Komisi 
III DPR menyoal anggaran dan 
saran di pengadilan negeri maupun 
pengadilan tinggi. Anggota Komisi 
III DPR RI Nasir Djamil yang ikut ke 
Pontianak, mengungkapkan, masih 
banyak hakim di pengadilan negeri 
dan tinggi yang belum tercukupi, 
baik dari sisi alokasi anggaran 
maupun sarana dan prasarananya. 

Karena itu, ia mendesak 
Mahkamah Agung bersama 
Menteri Keuangan dan Bappenas 
bisa meninjau ulang kebutuhan 
riil yang dihadapi oleh para hakim. 
Badan peradilan memang harus 
teralokasikan anggaran yang 
cukup untuk menghasilkan produk 
putusan yang juga berkeadilan dan 
berkualitas.

“Upaya untuk menghadirkan 
badan peradilan yang agung 
itu harus diikuti oleh alokasi 
anggaran yang cukup, bahkan 
lebih dari cukup. Tujuannya, agar 
apa yang diinginkan masyarakat 

dikeluhkan oleh para hakim terutama 
penghasilan yang sesuai dan juga 
kesehatan yang mereka harapkan itu 
akan bisa terwujud,” terang Nasir.

Politisi Dapil Aceh II itu kemudian 
mengemukakan bahwa regulasi yang 
mengatur jabatan hakim sampai 
saat ini belum disentuh pemerintah. 
Ada konsekuensi yang dihadapi 
negara bila kelak RUU Jabatan Hakim 
rampung dibahas. Negara harus 
lebih banyak lagi mengalokasikan 
anggaran untuk para hakim. 

“Memang rancangan undang-
undang jabatan hakim sampai hari 
ini sama sekali belum disentuh 
oleh pemerintah. Alasan menteri 
keuangan tidak ingin undang-undang 
itu dibahas karena ketika jabatan 
hakim itu dibahas dan diselesaikan, 
maka konsekuensinya negara harus 
mengeluarkan banyak uang untuk 
memfasilitasi dan memberikan sarana 
dan prasana kepada para hakim di 
seluruh Indonesia,” tutupnya. 

tn, aar/mh
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Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil saat bertukar cenderamata usai melakukan Kunjungan Kerja Reses Komisi III di Pontianak.
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dari badan peradilan ini bisa 
memberikan keputusan yang adil 
bisa diwujudkan,” pungkas politisi 
Fraksi PKS DPR tersebut kepada 
Parlementaria, seusai melakukan 
Kunjungan Kerja Reses Komisi III di 
Pontianak ,Kalbar, Jumat (14/7/2023) 
lampau.

Nasir menjelaskan, dalam 
Rancangan Undang-Undang 
Kehakiman selalu ada yang 
dikeluhkan oleh para hakim, yaitu 
soal jabatan hakim yang masih dikaji 
pemerintah. Menurutnya, dari sisi 
pejabat negara, jabatan hakim diatur 
oleh UU Aparatur Sipil Negara, UU 
Kehakiman, dan UU terkait lainnya.

Tetapi secara spesifik, jabatan 
hakim idealnya diatur oleh satu 
undang-undang. Karena itu, 
tegasnya, UU yang belum selesai 
dibahas hingga hari ini adalah soal 
jabatan hakim. “Kalau undang-
undang jabatan hakim itu bisa 
kita selesaikan dan pemerintah 
punya itikad baik, maka apa yang 
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Meninjau Konservasi
Mamalia Laut

Konservasi mamalia laut jadi objek kunjungan 
kerja Komisi IV DPR RI kali ini. Kunjungan dilakukan 

ke Bali Exotic Marine Park yang mengonservasi 
lumba-lumba, satwa yang dilindungi. Daya dukung 

konservasi dipantau, baik fasilitas maupun SDM di 
dalamnya.

Ketua Komisi IV DPR RI Sudin saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IV ke Provinsi Bali.
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“K
ami ingin 
melihat proses 
pengelolaan 
lembaga 
konservasi ini. 

Kami ingin tahu bagaimana daya 
dukung fasilitas, kegiatan sehari-hari 
serta fasilitas pendukung lain seperti 
fasilitas kesehatan, laboratorium, dan 
sumber daya manusia pengelola 
lembaga konservasi,” kata Ketua 
Komisi IV DPR RI Sudin saat 
memimpin Kunjungan Kerja Reses 
Komisi IV ke Provinsi Bali, Selasa 
(18/7/2023) silam.

 Sebagai salah satu satwa yang 

dilindungi, lanjut Sudin, lumba-lumba 
dianggap sebagai hewan tercerdas 
yang mampu memecahkan masalah 
dan melakukan interaksi sosial. 
Dengan kelebihan-kelebihan tersebut 
lumba-lumba banyak ditangkap 
di alam untuk tujuan pertunjukan 
yang berakibat pada berkurangnya 
populasi lumba-lumba di alam.

“Oleh karena itu, Komisi IV 
mendesak Kementrian LHK tegas 
untuk melarang dan mempidana 
pengusaha-pengusaha yang tetap 
melangsungkan kegiatan pertunjukan 
keliling. Selain melanggar aturan, 
pentas keliling lumba-lumba sangat 

tidak baik untuk kesehatan lumba-
lumba,” tegasnya 

Komisi IV juga mendorong 
Kementrian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan, khususnya Dirjen KSDAE 
memperhatian kesejahteraan hewan-
hewan yang dilindungi yang berada 
di lembaga konservasi (LK) serta 
mengawasi dengan ketat proses 
translokasi hewan-hewan yang 
dilindungi dari lembaga konservasi 
satu ke lembaga konservasi yang lain.

Diketahui, saat ini, Komisi IV 
sedang melakukan Revisi Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang 
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati 
dan Ekosistemnya. Dalam revisi 
undang-undang tersebut, DPR RI tetap 
mempertahankan tiga pilar koservasi, 
yaitu perlindungan, pengawetan, 
dan pemanfaatan. Pengawetan yang 
dimaksud adalah pengawetan jenis 
tumbuhan dan satwa di luar kawasan 
suaka alam. 

Pengawetan ini dilakukan dengan 
menjaga dan mengembangbiakkan 
jenis tumbuhan dan satwa untuk 
menghindari bahaya kepunahan. 
“Kami mengharapkan agar kegiatan 
konservasi di Indonesia semakin kuat 
dan bersinergi dengan kementrian 
dan lembaga yang lain pasca revisi UU 
No.5/1990. Jangan adalagi satwa yang 
dieksploitasi berlebihan dan tidak 
dirawat,” harap Anggota Fraksi PDI 
Perjuangan itu.

Sementara itu Wakil Ketua 
Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi 
mengunjungi Badan Standardisasi 
Instrumen Pertanian (BSIP) di Cianjur, 
Jawa Barat. Ia mendorong BSIP 
Kementan menindak tegas oknum 
yang mengoplos beras pandan wangi 
dengan beras jenis lain. Pasalnya, 
beras tersebut dijual dengan label 
Pandan Wangi, namun dicampur 
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Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi saat memimpin Kunker Reses Komisi IV DPR RI ke Kampung Budidaya Pandan 
Wangi, Kabupaten Cianjur.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Anggia Erma Rini saat memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI ke Kabupaten Demak. 
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dengan jenis lain yang berkualitas 
beda. 

Akibatnya, kepercayaan konsumen 
terhadap beras yang menjadi ikon 
Kabupaten Cianjur tersebut terancam. 
Pada gilirannya, harga beras Pandan 
Wangi pun terjun bebas dan membuat 
minat petani menanam varietas 
Pandan Wangi menurun.

“Kita ini suka ditipu mudah banget 
bikin karung beras dengan tulisan asli 
Cianjur Pandan Wangi. Kalau belanja 
beras begitu lihat merknya asli Cianjur 
langsung dibeli. Padahal, bukan. 
Ini sering terjadi, maka perlu BSIP 
menindak tegas yang memalsukan 
barang dagangan industri yang 
dikelola oleh para petani tradisional,” 
ungkap Dedi di kampung budidaya 
Pandan Wangi, Cianjur, Jawa Barat, 
Senin (17/7/2023).

Legislator dapil Jabar VIII itu, lalu 
menyerukan, sekali-kali BSIP juga 
perlu sidak ke swalayan, kemudian 
berasnya diteliti, ini beras Cianjur asli 
atau hanya karung berasnya saja. 
Seringkali beras oplosan dicampur 
aroma pandan dan pakai pemutih. Ini 
banyak beredar di pasaran. 

Sedangkan di Demak, Jawa 
Tengah, delegasi Komisi IV DPR RI 
terjun langsung ke kebun kacang 
kedelai dan kacang hijau. Yang 
menakjubkan, para petani di Demak 

telah mengaplikasikan semacam 
pupuk organik bernama Biosaka 
untuk tanaman perkebunannya. 
Biosaka sangat mudah dan murah 
diproduksi. Biosaka dibuat dari 
bahan-bahan organik, seperti daun 
dan rerumputan yang dicampur 
air, kemudian diperas. Cairan hasil 
perasan inilah yang bisa diaplikasikan 
untuk tanaman perkebunan. 

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI 
Anggia Erma Rini mengungkapkan 
hal ini saat memimpin delegasi Komisi 
IV melihat langsung tanaman kedelai 
yang tumbuh subur. Kebetulan, 

kali pertama Demak secara massal 
menanam varitas kedelai. “Bagi 
Kabupaten Demak, ini baru pertama 
kali menanam kedelai. Biasanya 
mereka menanam kacang hijau. 
Menurut saya bagus. Kalau dilihat 
dari umur yang satu setengah bulan, 
polongnya sudah banyak dan besar-
besar. Estimasi proyeksinya bagus,” 
ujar Anggia, Senin (17/7/2023) silam.

Dijelaskan Anggia, Biosaka 
sendiri sebetulnya bukan pupuk 
atau pestisida, tapi elisitor yang 
mengurangi penggunaan pupuk 
kimia dan pestisida hingga 50 sampai 
90 persen. Biosaka juga terbukti 
meminimalisir serangan hama 
dan menjadikan lahan lebih subur. 
Tanaman kedelai di Demak juga tak 
terpengaruh dengan iklim cuaca.

Anggia melihat, pertumbuhan akar 
tanaman kedelai yang menggunakan 
Biosaka, ternyata serabut akarnya 
lebih banyak daripada yang tidak 
mengaplikasikan Biosaka. Sehingga, 
serabut akar itu mengalirkan nutrisi 
lebih banyak ke batang tanaman “Tadi 
kita lihat yang menggunakan pupuk 
organik dan non organik. Ternyata 
pakai Biosaka itu bagus. Iklim cuaca 
tidak terlalu berefek. Ini belum saatnya 
panen, tapi melihat hasilnya sangat 
bagus,” ungkap Anggota F-PKB DPR RI 
ini.  ria, tra, mh/mh
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Pada kunjungan kerja kali ini, Komisi V DPR RI 
meninjau pembangunan infrastruktur berupa dam 
dan jalan, Pembangunan dam diharapkan mampu 

mereduksi bahaya banjir di Kabupaten Sigi, Sulawesi 
Tengah. Sementara pembangunan jalan di Riau 

diupayakan mampu meningkatkan pertumbuhan 
ekonomi daerah.

Meninjau Kembali
Infrastruktur Dam dan Jalan 

W
akil Ketua 
Komisi V DPR 
RI Andi Iwan 
Darmawan Aras 
yang memimpin 

kunjungan ke Sulteng, berharap, 
pembangunan Sabo Dam dapat 
mereduksi persoalan bencana banjir 
yang ada di Desa Bangga, Kabupaten 
Sigi, Sulteng. Hal itu mengingat 

mengendalikan lahar atau debris 
terutama yang disebabkan oleh hujan 
lebat.

“Memang betul dam ini kita 
harapkan bisa membantu mereduksi 
persoalan-persoalan banjir yang ada, 
khususnya di Kabupaten Sigi. Kita 
tahu dari penyampaian Kementerian 
PUPR 7 meter kubik sedimen yang 
ada di atas ini harus mampu kita 
atur lintasannya, agar tidak langsung 
turun ke daerah perkotaan sampai 
ke Palu. Kita membangun beberapa 
Sabo Dam-Sabo Dam tujuannya 
untuk mengontrol sedimen tersebut,” 
tuturnya kepada Parlementaria di 
Palu, Sulawesi Tengah, Jumat, 
(14/07/2023) lampau. 

Andi menuturkan, secara teknis, 
kondisi Sabo Dam yang ada saat ini 
diperkirakan mampu menampung 

Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras saat meninjau pembangunan Sabo Dam di Palu.
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terdapat 7 meter kubik sedimen 
yang ada di atas bukit yang harus 
mampu diatur lintasannya.

 “Dikutip dari laman esdm.go.id, 
Bangunan Sabo Dam merupakan 
struktur yang berfungsi sebagai 
bangunan penangkap sedimen 
debris atau lahar yang biasa 
ditempatkan pada sungai di gunung 
api. Bangunan ini bermanfaat 

K U N K E R
K O M I S I  V
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kurang lebih 3 juta kubik sedimen. 
Oleh karena itu, dirinya berharap 
dengan adanya Sabo Dam tersebut 
proses sedimentasi dapat dikontrol 
dengan lebih baik lagi. 

Andi memaparkan, beberapa 
program pembangunan 
memang seharusnya ditentukan 
penganggarannya secara multi years 
contract. Terlebih program tersebut 
berkaitan dengan penanganan 
bencana yang menurutnya menjadi 
prioritas untuk segera dilaksanakan. 
Sehingga, penanganannya akan lebih 
cepat jika dilakukan kontrak multi 
years. Hal ini semata demi menyikapi 
kebutuhan dan kepentingan 
masyarakat. 

Sementara Wakil Ketua Komisi V 
DPR RI Muhammad Iqbal memimpin 
Kunjungan Kerja Reses Komisi V 
DPR RI ke Provinsi Riau. Dalam 
kunjungan ini tim meninjau langsung 
infrastruktur jalan, perhubungan, 
bendungan, dan infrastruktur 
lainya. Dalam rangkaian kunjungan 
kerja ini, Iqbal menekankan bahwa 

ketersediaan infrastruktur di daerah 
akan memacu pertumbuhan 
ekonomi.

“Oleh karena itu, ketersediaan 
infrastruktur yang baik merupakan 
mesin utama pendorong investasi, 
pemacu pertumbuhan ekonomi, dan 
distribusi logistik, serta pemerataan 
hasil pembangunan demi 
kesejahteraan masyarakat,” papar 
Iqbal di Kantor Gubernur Provinsi 
Riau, Pekanbaru, Jumat (14/7/2023) 
lampau.

Dalam acara ini turut hadir 
Gubernur Provinsi Riau Syamsuar 
dan jajarannya, beserta para kepala 
daerah kabupaten dan kota. Agenda 
ini juga menghadirkan para mitra 
Komisi V. Provinsi Riau memiliki 
sumber daya alam, terutama minyak 
bumi, gas alam, dan perkebunan 
yang berkontribusi besar terhadap 
penerimaan negara dan daerah. 
Namun, disayangkan pembangunan 
infrastruktur di Riau tidak sebaik 
dengan sumbangan SDA kepada 
pemerintah pusat.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Muhammad Iqbal saat memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI ke Provinsi Riau.
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Iqbal mengungkapkan, Komisi V 
DPR RI meminta kepada Kementerian 
PUPR, Kementerian Perhubungan, 
Kementerian Desa, PDT dan 
Transmigrasi, BMKG, dan Basarnas 
agar bergerak cepat dan berinovasi, 
baik dalam bentuk kebijakan maupun 
dalam bentuk program-program 
kerja, demi mendukung konektivitas, 
ketahanan pangan, keselamatan 
transportasi, dan pemberdayaan 
masyarakat perdesaan.

Kunjungan Kerja Reses Komisi V 
DPR RI di Provinsi Riau ini dilakukan 
dalam mengawasi pelaksanaan 
pembangunan yang telah dan 
akan dilakukan oleh Kementerian 
PUPR, Kementerian Perhubungan, 
Kementerian Desa, PDT dan 
Transmigrasi, BMKG, dan Basarnas.

“Selain itu, kami juga akan 
menyerap aspirasi dari Pemerintah 
Provinsi Riau terkait pembangunan 
infrastruktur dan perhubungan yang 
pembayarannya melalui APBN,” 
ungkap politisi dari Fraksi PPP ini. 

 ndy, ssb/mh
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Badan Usaha Milik 
Negara (BUMN) selalu 

mendapat sorotan 
penilaian Komisi VI DPR 

RI. Pada kunjungan kerja 
ke Bandung, Jawa Barat, 

lima BUMN mendapat 
apresiasi atas kinerjanya.  

Mengapresiasi Kinerja
Lima BUMN 

W
akil Ketua 
Komisi VI DPR 
RI Mohamad 
Hekal 
mengapresiasi 

upaya transformasi yang berdampak 
positif terhadap kinerja 5 BUMN 
di Indonesia. Walaupun begitu, ia 
mengingatkan agar masing-masing 
BUMN tidak cepat berpuas diri, 
mengingat tantangan di tingkat lokal 
dan global kerap kali terjadi.

Demi mengantisipasi 
kekhawatiran tersebut, ia sepakat 
bahwa Rancangan Undang-
Undang Badan Usaha Milik 
Negara (RUU BUMN) perlu segera 
diselesaikan. Menurutnya, RUU 
BUMN memberikan kepastian saat 
terjadi perubahan manajemen dan 
iklim bisnis. “Kenapa kita dorong 
Undang-Undang BUMN? (Karena) 
memberikan kepastian penugasan-
penugasan. Kalau tidak (kompeten), 
lalu diberi subsidi, itu tidak fair,” jelas 
Hekal di Bandung, Jawa Barat, Senin 
(17/7/2023) lalu.

Lima BUMN yang memperoleh 
apresiasi Komisi VI DPR adalah PT 
Pertamina, PT PLN, PT Pos Indonesia, 
PT LEN Industri, dan PT Taspen. 
Apresiasi disampaikan lantaran 
Komisi VI DPR menilai transformasi 

yang dilakukan berdampak pada 
keuntungan yang didapat BUMN 
untuk negara. Indikatornya, sebut 
Hekal, peningkatan pendapatan 
negara secara berkala yang disertai 
dengan implementasi keputusan 
efisiensi bisnis saat BUMN 
menghadapi pandemi Covid-19 dan 
dampak perang Rusia-Ukraina. 

“Kita tentu ingin mereka 
meningkatkan terus dan rasanya 
sudah on the right track. Ini adalah 
kerja besar untuk mendorong 
stabilitas atau pertumbuhan ekonomi. 
Kita akan kawal seperti ini terus 
berlanjut,” pungkas politisi Fraksi 
Partai Gerindra itu.

Sebagai informasi, DPR telah 
merestui RUU Perubahan atas 
UU No.19/2003 tentang BUMN 
masuk ke dalam Program Legislasi 
Nasional Prioritas 2023. Tujuan 
perubahan RUU ini adalah perbaikan 

administrasi, penegasan tujuan 
konkret dari korporasi, penugasan, 
hingga pelayanan publik, sehingga 

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal saat memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi VI ke sejumlah BUMN di Kota
Bandung.
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Kita tentu ingin mereka 
meningkatkan terus 
dan rasanya sudah 
on the right track. Ini 
adalah kerja besar 
untuk mendorong 
stabilitas atau 
pertumbuhan ekonomi. 
Kita akan kawal seperti 
ini terus berlanjut

Mohammad Hekal
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI
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diharapkan BUMN bisa bekerja 
dengan sehat. 

Sementara di Batam, Kepulauan 
Riau, Komisi VI DPR menyorot 
soal pengembangan Pelabuhan 
Batu Ampar. Anggota Komisi VI 
DPR RI Harris Turino mengatakan, 
pengembangan pelabuhan sebagai 
terminal peti kemas ini kelak akan 
memiliki kapasitas sebesar 10 ribu 
TEUs (Twenty-Foot Equivalent Units). 
Namun, ia mempertanyakan aspek 
kedalaman pelabuhan yang perlu 
diperiksa ulang dalam membangun 
proyek tersebut.

“Tadi sudah dipaparkan oleh 
Kepala BP Batam tentang rencana 
pengembangan Batam ke depannya. 
Ada beberapa hal yang saya soroti, 
yaitu pertama, pengembangan 
Pelabuhan Batu Ampar sebagai 
terminal peti kemas yang rencananya 
berkapasitas 10 ribu TEUs,” ujar Harris 
di Kota Batam, Kepulauan Riau, Jumat 
(15/07/2023) lampau.

Menurutnya, dalam rencana 
pembangunan pelabuhan kota ini, 
penting untuk memastikan agar 
kapasitas minimal 10 ribu TEUs dapat 
tercapai. Sehingga, hal itu menuntut 
adanya kedalaman pelabuhan yang 
mencapai 16-18 meter. Meskipun 
demikian, menurutnya, studi terbaru 

Sementara Wakil Ketua Komisi 
VI DPR RI Sarmuji yang memimpin 
kunjungan kerja ke Surabaya, Jawa 
Timur, menyorot peran penting 
UMKM. Pengembangan UMKM 
diarahkan masuk ke ekosistem digital, 
sehingga para pelaku UMKM dapat 
mengembangkan pasarnya secara 
lebih luas hingga go global. Saat ini, 
jumlah pelaku UMKM di Indonesia 
tahun 2021 mencapai 64,2 juta 
dengan kontribusi bersih terhadap 
produk domestik bruto mencapai 
61,07 persen.

Dengan jumlah yang cukup 
besar dan daya serap tenaga kerja 
yang sangat besar itu, sektor UMKM 
menjadi salah satu penopang utama 
perekonomian nasional. Selain 
itu, UMKM juga terbukti mampu 
melewati krisis moneter yang terjadi 
pada tahu 1998 silam dan pada masa 
pandemi Covid-19.

“UMKM ini menjadi concern 
kita. Karena UMKM-lah sebenarnya 
penyelamat perekonomian kita saat 
krisis dan merupakan penopang 
utama perekonomian kita. 90 persen 
tenaga kerja kita itu sebenarnya di 
sektor UMKM. Majunya UMKM adalah 
majunya perekonomian indonesia,” 
ungkap politisi Fraksi Partai Golkar ini.  

ts, gys, ann/mh

Anggota Komisi VI DPR RI Harris Turino saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI, di Kota Batam.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Sarmuji saat melihat produk UMKM dalam rangka Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI ke Rumah 
BUMN Surabaya, Jawa Timur.
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menunjukkan bahwa kedalaman 
maksimal yang dapat dicapai oleh 
pelabuhan tersebut hanya 12 meter. 
Karena itu, ia meminta perlu ada 
pengecekan ulang untuk mencapai 
target yang diinginkan.

“Ya ini harus dipastikan bahwa 
minimum 10 ribu tercapai untuk ini. 
Maka, kedalaman 16-18 meter harus 
mencapai, sehingga ada beberapa 
studi yang mengatakan bahwa 
maksimal kedalaman 12 meter,” 
ungkapnya.

K U N K E R
K O M I S I  V I
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Pembangunan 
infrastruktur 

yang cukup masif 
dilakukan pemerintah 
menempatkan semen 

sebagai komoditas 
unggulan. Karena itu, 

permintaan semen untuk 
mendukung kebangkitan 

pembangunan 
infrastruktur, fasilitas 
publik, dan IKN pasca 

pandemi Covid-19 
dipastikan terus 

meningkat.

Kebutuhan Semen Meningkat
Pasca Pandemi

P
roduksi semen tentu 
terus meningkat seiring 
permintaan yang juga 
meningkat. Namun, 
peningkatan produksi 

semen berpotensi memicu timbulnya 
polutan akibat peningkatan klinker. 
Klinker tersebut merupakan padatan 
yang hadir sebagai produk intermediet 
dalam produksi semen portland. 
Dampaknya, semaki banyaknya klinker 
tersebut akan terjadi peningkatan 
emisi CO2 (karbon dioksida). 

”Selain meningkatkan emisi karbon 
dioksida, peningkatan produksi semen 
juga akan meningkatkan penggunaan 
batubara sebagai bahan bakar yang 
kurang ramah lingkungan. Untuk 
mendukung tercapainya program 
pemerintah Net Zero Emission 2060, 
Komisi VII DPR RI bersama pemerintah 
bekerja keras menyelesaikan 
Rancangan Undang-Undang tentang 
Energi Baru dan Energi Terbarukan 
(EBET),” ujar Ketua Komisi VII DPR RI 

Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Komisi VII ke PT Semen Indonesia di Gresik.
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Sugeng Suparwoto saat memimpin 
kunjungan kerja ke PT Semen 
Indonesia, Gresik, Jawa Timur, Jumat 
(14/7/2023) lalu.

Ia berharap, transisi EBET 
akan mendapatkan solusi yang 
optimal dengan terbitnya UU EBET. 
Permintaan semen diharapkan terus 
menunjukkan grafik meningkat. PT 
Semen Indonesia juga bisa terus 
survive dengan kapasitas produksi dan 
jumlah ketersediaannya yang optimal. 
Seperti diketahui, PT Semen Indonesia 
merupakan produsen semen terbesar 
di Indonesia dengan kapasitas 
produksi semen mencapai 56,5 juta 
ton/tahun. 

Pangsa pasar domestiknya 
menduduki posisi terbesar, yakni lebih 
dari 50 persen. Saat ini Pemerintah 
RI memegang saham sebanyak 51 
persen dan saham publik 17 persen. 
Sedangkan saham asing 32 persen.

Sementara di Sumatera Utara, 
Wakil Ketua Komisi VII DPR Donny 

K U N K E R
K O M I S I  V I I

Maryadi Oekon berkunjung ke PLTA 
(Pembangkit Listrik Tenaga Air) 
Sumatera Utara. Di Sumut ada PLTA 
Sigura-gura, PLTA Tangga, dan PLTA 
Asahan. Keberadaan banyak PLTA 
itu diharapkan mampu mendukung 
pemenuhan kebutuhan listrik rumah 
tangga maupun kebutuhan industri. 

“Kita melihat sendiri bahwa 
dengan kekayaan alam yang ada di 
Indonesia ini, kita bisa menjalankan 
green energy untuk mencukupi 
kebutuhan listrik kita. Salah satunya 
dengan mengembangkan PLTA. 
Seperti PLTA tempat kami berada 
saat ini, yakni PLTA Sigura-gura,” ujar 
Donny Oekon, Jumat (14/7/2023) lalu.

Dijelaskan politisi dari Fraksi PDI 
Perjuangan inl, PLTA tersebut selain 
dapat mencukupi kebutuhan listrik 
masyarakat, juga bisa memenuhi 
kebutuhan listrik industri. Salah 
satunya untuk PT Indonesia Asahan 
Aluminium (Inalum), BUMN yang 
memproduksi aluminium. Pabrik 
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Ketua Komisi VII DPR RI, Donny Oekon saat memimpin kunjungan kerja Reses Komisi VII DPR ke Sumatera Utara.

Anggota Komisi VII DPR RI Willy Midel Yoseph saat mengikuti pertemuan Kunjungan Kerja Reses ke Palangkaraya.

Inalum berada di Kuala Tanjung, 
Sumut ini, menghasilkan produk 
mulai dari aluminium ingot, billet, 
sampai alloy. 

Untuk menghasilkan produk 
tersebut, sejak 1982, Inalum 
mengutamakan sumber energi 
bersih dengan mengandalkan energi 
terbarukan dari dua PLTA, yakni PLTA 
Sigura-gura dan PLTA Tangga yang 
terletak di Paritohan. PLTA tersebutlah 
yang memasok listrik ke pabrik 
peleburan aluminium itu.

“Dengan penggunaan PLTA yang 

notabene merupakan energi bersih, 
ini sejalan dengan target net zero 
emission tahun 2060 yang dicita-
citakan pemerintah. Sementara 
itu bagi Inalum sendiri, PLTA bisa 
menambah pemenuhan kebutuhan 
listrik dalam proses produksinya. Oleh 
karenanya itu, tentu kami akan terus 
mendukung pengembangan PLTA 
Asahan dan PLTA lainnya,” pungkas 
Donny.

Sementara di Palangkaraya, 
Kalimantan Tengah, Komisi VII DPR 
mendorong pemerintah membuat 
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regulasi hilirisasi produk kelapa sawit. 
Anggota Komisi VII DPR Willy Midel 
Yoseph menyayangkan potensi besar 
sumber daya alam perkebunan sawit 
di Kalteng ini tidak termanfaatkan 
dengan baik, karena minimnya hilirisasi 
sawit. Hal ini dibuktikan dengan hanya 
adanya tiga perusahaan sawit yang 
aktif.

“Nah. kita sangat berharap ada 
dorongan dari pemerintah pusat 
untuk membuat regulasi dan dibantu 
pemerintah provinsi untuk menjadikan 
produk-produk sawit yang cukup 
banyak kebunnya di Kalteng ini. 
Mereka akan bisa menyiapkan pabrik 
dan industri agar produk-produk 
hilirisasi ini menjadi bahan jadi yang 
punya nilai tambah,” jelas Willy saat 
ditemui Parlementaria usai melakukan 
kunjungan kerja di Palangkaraya, 
Kalteng, Jumat (14/7/2023) lalu.

Dijelaskan politisi Fraksi PDI 
Perjuangan ini, melalui hilirisasi 
kelapa sawit, pemerintah Indonesia 
berkomitmen melakukan peningkatan 
nilai tambah Crude Palm Oil (CPO). 
Sekaligus menurunkan emisi gas 
rumah kaca dan meningkatkan bauran 
energi baru terbarukan di Indonesia.

dep, ayu, upi/mh
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Pada musim haji tahun 
ini, Komisi VIII DPR 
RI aktif mengawasi 

penyelenggaraan haji. 
Mulai dari asrama 
haji sampai tiba di 

Tanah Suci menjadi 
bagian pengawasan. 

Penyelenggaraan ibadah 
haji tahun ini harus 

berjalan tertib dengan 
biaya terjangkau. 

Meninjau
Asrama Haji di Daerah

D
i Manado, Sulawesi 
Utara, Ketua Komisi VIII 
DPR RI Ashabul Kahfi 
meminta Kementerian 
Agama, Pemerintah 

Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), dan 
Pemerintah Kota Manado saling 

bersinergi dalam memberikan 
bantuan kepada asrama haji di 
Manado. Sebab, fasilitas di asrama 
haji Manado ini ternyata banyak yang 
tidak layak pakai.

”Ada beberapa gedung 
saya lihat yang memang tidak 
layak pakai,” ujar Ashabul saat 
diwawancarai Parlementaria usai 
memimpin rapat Kunjungan Kerja 
Reses Komisi VIII DPR RI ke kota 
Manado, Sulut, Sabtu (15/07/2023) 
silam. Lebih lanjut, Ashabul juga 
meminta Kemenag menambah 
fasilitas asrama haji. Selama ini 
kapasitas asrama hanya untuk 100 
orang. Padahal, jumlah jemaah haji 
asal Manado mencapai 800 orang.

Politisi Partai Amanat Nasional 
(PAN) menjelaskan, aspek fungsional 
asrama haji sebagai tempat istirahat 
jemaah haji. Legislator dapil Sulawesi 
Selatan ini menyerukan kepada 
Kemenag di Kota Manado untuk 
berupaya mengomunikasikan dengan 

Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi saat foto bersama usai memimpin rapat Kunjungan Kerja Reses ke kota Manado.
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Pemda untuk mendapat bantuan-
bantuan yang diinginkan.  “Biaya 
operasional jemaah haji cukup 
tinggi di Manado. Mereka harus 
berkorban di luar Biaya Perjalanan 
Ibadah Haji (Bipih). Mereka itu harus 
mengeluarkan biaya paling tinggi 
tujuh juta,” katanya.

Biaya Rp7 juta itu merupakan 
transportasi dari masing-masing 
pulau ke Manado. Kemudian 
dari Manado ke embarkasi haji 
(di Balikpapan) dan biaya pulang 
pergi. “Oleh karena itu, kami minta 
agar Pemda sebisa mungkin bisa 
membuatkan Peraturan Daerah 
(Perda) untuk disubsidi kepada para 
calon jemaah haji untuk meringankan 
beban mereka. Mungkin meminta 
semuanya, tetapi paling tidak bisa 
ditambahkan separuhnya,” tutupnya. 

Di Palembang, Sumatera Selatan, 
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace 
Hasan Syadzily meminta pemerintah 
segera mengevaluasi proses 
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dengan usaha,” ujar Diah Pitaloka saat 
memimpin Kunker. Bantuan yang 
diberikan terdiri dari bantuan Asistensi 
Rehabilitias Sosial (ATENSI) berupa 
alat bantu aksesibilitas (kursi roda dan 
tongkat jalan) serta santunan korban 
bencana kebakaran.

Kehadiran Komisi VIII DPR 
disambut Kepala Sentra Bahagia 
Medan Iman Imaduddin. Iman 
mengatakan, ada dua UPT Kemensos 
di Medan dan keduanya menerapkan 
sistem multi layanan, sehingga 
bantuan tidak terfokus pada satu 
klaster rehabilitasi saja. “Di Provinsi 
Sumut terdapat 2 UPT Kemensos RI, 
yaitu sentra insyaf di Deli Serdang 
dan Sentra Bahagia di Kota Medan. 
Sesuai kebijakan pimpinan, semua 
sentra sudah multilayanan dan harus 
memberikan pelayanan sampai 
tuntas kepada semua kelompok 
rentan,” ujar Iman.

Pada kesempatan yang sama 
diserahkan pula bantuan PKH 
Tahap II Tahun 2023 untuk Provinsi 
Sumut melalui Himbara senilai total 
Rp384.296.711.000. Selain penyaluran 
bantuan sosial di aula Sentra Bahagia 
Medan, Iman juga memberikan 
kesempatan penerima manfaat 
penyandang disabilitas netra asal 
Simalungun menampilkan bakatnya 
dalam bernyanyi dan bermain musik. 

aas, dip, eno/mhWakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Diah Pitaloka saat menyerahkan bantuan untuk Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial di 
Sentra Bahagia Medan.
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penyelenggaraan ibadah haji 2023. 
Evaluasi haji jadi keniscayaan untuk 
terus dilakukan, karena tahun ini 
terjadi peningkatan jumlah jemaah 
haji yang meninggal.

“Data yang kami terima per hari, 
yang telah dinyatakan meninggal 
sebanyak 614 jemaah. Jumlah yang 
cukup tinggi dibandingkan dengan 
tahun-tahun sebelumnya. Seperti 
contoh di tahun 2019 saja, jumlah 
yang meninggal tidak mencapai 400 
jemaah,” ungkapnya saat ditemui 
Parlementaria, usai Komisi VIII 
DPR RI berkunjung ke Asrama Haji 
Embarkasi, Palembang, Sumatera 
Selatan, Jumat (14/07/2023) silam.

Ada insiden keterlambatan 
pengangkutan jemaah haji Indonesia 
dari Muzdalifah, yang seharusnya 
berangkat maksimal pukul 8 pagi, 
justru terlambat hingga pukul 1 siang. 
Apalagi, siang itu cuaca mencapai 
45 derajat celcius. Ace menjelaskan 
bahwa temuan ini menyisakan 
berbagai catatan penting dari 
penyelenggara ibadah haji tahun ini. 
Tentu ini menjadi perhatian khusus 
bagi Komisi VIII DPR RI untuk segera 
melakukan evaluasi. “Tugas kami di 
DPR sebagaimana dalam Undang-
Undang Nomor 8 tahun 2019 ialah 
memastikan agar pelayanan jamaah 
haji Indonesia bisa terus ditingkatkan,” 
tutupnya.

Sementara di Medan, Sumatera 

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily saat memimpin Kunjungan Kerja di Asrama Haji Embarkasi, Palembang.
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Utara, Komisi VIII DPR RI  menyorot 
soal isu sosial, terutama program 
bantuan yang dialokasikan untuk 
penerima manfaat. Ini perlu dipastikan 
memenuhi kebutuhan dan menjawab 
permasalahan keluarga penerima 
manfaat (KPM). Melalui Kementerian 
Sosial (Kemensos), Komisi VIII DPR RI 
menyerahkan bantuan untuk Pemerlu 
Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) 
senilai total Rp597.347.590 di Sentra 
Bahagia Medan, Jumat (14/7/2023) 
silam.

“Negara melalui Kemensos RI 
telah memberikan bantuan. Tinggal 
bapak dan ibu harus terus menguatkan 
tekad dan semangat. Insyaallah 
pasti bisa meringankan beban hidup 
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Kawasan Indonesia 
timur membutuhkan 

perhatian menyangkut 
fasilitas kesehatan. 

Faskes ini penting untuk 
menunjang kampanye 

pemberantasan 
stunting, menekan 

angka kematian ibu 
dan bayi di Tanah Air. 

Masyarakat masih 
kesulitan mengakses 

layanan kesehatan dasar.

Memperhatikan Fasiltas Kesehatan 
di Indonesia Timur

P
rovinsi Maluku, misalnya, 
sangat membutuhkan 
perhatian khusus 
dalam penanganan 
persoalan kesehatan. 

Masih banyak pekerjaan rumah yang 
harus diselesaikan Provinsi Maluku 
dalam penanganan kesehatan. Wakil 
Ketua Komisi IX DPR RI Nihaytul 
Wafiroh yang memimpin kunjungan 
kerja Komisi IX ke Ambon, Maluku, 
mengungkapkan, Angka kematian 
ibu dan angka kematian bayi masih 
30/1000 kelahiran.

 Politisi Fraksi PKB ini mengatakan, 
dengan kondisi wilayah yang 
berpulau-pulau, Maluku memiliki 
kendala dengan keterjangkauan 
akses kesehatan. Untuk mengatasi 
hal tersebut, Pemerintah Provinsi 
Maluku membuat 12 gugus pulau 
yang dapat menghubungkan antara 
pulau satu dengan lainnya. Sehingga, 
pelayanan kesehatan dapat 
direorganisasi berdasarkan gugus 
pulau.

“Soal gugus pulau ini yang 

menjadi PR ya, karena kalau ada 
persoalan kesehatan dari pulau 
satu ke pulau lain sangat sulit sekali. 
Ini menjadi PR kita bersama dan 
disampaikan dengan adanya gugus 
pulau. Orang yang melahirkan 
biasanya membutuhkan waktu 
48 jam menjadi 8 jam,” urai Ninik, 
sapaan akrab Nihayatul Wafiroh, 
Jumat (15/7/2023) lampau.

Lebih lanjut, persoalan 
pemerataan akses kesehatan juga 
mengalami kendala pada distribusi 
tenaga kesehatan yang masih belum 
maksimal. Sehingga pemerintah, 
baik pemerintah pusat, pemerintah 
daerah hingga Kementerian 
Kesehatan diminta menyediakan 
lebih banyak lagi beasiswa untuk 
putra daerah agar bisa mengabdi di 
daerahnya.

Sementara di Papaua Barat, 
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI 
Emanuel Melkiades Laka Lena, 
meminta pemerintah segera 
mengambil kebijakan mengatasi 
kekurangan tenaga medis yang 

terjadi di Papua Barat Daya. Tenaga 
medis yang mendesak dapat segera 
dipenuhi, terutama tenaga spesialis, 
seperti dokter spesialis yang ahli 
dalam bidang penyakit tuberkulosis 
(TB) yang kasusnya cukup tinggi di 
Papua Barat Daya.

“Komisi IX DPR mendorong 
kebutuhan tenaga medis yang sangat 
mendesak harus segera dipenuhi 
seperti tenaga-tenaga spesialis yang 
benar-benar banyak dibutuhkan di 
wilayah ini. Ini yang kita dorong agar 
dokter paru bisa segera dalam jumlah 
yang cukup untuk hadir di Papua 
Barat Daya,” ungkap Melki di Sorong, 
Papua Barat Daya, Jumat (14/7/2023) 
lampau.

Selain itu, Melki juga mencatat 
bahwa meskipun jenis alat kesehatan 
yang diperlukan sudah ada, 
sayangnya belum dapat digunakan, 
karena kurangnya tenaga medis yang 
terlatih dalam mengoperasikannya. 
“Alat yang sudah ada tapi belum bisa 
digunakan, karena tidak ada tenaga 
medis yang mengoperasikannya,” 

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh saat memimpin Kunjungan Kerja Komisi IX di Ambon Maluku. 
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ungkapnya.
Komisi IX DPR akan membawa 

hasil kunjungan ini dalam rapat 
dengan mitra kerja terutama pada 
saat pembahasan anggaran. “Kita 
akan minta agar Papua Barat Daya 
bisa mendapatkan anggaran yang 
cukup untuk memenuhi tenaga 
kesehatan di wilayah ini,” ujar Melki. 
Dengan kunjungan ini, Komisi IX DPR 
berharap kekurangan tenaga medis 
di Papua Barat Daya dapat segera 
teratasi. 

Sementara di Aceh, Anggota 
Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto 

Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI ke kota Banda Aceh. 
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Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena (tengah) saat memimpin pertemuan di Sorong.
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mendorong Kemenkes memberikan 
alokasi khusus pada Rumah Sakit 
Umum Daerah (RSUD) Dr. Zainoel 
Abidin di kota Banda Aceh.. Alokasi 
khusus tersebut terkait pemberian 
dukungan untuk pengembangan 
rumah sakit agar memenuhi 
kebutuhan pelayanan kesehatan 
bagi masyarakat di Aceh. Sehingga, 
masyarakat Aceh tidak memilih 
untuk berobat ke Malaysia.

Dari penjelasan yang 
disampaikan pihak RSUD dalam 
pertemuan dengan Komisi IX DPR 
RI, terdapat kendala yang harus 

dihadapi hingga kini. sumber daya 
manusia seperti dokter spesialis 
masih kurang. Belum lagi, kapasitas 
ruang instalasi gawat darurat (IGD), 
alat medis CT-Scan, MRI, dan 
beberapa usia alat medis yang sudah 
tua jadi permasalahan di daerah ini.

“Saya kira dokter spesialis 
merupakan keluhan utama di 
rumah sakit Zainoel. Jadi, saya tadi 
menyampaikan (agar) dimungkinkan 
Aceh ditambah pendidikan dokter 
spesialisnya dan dimungkinkan juga 
Rumah Sakit Zainoel Abidin menjadi 
penyelenggara bekerja sama dengan 
perguruan tinggi yang memiliki 
fakultas kedokteran,” ujarnya kepada 
Parlementaria, di Aceh, Minggu 
(16/7/2023) lampau.

Adanya kerja sama tersebut 
diharapkan dapat memenuhi 
kebutuhan dokter spesialis, bahkan 
bukan hanya di RSUD Dr. Zainoel 
Abidin, tetapi juga seluruh rumah 
sakit yang ada di wilayah Provinsi 
Aceh. Kemudian, lantaran RSUD Dr. 
Zainoel Abidin memiliki keunggulan 
pada kardiovaskular, cancer, dan 
ginjal, maka politisi Fraksi PDI 
Perjuangan itu juga mendukung 
penambahan alat  CT-Scan dan MRI 
untuk diagnosis. bia, skr, gal/mh
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Perpustakaan daerah mendapat sorotan kembali dari 
Komisi X DPR RI. Dari ruang perpustakaan masyarakat 

bisa mendapat literasi inovasi dan kreativitas. Selain 
itu sektor ekonomi kreatif (ekraf) juga mendapat 

perhatian, karena selain padat karya juga mampu 
menopang pertumbuhan ekonomi daerah.

Perpustakaan dan Ekraf
Jadi Perhatian

W
akil Komisi X 
DPR RI Hetifah 
Sjaifudian 
mengapresiasi 
pengelolaan 

Perpustakaan Daerah (Pusda) 
Kabupaten Banyuwangi, Jawa 
Timur, yang dinilainya memiliki 
berbagai inovasi dan kreativitas 
dalam pengembangan program 
literasi. Hetifah menilai, berbagai 

Wakil Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian saat memimpin Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI ke Banyuwangi.
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pengembangan program literasi ini 
layak didukung oleh pemerintah 
pusat dan ditiru oleh daerah-daerah 
lain di Indonesia.

 “Kabupaten Banyuwangi sangat 
dikenal dengan berbagai inovasi dan 
kreativitasnya. Salah satunya terkait 
literasi dengan membuat pekan 
literasi. Kami lihat sendiri bagaimana 
(Pusda) dikelola dengan sangat 
baik. Walaupun (bangunannya) kecil 

dibandingkan daerah-daerah lain, 
tetapi sangat luar biasa program-
programnya,” kata Hetifah di 
Banyuwangi, Jawa Timur, Selasa, 
(18/7/2023) silam.

Hetifah berharap, Perpusda 
Banyuwangi bisa menyediakan 
platform khusus berupa buku-buku 
digital tentang daerah maupun 
umum. Buku digital juga sangat 
inspiratif. “Nah, yang lebih menarik 
lagi bagi para guru diberi kesempatan 
menulis dan nanti diterbitkan secara 
gratis oleh perpustakaan daerah ini,” 
jelas politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Lebih lanjut, Hetifah juga 
mengapresiasi kelengkapan koleksi 
buku yang dimiliki Pusda Banyuwangi. 
Meski bangunan Pusda Banyuwangi 
tidak besar, namun koleksi buku yang 

K U N K E R
K O M I S I  X
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dimiliki cukup lengkap. 
“Jadi betul-betul dipilih dan 

banyak buku novel terbaru yang 
menarik dan buku-buku kekinian 
terkait kehidupan, seperti psikologi 
atau filsafat, semua lengkap. Tetapi, 
memang jumlah 10.000 buku 
tidak terlalu banyak, tetapi terpilih. 
Tentu saja kita sangat bangga dan 
mengapresiasi ada perpustakaan 
yang dikelola dengan penuh 
perhatian, cermat, dan kreatif,” 
terangnya.

Di Yogyakarta, Anggota Komisi X 
DPR RI Yoyok Sukawi mengapresiasi 
jumlah wisatawan ke Yogyakarta, 
baik wisatawan lokal maupun 
mancanegara. Hal ini disampaikan 
Yoyok saat ditemui Parlementaria di 
sela-sela Kunjungan Kerja Komisi X 
DPR RI ke Yogyakarta.

“Yogyakarta ini cukup menarik 
wisatawan dari luar negeri setelah 
Bali. Walaupun kita ada banyak 
destinasi wisata super prioritas, 
namun Yogyakarta selalu menjadi 
salah satu destinasi setelah Bali,” ujar 
politisi Dapil Jateng I tersebut, Jumat 
(14/7/2023) silam. Yoyok berharap, 
para wisatawan mendapatkan 
sosialisasi untuk melakukan wisata 
budaya yang menjadi daya tarik 
Yogyakarta.

Legislator Fraksi Demokrat ini juga 
mengingatkan untuk terus menjaga 

Anggota Komisi X DPR RI Yoyok Sukawi saat mengikuti Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI ke Yogyakarta. 

Anggota Komisi X DPR RI Desy Ratnasari saat meninjau salah satu tempat khusus ekonomi kreatif, Henni Adli 
Minangkabau Gallery dan Villa Provinsi Sumatra Barat. 
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dan melestarikan budaya lokal agar 
tidak tergerus budaya asing yang 
mulai masuk ke Indonesia. “Harapan 
saya budaya-budaya lokal ini terus 
dipelihara. Jangan sampai hilang. 
jangan sampai kita kalah dengan 
budaya asing yang sudah masuk di 
Indonesia,” tutupnya. 

Sementara Anggota Komisi X 
DPR RI Desy Ratnasari menyorot 
soal produk ekonomi kreatif (ekraf) 
yang bernilai ekonomis tinggi. Sektor 
ekraf mampu menyejahterakan 
masyarakat, para pengrajin ekraf 
daerah diserukan membuat 
komunitas, agar bisa saling dukung 
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dan memberi informasi.
“Dengan komunitas pengrajin 

diharapkan mampu menjadi 
fasilitator untuk para pembeli 
ataupun konsumen yang paham dan 
menghargai nilai kreativitas karya 
seni itu sendiri, Dan yang terpenting 
sekali kalau bukan kita yang membeli 
masyarakat Indonesia, siapa lagi 
yang mau menghargai hasil karya 
kreativitas anak bangsa serta dapat 
menghidupkan roda perekonomian,” 
sebutnya usai meninjau sentra ekraf, 
Henni Adli Minangkabau Gallery dan 
Villa Provinsi Sumatra Barat, Jumat 
(14/7/2023) silam.

Galeri kerajinan ini yang 
menawarkan koleksi-koleksi berkelas, 
seperti kain songket dengan bordiran 
yang begitu cantik. Sebagai karya 
anak bangsa, ini sangat luar biasa. 
Untuk itu, menurut Desy, jika pergi ke 
daerah-daerah, wajib mengunjungi 
tempat-tempat yang menawarkan 
produk kerjainan karya anak bangsa. 
Dengan begitu, ekraf lokal mampu 
menjadi roda perekonomian daerah.

“Kita harus bangga karya-karya 
mereka. Bisa menghargai karya anak 
bangsa, cinta produk Indonesia, 
dan tentu saja meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat Indonesia, 
itu yang terpenting,” jelas Politisi PAN 
ini. pdt, we, rni/mh
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Komisi XI DPR RI 
menemukan kenyataan 
bahwa tata kelola Bank 

Kreditan Rakyat (BPR) 
termasuk BPR syariah, 
kian buruk. Dari mulai 
sumber daya manusia 

sampai permodalan 
merosot. Inilah salah 

satu penyebab BPR dan 
BPR syariah banyak yang 

dilikuidasi.

Tata Kelola Buruk,
Banyak BPR Dilikuidasi

A
nggota Komisi XI DPR 
RI Mustofa menyoroti 
fenomena ini saat 
mengikuti kunjungan 
kerja reses ke Padang, 

Sumatera Barat, Senin (7/82023) lalu. 
“Rata-rata dari sekian banyak kasus, 
pencabutan izin itu bukan karena 
ada penyimpangan, tetapi karena 
kompetensi.

Dibutuhkan peran Lembaga 
Penjamin Simpanan (LPS) dalam 
memberikan penguatan terhadap 
BPR/BPRS. Berdasarkan data LPS, 
BPR/BPRS di Sumbar menempati 
peringkat kedua nasional setelah 
Provinsi Jawa Barat yang dilikuidasi. 
Sebanyak 19 dari total 83 BPR/
BPRS di Sumbar telah dicabut izin 
usahanya. Sementara Jabar 40 dari 
252 BPR/BPRS yang dilikuidasi.

Karenanya, politisi PDI Perjuangan 
itu, mendesak LPS melakukan 
terobosan-terobosan yang solutif 
guna meningkatkan efektivitas tugas 
dan fungsi LPS di daerah. Evaluasi 
dan penguatan kompetensi SDM 
BPR/BPRS juga jadi keniscayaan 

untuk terus dilakukan. Persoalan 
kompetensi SDM dan tata kelola 
jadi hal makro yang memerlukan 
perbaikan. “Saya yakin ini soal 
keseriusan dalam pengelolaan 
saja, bukan karena penyimpangan,” 
tutupnya. 

Sementara di Sumatera Utara, 
Komisi XI DPR menyoal pertumbuhan 
ekonomi. Otoritas Jasa Keuangan 
(OJK) Bank Indonesia (BI), dan 
Himpunan Bank Pemerintah 
(HIMBARA) diserukan memberikan 
komitmen dukungan dalam upaya 
meningkatkan pertumbuhan ekonomi 
di daerah.

Delegasi Komisi XI DPR 
yang dipimpin Gus Irawan, senin 
(7/8/2023) lalu itu, mendengarkan 
langsung langkah-langkah antisipatif 
dari ketiga lembaga keuangan 
ini soal pertumbuhan ekonomi. 

Ia menyerukan, ketiganya tetap 
bersinergi menyusun kebijakan sektor 
keuangan menjadi lebih akomodatif 
bagi daerah.

Data terbaru dari Badan Pusat 
Statistik (BPS) menunjukkan bahwa 
pertumbuhan ekonomi Sumatera 
Utara pada triwulan pertama 
tahun 2023 tetap positif, mencapai 
4,87 persen. Meski mengalami 
perlambatan dari angka 5,2 persen 
pada triwulan keempat tahun 
2022, pencapaian tersebut tetap 
mengindikasikan pertumbuhan yang 
kuat. 

Pada sisi lain, realisasi pendapatan 
dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah(APBD) pada 
triwulan pertama 2023 mencapai 
19,29 persen, naik dari 18,51 persen 
pada periode yang sama tahun 
sebelumnya. Peningkatan ini berasal 
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Anggota Komisi XI DPR RI Mustofa saat mengikuti pertemuan dengan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa 
Keuangan dan stakeholder di Padang.
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dan sewa rumah menjadi pemicu 
utama kenaikan inflasi.

Di Provinsi Aceh, Anggota Komisi 
XI DPR RI Mukhamad Misbhakun 
menyoal stabilitas sistem keuangan 
pada triwulan I 2023 yang tetap 
terjaga. Hal itu tercermin dari 
indikator dana pihak ketiga (DPK) dan 
pembiayaan yang diikuti peningkatan 
Financing to Deposit Ratio (FDR) 

K U N K E R
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Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbhakun saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses, di Banda Aceh.

Anggota Komisi XI DPR RI Gus Irawan Pasaribu saat Kunres Komisi XI di Medan, Sumatera Utara. 
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dari pertumbuhan pendapatan asli 
daerah(PAD). 

Inflasi di lima kota Sumatera 
Utara, lanjut anggota F-Gerindra DPR 
ini, yaitu Sibolga, Siantar, Medan, 
Sidempuan, dan Sitoli, mencapai 
2,55 persen pada Juni 2023. Berbagai 
komoditas seperti bensin, beras, 
rokok kretek filter, angkutan dalam 
kota, daging ayam ras, bawang putih, 

menjadi 89,90 persen di periode 
laporan. 

Pembiayaan UMKM juga 
meningkat, namun perlu diwaspadai 
peningkatan Non-Performing 
Financing (NPF) meskipun masih 
dalam batas aman. Tak hanya itu, 
Misbakhun menegaskan, laju inflasi 
gabungan 3 kota di Provinsi Aceh 
secara keseluruhan pada tahun 2023 
diperkirakan berada di batas atas 
sasaran inflasi nasional sebesar 3,1% 
(yoy). Realisasi inflasi tahun kalender 
sampai dengan periode April 2023 
tercatat sebesar 4,05% (yoy).

“Inflasi diperkirakan akan semakin 
menurun sepanjang tahun 2023, 
seiring dengan normalisasi harga 
bahan pangan,” ujar Misbakhun 
saat memimpin tim kunjungan 
kerja komisi XI DPR di Banda 
Aceh, Senin (7/8/2023) lalu. Selain 
itu, politisi Fraksi Partai Golkar 
ini menyampaikan, penyaluran 
pembiayaan di Provinsi Aceh masih 
didominasi pembiayaan sektor 
konsumsi. Ini menunjukkan bahwa 
pembiayaan ke sektor-sektor 
produktif belum tersalurkan secara 
optimal. srw. mun, go/mh
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Surat Izin Mengemudi (SIM) merupakan bukti 
seseorang telah memenuhi persyaratan administrasi 

dan kompetensi berkendara. Warga negara yang 
sudah dinyatakan lulus ujian SIM dinyatakan layak 

berkendara di jalan umum. Usulan pun muncul, agar 
pemegang SIM berlaku seumur hidup, bukan lima 

tahun.

Memperbaiki Pelayanan SIM

S
aat ini penerbitan SIM 
dikeluarkan oleh Korps 
Lalu Lintas (Korlantas) 
Polri, dengan masa 
berlaku lima tahun. 

Anggota Komisi III DPR RI Benny K 
Harman mengusulkan agar masa 
berlaku Surat Izin Mengemudi (SIM) 
seumur hidup. Dia menyampaikan, 

sebaiknya pemberlakuan SIM tidak 
perlu diperpanjang tiap lima tahun. 

Benny meminta, kebijakan itu 
dievaluasi dengan menjadikan masa 
berlaku SIM menjadi seumur hidup. 
Pernyataan itu disampaikan Benny 
saat rapat dengar pendapat (RDP) 
dengan Kepala Korps Lalu Lintas 
(Korlantas) Polri Irjen pol Firman 

S O R O T A N

Anggota Komisi III DPR RI Benny K Harman saat mengikuti RDP di ruang rapat Komisi III, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (5/7/2023).
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Saya senang SIM 
bukan bagian 
dari PNBP, bagian 
pelayanan, tapi 
kalo itu bagian 
pelayanan mestinya 
tidak boleh ada lagi 
masa berlakunya 
SIM, harus seumur 
hidup

Benny K Harman. 
Anggota Komisi III DPR RI
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SIM. Namun, pemerintah perlu 
memperbaiki proses pelayanan SIM 
agar tidak membuat masyarakat 
terbebani, termasuk soal syarat tes 
pembuatan SIM dan perpanjangan 
SIM. “Yang penting proses pelayan 
dan perpanjangan SIM tidak bertele-
tele dan membebani,” imbuh Jazilul.

SIM mensyaratkan pengemudi 
harus sehat jasmani dan rohani. 
Kondisi kesehatan fisik dan mental 
seseorang dapat berubah setiap 
tahunnya, memengaruhi kemampuan 
berkendara. Korlantas Polri sendiri 
menyatakan, uji kompetensi dan 
kesehatan harus dilakukan secara 
berkala. Uji berkala membantu 
memastikan bahwa pengemudi 
tetap kompeten dan sehat untuk 
mengemudi.

Sebelumnya, seorang advokat, 
Arifin Purwanto menggugat masa 
berlaku SIM pada Undang-Undang 
Nomor 22 Tahun 2009 tentang 
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 
(UU LLAJ) ke Mahkamah Konstitusi 
(MK). Advokat ini mendesak, agar 
SIM berlaku seumur hidup. Sidang 
gugatan tersebut sudah digelar 
dengan pengujian dan pendalaman 
materi pada Selasa 25 Juli 2023 lalu 
dengan mengundang pihak Polri. . 

ayu/mh

perpanjang SIM. Cabut itu perpanjang 
SIM. Satu kali dikasih seumur hidup,” 
tandasnya.

Kementerian Keuangan 
(Kemenkeu) menyebut Polri bakal 
menjadi pihak yang lebih terdampak 
bila SIM diberlakukan seumur hidup. 
Polri dikatakan bisa kehilangan dana 
operasional sampai Rp650 miliar jika 
hal itu dilakukan. Saat ini SIM berlaku 
selama lima tahun, jika pemiliknya 
ingin tetap memilikinya mesti 
diperpanjang.

Di lain pihak Anggota Komisi 
III DPR RI Jazilul Fawaid menilai, 
pemberlakuan masa berlaku SIM 
saat ini sudah tepat, yaitu dengan 
memperpanjang setiap lima 
tahun. “Kami dukung tetap ada 
perpanjangan SIM selama minimal 
lima tahun,” kata Jazilul akhir Juli lalu. 

Politisi Fraksi PKB ini menjelaskan, 
perlunya perpanjangan masa berlaku 
SIM setiap lima tahun untuk menjaga 
akurasi kondisi kesehatan dari 
pemegang SIM. Atas dasar itu, Jazilul 
menolak usulan SIM diberlakukan 
seumur hidup. “Kami tidak setuju bila 
SIM berlaku seumur hidup, sebab 
kondisi kesehatan seseorang dapat 
berubah drastis,” ungkapnya. 

Menurut Jazilul, yang perlu 
dibenahi bukan soal masa berlaku 

Shantyabudi. “Saya senang SIM bukan 
bagian dari PNBP, bagian pelayanan, 
tapi kalo itu bagian pelayanan 
mestinya tidak boleh ada lagi masa 
berlakunya SIM, harus seumur hidup,” 
tandas Benny, awal Juli lalu. 

Kata BKH, begitu ia akrab disapa, 
jika memang itu masuk PNBP, maka 
perpanjangan tiap lima tahun, rentan 
dijadikan alat menghasilkan uang. 
“Kalau setiap lima tahun, ya itu, 
kan, alat cari duit. Jadi, kalau Bapak 
konsisten, saya dukung hapus itu, 
SIM satu kali saja ujian, itu kalau mau 
benar,” papar BKH.

Menurut politisi dari Fraksi Partai 
Demokrat ini, usulan pemberlakukan 
SIM seumur hidup merupakan upaya 
menerapkan sistem yang bersih. 
“Tapi kalau mau cawe cawe, polisi 
mau cawe-cawe di SIM itu caranya, 

S O R O T A N

Anggota Komisi III DPR RI Jazilul Fawaid. 
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Kami tidak setuju 
bila SIM berlaku 
seumur hidup, 
sebab kondisi 
kesehatan 
seseorang dapat 
berubah drastis

Yang penting 
proses pelayan 
dan perpanjangan 
SIM tidak 
bertele-tele dan 
membebani

Jazilul Fawaid.
Anggota Komisi III DPR RI 

Jazilul Fawaid.
Anggota Komisi III DPR RI 
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Sidang Umum
ke-44 ASEAN 

Inter-Parliamentary 
Assembly (AIPA) telah 
ditutup oleh Presiden 
AIPA sekaligus Ketua 

DPR RI Puan Maharani 
di Jakarta. 30 resolusi 
lahir dari AIPA kali ini. 

Salah satu isu yang 
mengemuka adalah 
isu stabilitas politik 

kawasan, isu Myanmar, 
dan Laut China Selatan. 

30 Resolusi dari AIPA ke-44 

(YPA). 
Hasilnya sidang komisi lalu 

disampaikan pada sidang paripurna 
AIPA ke-44 untuk disepakati dan 
diimplementasikan di negara-negara 
peserta. Menurut Putu, sidang ini 
juga telah menyetujui percepatan 
transisi ekonomi hijau atau green 
economy dan pengembangan inovasi 
teknologi untuk pembangunan dan 
pertumbuhan berkelanjutan. 

Selain itu, isu ketahanan energi 
dan air juga menjadi konsen AIPA. 
Selanjutnya, harap legislator asal 
Bali ini, isu kesetaraan gender, isu 
keterlibatan pemuda, isu sawit dan 
nikel, isu konflik Rusia vs Ukraina, 
dan Sustainable Development Goals 
(SDGs) juga harus terus dikawal 
bersama. Dalam laporan hasil komite 
organisasi selama Sidang Umum 
ke-44 AIPA di depan para delegasi 
peserta AIPA dan obsever, Putu 

Ketua DPR RI sekaligus Presiden AIPA 2023, Puan Maharani saat menyerahkan palu sidang AIPA kepada President of National 
Assembly of Laos, Xaysomphone Phomvihane sebagai tanda estafet presidensi AIPA. 
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dan stabilitas kawasan ini. Semua 
persoalan yang disampaikan AIPA 
ini harus tersampaikan pula kepada 
pemerintah saat KTT ASEAN di 
Jakarta nanti.  

Aspirasi Rakyat Asia 
Tenggara

Bertindak sebagai tuan 
rumah, DPR RI mengusung tema 
‘Responsive Parliaments for a 
Stable and Prosperous’. Parlemen 
ASEAN harus berkomitmen ikut 
menciptakan perdamaian dan 
kesejahteraan di Asia Tenggara. 
Seperti pada AIPA sebelumnya, 
pada AIPA kali ini juga dibentuk 
sidang komisi antara lain Komisi 
Politik, Komisi Ekonomi, Komisi 
Sosial, Komisi Organisasi, 
Pertemuan Women Parlementarians 
of AIPA (WAIPA), dan Pertemuan 
Young Parliamentarians of AIPA 

K
etua Desk Regional 
Badan Kerja Sama 
Antar-Parlemen 
(BKSAP) DPR RI 
Putu Supadma 

Rudana mengatakan, resolusi ini 
akan didorong oleh parlemen 
anggota AIPA ke pemerintah di 
negara masing-masing agar segera 
dilakukan implemtasi. “Semua negara 
yang tergabung dalam AIPA harus 
segera menjalankan resolusi ini. 
Karena, komitmen sidang umum 
ini adalah aspirasi dari semua 
masyarakat ASEAN,” ucapnya. 

”Putu melanjutkan, suara 
parlemen merupakan aspirasi dari 
rakyat. Maka, aspirasi harus diserhkan 
kepada pemerintah masing-masing 
untuk segera diimplemntasikan. 
Tujuannya, memberikan penguatan 
kesejahteraan, kestabilan, kesolidan, 
dan perdamaian bagi kawasan 
ASEAN. 

Pelaksanaan resolusi ini, 
sambung Putu, penting untuk 
mencegah terjadi konflik akibat isu-
isu Myanmar, Laut China Selatan, 
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Wakil Ketua BKSAP Putu Supadma Rudana saat mengikuti rangkaian agenda Sidang ‘ASEAN Inter-Parliamentary Assembly’ 
(AIPA) ke-44 di Jakarta.

Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Putu Supadma Rudana saat menyampaikan pidatonya pada sidang pleno AIPA, Jakarta Indonesia, 
Rabu (9/8/2023)..
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mengungkapkan, ASEAN harus 
solid, saling menjaga, dan bekerja 
sama untuk menjaga kawasan Asia 
Tenggara. 

“AIPA harus mempunyai ASEAN 
Parlemen untuk memperkuat 
kepentingan ASEAN secara 
parlementer. Hal ini harus segera 
terealiasi agar tercipta hubungan 
yang erat dan solid. ASEAN yang 
dulunya tidak dilirik sekarang mejadi 
daya tarik, karena meningkatnya 
persaingan antara kekuatan besar. 
Dengan segala kepentingan dan 
potensi, mari kita kawal bersama 
ASEAN unity dan centrality,” serunya. 

Putu menambahkan, ada satu 
draf resolusi lain yang disetujui 
seluruh peserta, baik anggota AIPA 
maupun observer, yaitu memberikan 
apresiasi kepada Presiden dan Chair 
Sidang Umum ke-44 AIPA Puan 
Maharani. Suasa menjadi riuh dengan 
tepuk tangan saat Putu menyebut 
nama Puan Maharani. 

“Mari kita berikan applause untuk 
Ibu Puan Maharani menjadi Presiden 
ASEAN Inter Parliamentaru Assembly 
(AIPA) 2023,” ucapnya. 

Para peserta, lanjut Putu, 
kemudian menandatagani komunike 
bersama sebagai bentuk keputusan 
Sidang Umum AIPA. Para peserta, 

tamu, serta obsever sepakat bahwa 
ASEAN memiliki peran penting dalam 
menjaga perdamaian kawasan dan 
stabilitas global. 

“Sebagai penutup, tidak lupa 
saya menyampaikan terima kasih 
kepada negara-negara peserta 
AIPA, pemerintah, obsever, panitia, 
keamanan, media, serta masyarakat 
yang terus mengawal jalannya 
Sidang Umum ke-44 AIPA di Jakarta 
yang berjalan dengan lancar dan 
sukses,” akunya. 

Di akhir penutupan, Puan 
menyerahkan estafet kepemimpinan 
AIPA dari Indonesia ke Laos. 
Sidang Umum AIPA ke-45 akan 
diselenggarakan pada bulan Oktober 
2024 di Laos menyusul presidensi 
negara tersebut di AIPA tahun depan. 

Secara simbolis, Puan 
menyerahkan palu sidang AIPA 
kepada President of National 
Assembly of Laos, Xaysomphone 
Phomvihane sebagai tanda estafet 
presidensi AIPA. 

“Saya selaku Presiden AIPA ke-44 
menyerahkan palu sidang kepada 
Laos sebagai tanda Presidensi Laos 
untuk sidang AIPA berikutnya,” ujar 
Puan. Pada penutupan sidang, 
Puan menekankan peran parlemen 
mampu mengatasi polarisasi 
antarnegara yang telah menghambat 
kerja sama internasional. Untuk 
di dalam negeri, sambung Puan, 
parlemen dapat berperan besar 
dalam memengaruhi politik domestik 
agar lebih mengedepankan 
kolaborasi antarnegara. 

“Kita telah melihat bahwa politik 
domestik dapat berdampak nyata 
pada stabilitas regional bahkan 
global. Kita melihat politik domestik 
dapat menyebabkan ketegangan 
internasional,” jelas Puan.  hal/mh
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DAERAH PEMILIHAN



TH. 2023    EDISI 224     PA R L E M E N TA R I A      61

Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI Vita Ervina 
membagikan bibit tanaman kepada kelompok 

tani di Desa Pungangan, Kecamatan Mojotengah, 
Wonosobo, awal Agustus lalu. Langkah ini bagian 

dari upaya rehabilitasi hutan lindung di kawasan 
Wonosobo. 

Vita Ervina 

Bagikan Bibit
Untuk Rehabilitasi Hutan Lindung 

Anggota DPR RI Vita Ervina saat melakukan kegiatan berbagi bibit tanaman kepada kelompok tani di Desa Pungangan, Wonosobo.

“L
ahan dan hutan 
di Wonosobo 
yang kering, baik 
karena budaya 
dan dampak yang 

terjadi karena suatu hal, menimbulkan 
kerusakan. Kita harus mulai hari ini 
merehabilitasi lahan, dikembalikan 
seperti semula, sehingga lahan yang 
kritis pulih seperti sedia kala,” ujar 

legislator Jateng VI itu. 
Bibit tanaman yang diberikan 

antara lain tanaman alpukat, sawo, 
kelengkeng, dan manggis. Tanaman 
yang tergolong dalam tanaman keras 
ini diberikan karena dirasa akan cocok 
jika ditanam di daerah aliran Sungai 
Serayu. Karena dapat mengurangi 
erosi dan menanggulangi 
sedimentasi di sungai serta menjadi 

alternatif masyarakat untuk menanam 
tanaman produktif selain hortikultura 
yang mayoritas ditanam petani 
Wonosobo. 

Wonosobo merupakan hulu 
dari Sungai Serayu yang sangat 
berdampak bagi daerah di bawahnya, 
jika lahan dan hutannya dilakukan 
rehabilitasi. Tanaman keras ini mampu 
mengurangi erosi dan menanggulangi 
sedimentasi di sungai. 

Total sebanyak 20.000 bibit 
tanaman yang sudah dibagikan di 8 
kecamatan di Kabupaten Wonosobo. 
“Saya ingin mengajak para petani 
untuk bareng-bareng melakukan 
rehabilitasi lahan dan hutan di 
daerahnya. Mudah-mudahan lahan 
kritis semakin tertutup,” jelasnya. 

 mh
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Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Bobby 
Adhityo Rizaldi bersama komunitas Vespa dan 

pariwisata menyerap aspirasi para petani kopi di 
Pagaralam Sumatera Selatan. 

Bobby Adhityo Rizaldi 

Serap Aspirasi
Petani Kopi 

S
elain terkenal dengan 
pemandangan alamnya 
yang indah, Pagaralam juga 
dikenal sebagai wilayah 
penghasil kopi robusta 

unggulan di Indonesia. Hubungan 
harmonis antara kopi dan masyarakat 
Pagaralam sudah terjalin sangat 
lama. Hal tersebut terlihat dari tradisi 
menjemur kopi di halaman rumah yang 

kerap dilakukan masyarakat desa.
“Bersama petani kopi, kami 

merasakan dedikasi yang tiada henti 
untuk menyajikan cita rasa terbaik 
dari tanah kita. Dari biji hingga 
cangkir, ada keajaiban di setiap 
tegukan,” ungkap Anggota Dewan 
dari dapil Sumatera Selatan II ini. 

Tak hanya itu, Bobby juga 
merangkul komunitas pariwisata, 

mengingat keindahan Pagaralam 
yang layak dipromosikan sebagai 
destinasi wisata. “Bersama komunitas 
pariwisata, kami merasa terpukau 
oleh pesona alam, warisan budaya, 
dan keramahan yang begitu memikat 
hati para wisatawan dunia,” ujar 
Bobby. 

Dalam kegiatan serap aspirasi 
ini, Bobby juga melibatkan para 
penghobi motor Vespa. “Bersama 
komunitas Vespa, kami mengejar 
angin yang membawa kami 
menjelajahi jalan-jalan kecil yang 
dipenuhi kenangan dan kebersamaan. 
Satu komunitas, satu semangat,” 
tuturnya..  ssb/mh
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Anggota DPR RI Bobby Adhityo Rizaldi saat bersama komunitas Vespa dan pariwisata menyerap aspirasi para petani kopi di Pagaralam Sumatera Selatan. 

D A P I L
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Anggota DPR RI Ahmad Muzani berkunjung ke Desa 
Kedaton, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung 

Selatan, awal Agustus lalu. Muzani mengajak 
masyarakat menciptakan pemilihan umum (pemilu) 

yang damai demi menjaga keutuhan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia (NKRI). 

Ahmad Muzani 

Ajak Masyarakat
Ciptakan Pemilu Damai 

“S
iapapun 
pilihannya, 
itu pribadi 
kita masing-
masing untuk 

memilihnya. Namun, yang saya 
tekankan agar kita dapat menciptakan 
suasana yang kondusif dan damai 
baik menjelang Pemilu 2024 ini 

parlemen. Misalnya, untuk melakukan 
kunjungan kerja, baik yang dilakukan 
anggota secara perseorangan 
maupun secara kelompok. 

“DPR merupakan mitra presiden. 
Jadi, kalau di Lampung Selatan itu 
mitranya bupati dalam pembangunan 
dan segi lainnya, kami turun untuk 
menyerap aspirasi terkait keluhan 
masyarakat” jelasnya. 

Turut hadir dalam reses tersebut 
Wakil Bupati Lampung Selatan 
Pandu Kesuma Dewangsa, Wakil 
Ketua DPRD Lampung Elly Wahyuni, 
Anggota DPRD Lampung Fakhrurrozi, 
Anggota DPRD Lampung Selatan 
Bambang Irawan, Waris Basuki, Farizal 
Purba, dan Untung Setia Budi.  

pun/mh

FO
TO

: I
ST

/N
R

Anggota DPR RI Ahmad Muzani saat berkunjung ke Kabupaten Lampung Selatan.

hingga selesai” seru politisi Fraksi 
Partai Gerakan Indonesia Raya 
(Gerindra) tersebut, berpesan. 

Tak hanya itu, Muzani dalam 
reses kali ini juga menjelaskan 
kepada masyarakat bahwa reses 
merupakan masa di mana parlemen 
melakukan kegiatan di luar masa 
sidang, terutama di luar gedung 

D A P I L
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Tidak ingin berdiam 
diri, Anggota Fraksi 

Nasional Demokrasi 
(F-NasDem) DPR RI Felly 

Estelita Runtuwene 
bertindak meringankan 

beban masyarakat 
yang terdampak 

banjir di Desa Lebo, 
Kecamatan Manganitu, 

Kabupaten Sangihe, 
Provinsi Sulawesi 

Utara. Tidak hanya 
mengirimkan obat-

obatan, ia mengingatkan 
Pemerintah Daerah 
Sulawesi Utara agar 
membangun sistem 

penanggulan bencana 
alam yang tanggap.

Felly Estelita Runtuwene

Pantau Evakuasi Banjir
di Sulawesi Utara

Anggota DPR RI Felly Estelita Runtuwene saat meninjau langsung masyarakat yang terdampak banjir di Desa Lebo.

F
elly didampingi Wali 
Kota Manado GS Vicky 
Lumentut, Bupati 
Kepulauan Sangihe Jabes 
Gaghana, dan Wakil 

Bupati Kepulauan Sangihe memantau 
setiap perkembangan evakuasi 
masyarakat yang terdampak oleh 
banjir bandang. Di sela-sela agenda 
tersebut, dirinya menyerahkan 
bantuan obat-obatan yang tengah 
dibutuhkan oleh masyarakat.

 ”Ini merupakan bentuk perhatian 
kami. Tentu, masih sangat kurang. 

Kami mengajak semua pihak ikut 
membantu meringankan beban 
masyarakat dalam kondisi bencana 
seperti ini,” ucap legislator Daerah 
Pemilihan Sulawesi Utara itu.

Belajar dari bencana ini, Felly 
menekankan pemerintah untuk 
membangun sistem penanggulan 
bencana alam yang tanggap. Di sisi 
lain, ia juga mengimbau stakeholder 
terkait segera memperbaiki sekaligus 
membangun fasilitas umum yang 
rusak. Baginya, proses perbaikan 
yang cepat diharapkan dapat 
mendukung masyarakat Kepulauan 
Sangihe supaya bisa beraktivitas 
seperti sediakala.

Di lokasi yang berbeda, Ketua 
Komisi IX DPR RI itu juga memantau 
evakuasi masyarakat yang 
terdampak banjir di sekitar Gereja 

Genesareth Cempaka, Kelurahan 
Molas, Kecamatan Bunaken Darat 
dan Kelurahan Mahawu, di posko 
pengungsian Masjid Ar Ridwan, 
Perkamil, Liwas dan Paal Dua. Ia 
pun menyalurkan paket makanan, 
obat maupun berbagai bahan yang 
dibutuhkan warga setempat.

”Lelah pun hilang melihat 
kondisi mereka, karena mereka lebih 
menderita dari kita. Kami akan bantu 
bagi mereka yang butuh perawatan 
tetapi BPJS-nya tidak aktif. Kami 
akan bantu. Kita berharap mereka 
dapat menyampaikan ke kelurahan 
lalu diteruskan ke Dinas Sosial dan 
Kementerian Sosial, kemudian kami 
yang bermitra dengan Kementerian 
Kesehatan akan membayar anggaran 
yang dibutuhkan masyarakat,” jelas 
Felly.  ts/mh
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Anggota DPR RI dari Fraksi PKB, Fathan Subchi menghadiri pelantikan 
pengurus Robithah Ma’ahid Islamiyah (RMI) Nahdlatul Ulama Kabupaten 

Demak pada Minggu (6/8/2023) lalu di Pendopo Kabupaten Demak, Jawa 
tengah. 

Fathan Subchi

Hadiri Pelantikan
Pengurus RMI-NU Demak 

Anggota DPR RI Fathan Subchi saat menghadiri pelantikan pengurus Robithah Ma’ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama Kabupaten Demak.

F
athan mengapresiasi 
partisipasi anak-anak 
muda dalam gerakan 
tersebut. “Nah, barisan tadi 
yang dilantik saya optimis 

karena mencerminkan konfigurasi 
antara anak-anak muda yang punya 
inovasi, punya ide, punya gagasan di 
bawah guidance, petunjuk, arahan 
dari Ketua Rais Syuriah dan Ketua 
Tanfidz,” ujar Fathan. 

RMI sendiri merupakan satu 
di antara badan otonom (Banom) 

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama 
(PBNU) dengan basis pesantren. 
Dalam sambutannya, legislator Dapil 
Jawa Tegah II ini mengatakan bahwa 
ke depan tantangan yang dihadapi 
adalah administrasi, manajemen, 
digitalisasi, Menurutnya, hal tersebut 
tak bisa dilakukan tanpa anak-anak 
muda yang cerdas, terampil, guyub, 
dan cekatan. 

Pada kesempatan yang sama, 
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI itu 
juga meminta RMI ikut mendukung 

re-branding NU terutama di 
bidang ekonomi melalui gerakan 
kewirausahaan. “Sebagian pesantren 
sudah ada semisal warung kelontong, 
toko buku, tapi belum bisa jadi satu 
kesatuan mulai dari pembiayaan, 
hingga pemasarannya. Maka mari 
kita bangun kembali semangat 
kewirausahaan ini, sebab di situlah 
pertarungan kita dengan gerakan 
yang lain. Kalau ekonomi kita kuat 
pasti berimplikasi pada sektor yang 
lain,” tutur Fathan.  uc/mh
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Ngopi alias ngobrol pintar digelar oleh Anggota DPR 
RI Nanang Samodra bersama para pengurus pesatren 

dan madrasah di daerah pemilihannya (dapil) Nusa 
Tenggara Barat (NTB) II. Ini cara unik dan humanis 

untuk lebih dekat dengan masyarakat pemilih di 
dapilnya.

Nanang Samodra 

Gelar NGOPI Bersama
Pengurus Pesantren 

FO
TO

: I
ST

/N
R

A
nggota Komisi VIII DPR 
ini NGOPI bersama 
otoritas Kementerian 
Agama Provinsi NTB. 
Bertempat di Hotel 

Lombok Garden Mataram, acara 
ini melibatkan peserta dari unsur 
pengurus madrasah dan pesantren 
yang ada di Kabupaten Lombok 
Tengah. Mendengar langsung keluh 
kesah dan aspirasi masyarakat 

para guru dan pengasuh madrasah.
Di hari berikutnya, Nanang 

mengunjungi kantor Kecamatan 
Keruak, Lombok Timur. Di 
kesempatan itu, Ia menyerahkan 
bantuan ATENSI (Asistensi Rehabilitas 
Sosial) dari Kementrian sosial RI 
melalui sentra paramita Kota Mataram 
untuk penyandang disabilitas. Adapun 
jenis bantuan yang diserahkan ialah 
berupa kasur, sembako, kursi roda, 
dan alat bantu dengar.

Dalam masa resesnya tersebut, 
Anggota Fraksi Partai Demokrat DPR 
ini, juga mengunjungi MTs Nidaul 
Islam Al-Ma’rif di Dusun Jelateng, 
Desa Tumpak, Kecamatan Pujut, 
Kabupaten Lombok Tengah, NTB. 
Diia menyerahkan bantuan komputer 
untuk sekolah ini.  ayu/mh

Anggota DPR RI Nanang Samodra saat mengedukasi warga dalam sosialisasi penerapan K3 di Surabaya. 

D A P I L

jadi keniscayaan di acara NGOPI 
tersebut.

Dijelaskan Nanang, tujuan 
utama acara ini memang untuk 
mendengarkan apa yang selama 
ini menjadi permasalahan di 
dunia pendidikan, khususnya 
madrasah. Fokus pembicaraan pada 
implementasi kurikulum merdeka 
(IKM) dengan meningkatkan 
kompetensi dan pengembangan 
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Anggota DPR RI dari 
Daerah Pemilihan Aceh 

Muhammad Nasir Djamil 
memberikan apresiasi 
Kepada Kapolres Aceh 

Timur AKBP Andy 
Rahmansyah yang rutin 
melaksanakan kegiatan 

‘Jumat Curhat’. Apresiasi 
tersebut disampaikan 

saat menghadiri ‘Jum’at 
Curhat’ bersama 

Kapolres Aceh Timur 
dengan Masyatakat Julok 

di Teras Coffee, Jumat 
(4/8/2023) pagi. 

Muhammad Nasir Djamil

Apresiasi Program ‘Jumat Curhat’ 
Polres Aceh Timur  

N
asir mengatakan, 
‘Jumat Curhat’ yang 
digelar Polres Aceh 
Timur merupakan 
kegiatan positif, untuk 

mendengar langsung keluh kesah 
masyarakat tanpa sensor. “Saya 
tentunya sangat mendukung kegiatan 
ini, karena dapat meraih kepercayaan 
publik terhadap Polri khususnya 
Polres Aceh Timur,” ujar politisi Fraksi 
PKS ini. 

Sejumlah informasi dan curhatan 
masyarakat Julok disampaikan 
dalam kegiatan tersebut. Di 
antaranya soal penyalahgunaan 
narkoba, judi online, infrastruktur, 
dan sejumlah permasalahan lainnya. 
Menanggapi masalah narkoba, Nasir 
menyebutkan, kejahatan narkoba 

adalah kejahatan terstruktur, massif, 
dan sistematis yang tidak mudah 
diungkap. Karena itu, perlu kerja keras 
dari Kepolisian. 

Di lain sisi, masyarakat belum 
sepenuhnya mendukung kepolisian 
dalam memberantas narkoba. “Oleh 
karena itu, saya berpesan kepada 
bapak-bapak, tolong bantu Pak 
Kapolres, rapatkan barisan untuk 
memberantas narkoba dan tindak 
pidana yang lain,” tegas Anggota 
Komisi III DPR RI ini. Sementara 
itu, Kapolres Aceh Timur AKBP 
Andy Rahmansyah kepada Nasir 

mengatakan, kegiatan ini merupakan 
agenda rutin setiap hari Jumat yang 
digelar Polres Aceh Timur dan seluruh 
polsek. 

“Tentunya kegiatan ini bukan 
sekadar untuk dekat dengan 
masyarakat, akan tetapi menjadikan 
masyarakat jadi keluarga. Dengan 
menjemput informasi dan 
mendengarkan aduan maupun 
keluhan warga. Ini upaya kami dalam 
memberikan pelayanan yang optimal 
bagi masyarakat,” terang Kapolres 
Aceh Timur AKBP Andy Rahmansyah. 

rdn//mh

Anggota DPR RI Muhammad Nasir Djamil saat menghadiri ‘Jum’at Curhat’ bersama Kapolres Aceh Timur dengan Masyatakat 
Julok. 
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Anggota Komisi V DPR RI Athari Gauthi Ardi merilis 
program percepatan peningkatan tata guna air irigasi 

(P3TGAI) di Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat. 
Athari menilai program tersebut sangat dibutuhkan 

Sumatera Barat, karena mayoritas kabupaten/kota di 
Sumbar merupakan daerah pertanian. 

Athari Gauthi Ardi

Bawa Program P3TGAI 

Anggota DPR RI Athari Gauthi Ardi saat menyalurkan program P3TGAI dengan membangun 40 titik irigasi di Kabupaten Sijunjung.
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T
ahun ini, Athari kembali 
membawa program 
P3TGAI ke 200 titik 
pembangunan dengan 
anggaran sebesar Rp40 

miliar. Srikandi Partai Amanat Nasional 
itu menyebutkan, masyarakat Sumbar 
yang didominasi kawasan pertanian 
sangat membutuhkan program 
tersebut untuk meningkatkan 
perekonomian.  

“Saya ingin terus hadir untuk 

sambutan hangat dari masyarakat. 
Turut hadir dalam kesempatan itu, 
Bupati Sijunjung Benny Dwifa Yuswir, 
Anggota DPRD Provinsi Sumbar 
Daswanto, tokoh masyarakat dan wali 
nagari penerima manfaat.

Khusus daerah Kabupaten 
Sijunjung, tahun ini Athari 
menyalurkan program P3TGAI 
dengan membangun 40 titik irigasi. 
Nilai pekerjaan di masing-masing titik 
mencapai Rp200 juta. Setidaknya, 
semenjak menjadi anggota DPR-RI, 
Athari sudah membangun ratusan 
irigasi di Sumatera Barat. 

“Sebagai wakil di Senayan, saya 
ingin terus hadir untuk masyarakat 
Sumatera Barat. Salah satunya 
dengan program P3TGAI yang 
memang menjadi kebutuhan 
masyarakat Sumbar yang didominasi 
petani,” ungkap Athari. we/mh

D A P I L

kesejahteraan masyarakat. Program 
ini sesuai dengan kebutuhan 
masyarakat kita yang didominasi 
petani. Pembangunan irigasi 
adalah langkah untuk mendukung 
perekonomian masyarakat kita di 
daerah. Mudah-mudahan program 
ini berdampak untuk peningkatan 
percepatan perekonomian 
masyarakat, terutama masyarakat di 
daerah,” ujar Athari. 

Kehadiran Athari mendapat 
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Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PPP, Syaifullah 
Tamliha menyerahkan secara langsung bantuan 

perahu fiber untuk warga Desa Murung Kenanga, 
Kabupaten Banjar, Kaimantan Selatan, Juli lalu. 

Syaifullah Tamliha 

Serahkan Bantuan Perahu Fiber 

pusat. “Saya titipkan perahu kepada 
pian (Anda) dan ulun (Saya) minta 
untuk dijaga agar dapat bermanfaat,” 
ujar Syaifullah. 

Mantan Wakil Ketua Komisi V 
DPR RI ini membeberkan, ke depan 
pihaknya akan merenovasi rumah 
pasca bencana di Desa Pematang 
Danau dengan biaya satu buah 
rumah sebesar Rp60 juta. Selain itu, 
kata Syaifullah, bedah rumah bagi 
warga kurang mampu yang masuk 
data Terpadu Kesejahteraan Sosial 
(TKS). 

Bupati Banjar H Saidi Mansyur 
menyampaikan terimakasih atas 
dukungan anggota DPR RI tersebut 
yang sudah memperjuangkan 
aspirasi dari masyarakat Kabupaten 
Banjar. Saidi berharap tidak ada lagi 
bencana seperti tahun-tahun yang 
lalu. hal/mh

Anggota DPR RI Syaifullah Tamliha bersama Bupati-Wabup Banjar saat mencoba perahu fiber yang diserahkan untuk masyarakat Desa Murung Kenanga.
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D
ia mengungkapkan 
bahwa perahu yang 
diberikan BNPB 
sebanyak 5 unit se-
Indonesia, dimana 3 

unit diberikan untuk wilayah Kalsel. 
Di antaranya 2 unit di Kabupaten 
Banjar, yaitu Desa Pengaron dan 
Desa Murung Kenanga serta 1 unit di 
Kabupaten Balangan.

“Perahu ini akan ditempatkan di 
Desa Murung Kenanga dan tetap atas 
pengawasan Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah (BPBD) Banjar,” ujar 
Syaifullah dalam keterangan yang 

diterima tim Parlementaria baru baru 
ini. 

Penyerahan perahu fiber ini 
disambut langsung oleh Bupati 
Banjar H Saidi Mansyur dan Wakil 
Bupati Habib Idrus Al Habsyie 
serta didampingi Kepala Pelaksana 
BPBD Kabupaten Banjar, Pambakal 
Desa Murung Kenanga, disaksikan 
tokoh masyarakat dan tokoh agama 
setempat. 

Syaifullah mengatakan, bantuan 
perahu fiber ini merupakan usulan 
dari Bupati Banjar dan aspirasi 
masyarakat yang diperjuangkan ke 
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Namanya Dewi Nur Aisyah. Sosok perempuan yang genap berusia 35 tahun di 2023 
ini, layak disebut tokoh muda prestatif dunia. Di HUT ke-78 Republik Indonesia 
kali ini, namanya sudah tidak asing lagi, khususnya di kalangan akademisi dan 

influencer. 

P
erempuan berhijab ini lahir 
di Jakarta, 1 Desember 
1988. Dewi merupakan 
alumni SDN 01 Lubang 
Buaya, lulus pada tahun 

2000 dengan selalu menempati 
peringkat pertama juara kelas. Ia 
melanjutkan pendidikannya ke SMPN 
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Dewi Nur AisyahDewi Nur Aisyah

81 Jakarta Timur dan lulus pada 2003. 
Kemudian Dewi menjadi salah satu 
siswi jurusan IPA di SMAN 14 Jakarta 
Timur dan lulus pada 2006 dengan 
mendapat penghargaan sebagai 
siswi berprestasi di bidang Ilmu 
Pengetahuan Alam dan Teknologi. 

Dewi mengenyam pendidikan S1 

di Fakultas Kesehatan Masyarakat, 
Universitas Indonesia. Kemudian 
melanjutkan studi S2 di Imperial 
College, London dengan jurusan 
modern epidemiology. Dengan 
berbekal Beasiswa Presiden Republik 
Indonesia, ia menyelesaikan studi S3 
sebelum usia 30 tahun di University 

Mewujudkan Transformasi Digital 
Layanan Kesehatan 
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T O K O H

Aktif di luar rumah tak 
menggugurkan kewajibannya 
sebagai seorang ibu dan istri 
dari Rhevy Adriade Putra, 
seorang ahli politik dan ekonomi 
internasional. Mereka telah 
dikaruniai tiga orang anak bernama 
Najwa Falisha Mehvish, Mu’adz 
Fathan Saifurrahman, dan Amira 
Zafiratunnisa Mehvish.   

Ia menilai segala pencapaian 
yang diraih bukanlah hasil kerja 
sendiri, melainkan hasil kerja 
sama dari setiap anggota keluarga 
termasuk dukungan yang besar dari 
orang tuanya. Dalam beraktivitas, 
ia memiliki pedoman membangun 
kebiasaan untuk bekerja cepat, 
produktif, tidak menunda pekerjaan, 
dan senantiasa memberikan yang 
terbaik. 

Ia memiliki prinsip jika orang 
lain butuh waktu 3 bulan untuk 
menyelesaikan sebuah pekerjaan, 
maka dia akan menyelesaikan 
dalam waktu 1 bulan. Selanjutnya, 
ia senantiasa mengatur waktu 
dan prioritas serta menjaga fokus, 
sehingga dapat terus produktif dalam 
kesehariannya. Yang tidak kalah 
penting, jangan pernah menunda 
pekerjaan, prinsipnya kalau bisa 
dikerjakan hari ini, jangan pernah 
ditunda untuk dikerjakan nanti. 
Terakhir dan paling penting adalah, 

selalu memberikan yang terbaik 
dalam setiap amanah yang diberikan. 

Pada momentum Kemerdekaan 
RI ini, ia berpesan agar jangan 
pernah berkecil hati menjadi seorang 
wanita. Karena sungguh di tangan 
perempuanlah letak peradaban 
sebuah generasi berada. Justru 
karena wanita yang akan menjadi 
teladan terbaik bagi putra-putri. 
Perempuan jugalah yang akan 
menjadi contoh pertama dan utama 
bagi anak-anak. Maka, ia menilai, 
seorang ibu yang akan mendidik 
generasi terbaik harus memiliki bekal 
yang tidak ala kadarnya. 

“Karena membesarkan anak 
bukanlah perkara sederhana, 
maka perlu ibu yang berilmu untuk 
membesarkannya. Karena mencetak 
generasi terbaik adalah sebuah cita, 
maka perlu ibu yang luar biasa untuk 
mendidik generi terbaik bangsa dan 
negara” 

Ia berharap ke depan dapat 
terus memberikan manfaat melalui 
keilmuan yang ditekuninya. Salah 
satunya dengan peran yang saat 
ini dijalani, yaitu mewujudkan 
transformasi digital layanan 
kesehatan primer untuk Indonesia, 
membawa perubahan dan 
perbaikan status kesehatan di masa 
mendatang. rdn/mh
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College London dengan jurusan 
infectious disease epidemiology and 
informatics. Sebelumnya, ia juga 
pernah menjabat sebagai One Health 
Workforce team leader di Indonesia 
One Health University Network 
(INDOHUN). 

“Saya memiliki 13 hak kekayaan 
intelektual, menulis 3 buah buku 
populer, dan aktif menulis publikasi 
ilmiah di jurnal internasional.” Selain 
itu, ibu dari tiga anak ini juga seorang 
pengajar di University College London, 
mendidik mahasiswa S2 yang berasal 
dari beragam negara di dunia untuk 
program Master of Public Health. Di 
dalam negeri, ia juga diamanahkan 
memimpin program transformasi 
digital layanan kesehatan primer 
di Digital Transformation Office, 
Kementerian Kesehatan. 

Selain itu, Dewi menjabat Wakil 
Sekretaris Jenderal Ikatan Ahli 
Kesehatan Masyarakat Indonesia 
(IAKMI) sejak Januari 2020 dan 
senior advisor di Australia Indonesia 
Health Security Partnership (AIHSP). 
“Memiliki kesempatan terlibat 
dalam penanganan pandemi 
pada level nasional, membantu 
memberikan masukan terkait arah 
kebijakan, memiliki keilmuan yang 
dapat membantu masyarakat luas 
merupakan salah satu pengalaman 
berharga yang saya rasakan,” akunya. 

Dewi Nur Aisyah bersama keluarga

Dewi Nur Aisyah saat di Satgas Penanganan Covid-19 Nasional
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Orasi Bintang Orator
Ajang Masyarakat Suarakan Aspirasi

K
epala Biro Pemberitaan 
Parlemen Setjen 
DPR RI Indra Pahlevi 
mengucapkan selamat 
kepada para pemenang 

LOBO yang diselenggarakan Biro 
Pemberitaan Parlemen melalui Radio 
Parlemen di Senayan, Jakarta.  

“Selamat kepada saudara Miftahul 

Biro Pemberitaan Parlemen 
Sekretariat Jenderal (Setjen) 

DPR RI kembali menggelar 
Lomba Orasi Bintang Orator 
(LOBO) untuk ke-14 kalinya 

pada 30 Juni-31 Juli 2023 
lalu. 

Kepala Biro Pemberitaan Parlemen Setjen DPR RI Indra Pahlevi saat menyerahkan secara simbolis naskah masukan RUU Perlindungan Konsumen kepada Anggota Komisi VI DPR RI, Herman 
Khaeron usai acara LOBO di Gedung Nusantara II.
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Huda yang sudah menjadi juara 
lomba orasi bintang orator ke-14 
di DPR RI yang telah memberikan 
masukan terhadap Rancangan 
Undang-Undang Perlindungan 
Konsumen. Sukses untuk saudara,” 
ujar Indra. Gelaran LOBO tak 
sekadar ajang cari bakat melainkan 
peluang bagi masyarakat untuk 
menyampaikan aspirasi lewat orasi. 

Menurut Indra, dengan kegiatan 
ini maka masyarakat bisa melihat 
bahwa DPR mendengarkan aspirasi 
masyarakat dan bekerja secara 
nyata. “Perkembangan sangat 
positif antusiasme sangat luar biasa 
semakin berkualitas, baik dari sisi 
pengambilan gambar rekamannya, 
lalu substansinya. Ini menjadi hal 

P E R N I K

yang sangat penting untuk kita,” 
terang Indra. 

Didapuk menjadi ketua dewan 
juri, Anggota Komisi VI DPR RI 
Herman Khaeron. Ia mengapresiasi 
LOBO XIV 2023 ini yang mengangkat 
tema Revisi UU tentang Perlindungan 
Konsumen. Setelah melalui rangkaian 
seleksi dan penjurian, akhirnya dipilih 
tiga peserta terbaik yang berhasil 
menyisihkan 223 peserta lainnya. 

Adapun para juara LOBO XIV 2023 
ini adalah Miftahul Huda (Mahasiswa 
Pasca Sarjana Universitas Islam 
Riau asal Batam, Kepulauan Riau), 
Hafiz Anshari (Guru asal Kota Baru, 
Kalimantan Selatan), dan Viky Andika 
Saputra (Siswa asal Bekasi, Jawa 
Barat).  uc/mh
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P E R N I K

Menakar Etika Penggunaan Chat GPT 
Dalam Penulisan Ilmiah  

S
eminar yang dihadiri 
60 peserta berasal dari 
berbagai kalangan ini, 
dibuka langsung oleh 
Kepala Biro Protokol dan 

Hubungan Masyarakat Setjen DPR RI, 
Suratna. “Kenapa kita lakukan diskusi 
karena kebetulan di DPR banyak 

Sekretariat Jenderal DPR RI 
melalui Perpustakaan DPR 

RI menggelar seminar “Etika 
dan Batasan Penggunaan 

Chat-GPT dalam Penulisan 
Ilmiah”, akhir Agustus lalu. 

Kepala Biro Protokol dan Hubungan Masyarakat Setjen DPR RI, Suratna saat foto bersama usai membuka kegiatan seminar dengan tema “Etika dan Batasan Penggunaan Chat - GPT dalam 
penulisan Ilmiah”.
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sekali para peneliti, sehingga kita ingin 
melihat seberapa jauh, sih, sebetulnya 
kualitas data yang ada di chat GPT,” 
ungkap Suratna. 

Chat GPT menggunakan teknologi 
AI untuk berinteraksi dengan 
pengguna melalui percakapan 
teks. Implementasi teknologi AI ini 
juga marak untuk mempermudah 
pekerjaan bisnis seperti copywriting 
sampai customer service. Namun, 
kehadiran teknologi Chat GPT ini dinilai 
berpotensi melahirkan plagiarisme 
dan melanggar etika akademik. 

Lebih lanjut, Suratna 
menyampaikan tantangan yang 
bisa muncul saat menggunakan 

kecerdasan buatan ini adalah potensi 
timbulnya manipulasi atau distorsi 
dalam catatan ilmiah. Bahkan, sangat 
dimungkinkan muncul artikel palsu 
dari penggunaan alat ini. Diperlukan 
kejelasan batas penggunaan manfaat 
aplikasi ini pada ranah ilmiah. 

Oleh karenanya, menurut Suratna, 
seminar ini penting untuk dilakukan 
agar masyarakat bisa mendapatkan 
pengetahuan yang menyeluruh, 
khususnya mengenai batasan dan 
etika penggunaan chat GPT dalam 
penulisan karya ilmiah  sehingga 
terhindar dari pelanggaran batasan 
dan etika dalam menulis karya ilmiah. 

 uc/mh
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K
esadaran individu dan 
masyarakat sangat 
penting ditanamkan 
untuk mencegah 
lonjakan jumlah perokok. 

Berdasarkan data yang dihimpun oleh 
Kementerian Kesehatan RI, tahun 
2023, lebih dari 290 ribu orang per 
tahun di Indonesia meninggal akibat 
konsumsi rokok yang pada akhirnya 
menimbulkan penyakit tidak menular 
seperti jantung dan kanker. Secara 
global, menurut WHO pada 2023 di 
seluruh dunia kematian akibat rokok 
lebih dari 8 juta orang per tahun. 
(Angka ini termasuk 1,3 juta kematian 
dari perokok pasif yang hidup dengan 
perokok aktif), 

Konsumsi rokok dapat merugikan 
kesehatan seseorang, baik perokok 
itu sendiri maupun perokok pasif. 
Merokok merupakan penyebab 
utama penyakit tidak menular seperti 
penyakit jantung koroner, stroke, 
hipertensi, kanker, penyakit paru 
menahun, gangguan janin, gangguan 
pernapasan (PPOK, dan asma), 
impotensi, dan kesuburan. Akibatnya, 

Oleh:  
dr. M Yusuf Ramadhan 

Dokter Umum di RS UMUM 
ADVENT MEDAN 

Rokok masih menjadi problematika di dunia dan 
negeri ini. Indonesia sendiri termasuk dalam 
peringkat 3 besar jumlah penduduk yang aktif 
merokok, di bawah China dan India. Tentunya, angka 
ini akan terus meningkat setiap tahunnya jika tidak 
ada langkah pencegahan yang dilakukan.  

Manfaat
Berhenti Merokok

bukan hanya pengeluaran biaya 
yang mahal untuk pengobatan, tetapi 
juga hilangnya waktu produktivitas 
sebagai masyarakat produktif. 

Perlu diketahui, di dalam 
sebatang rokok terkandung 7 ribu 
jenis senyawa kimia, seperti nikotin 
yang menyebabkan kecanduan. 
Dari 7 ribu itu terdapat 250 jenis 
zat beracun, diantaranya racun 
serangga, racun tikus, kapur barus, 
pembersih lantai, gas beracun, dan 
zat pengawet mayat. Masih ada lagi 
70 zat beracun yang menyebabkan 
kerusakan pada jaringan paru dan 
kanker, seperti tar atau aspal, nikotin 
yang membuat pembuluh darah 
rusak dan akan menyebabkan darah 
tinggi, penyakit jantung, stroke, serta 
karbon monoksida yang membuat 
jumlah suplai oksigen di dalam tubuh 
berkurang.  

Tips Berhenti Merokok
1. Motivasi, yakni bulatkan

tekad untuk berhenti merokok. 
Fokuskan pikiran terhadap manfaat 
yang akan didapatkan oleh tubuh dan 
keluarga jika anda berhenti. 

2. Ikuti program berhenti
merokok seketika (total) atau 
melakukan pengurangan jumlah 
rokok yang dihisap secara bertahap. 

3. Kenali waktu dan situasi
dimana anda paling sering merokok, 
sehingga anda dapat menghindari 
keinginan merokok tersebut timbul. 

4. Perbanyak waktu dan
kegiatan positif bersama keluarga. 

5. Hidup sehat dan
berolahraga secara teratur. 

6. Minta dukungan dari
keluarga dan sahabat. 

K I A T  S E H A T



TH. 2023    EDISI 224     PA R L E M E N TA R I A      75

7. Konsultasi dengan dokter 
atau tenaga kesehatanr. 

Dalam poses berhenti merokok, 
ada perubahan tubuh yang  akan 
dialami. 2 jam saja berhenti merokok 
tekanan darah, denyut jantung, dan 
aliran darah membaik. 12 jam berhenti 
merokok, hampir semua nikotin 
dalam tubuh sudah dimetabolisme, 
tingkat CO di dalam darah menjadi 
normal. 

24-48 jam berhenti merokok, 
nikotin mulai tereliminasi dari 
tubuh, fungsi pengecapan dan 

berhenti merokok, semua penyebab 
kematian dan risiko penyakit jantung 
koroner menurun pada level yang 
sama seperti orang yang tidak pernah 
merokok. 

Jadi, jika mempertimbangkan 
untung ruginya untuk tubuh dan 
keluarga, kita justru lebih banyak 
mendapatkan keuntungan jika keluar 
dari kebiasaan merokok yang ternyata 
pada akhirnya akan membuat kita 
akan kecanduan dan meningkatkan 
banyaknya risiiko penyakit pada 
diri sendiri dan keluarga tercinta di 
rumah. 

K I A T  S E H A T

risiko infeksi pernapasan menurun, 
fungsi silia saluran napas dan fungsi 
paru membaik. Napas pendek 
dan batuk-batuk berkurang. 1 
tahun berhenti merokok, risiko 
penyakit jantung koroner menurun 
setengahnya dibandingkan dengan 
orang yang tetap merokok. 

5 tahun berhenti merokok, risiko 
kanker mulut dan tenggorokan 
menurun. Risiko stroke menurun 
pada level yang sama seperti orang 
yang tidak pernah merokok. 10 tahun 
tidak merokok, risiko kanker paru 
berkurang setegahnya. 15 tahun 

penciuman mulai membaik, serta 
sistem kardiovaskular meningkat 
baik. 2–12 minggu berhenti merokok, 
sirkulasi darah dan fungsi pernapasan 
meningkat jauh lebih baik. 

1–12 bulan berhenti merokok, 

Konsumsi rokok dapat merugikan 
kesehatan seseorang, baik perokok 
itu sendiri maupun perokok pasif. 
Merokok merupakan penyebab 
utama penyakit tidak menular 
seperti penyakit jantung koroner, 
stroke, hipertensi, kanker, penyakit 
paru menahun, gangguan janin, 
gangguan pernapasan (PPOK, dan 
asma), impotensi, dan kesuburan. 

Dalam poses berhenti merokok, ada 
perubahan tubuh yang  akan dialami. 
2 jam saja berhenti merokok tekanan 
darah, denyut jantung, dan aliran 
darah membaik. 12 jam berhenti 
merokok, hampir semua nikotin 
dalam tubuh sudah dimetabolisme, 
tingkat CO di dalam darah menjadi 
normal.
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Batik menjadi kebanggaan utama bagi penduduk 
Kota Pekalongan. Pengalaman berabad-abad 

membuat karya itu menjadikannya sebagai Jaringan 
Kota Kreatif UNESCO pertama di ASEAN. Tak hanya 

batik, sebagai kota pesisir yang menjadi ‘melting pot’ 
berbagai budaya, Pekalongan memiliki khazanah 

kuliner yang unik dan patut untuk dicoba. 

           Pesisir Pekalongan           Pesisir Pekalongan
dan Kulinernya yang Unik dan Kulinernya yang Unik 

dari yang sederhana seperti tempe 
goreng, sampai otot sapi alias kaki 
sapi yang diolah dengan santan.  

Megono
Ada cerita unik yang tersaji dari 

megono. Dahulu, saat Kesultanan 
Mataram menyerbu Batavia, pasukan 
Sultan Agung itu mengalami 
kesulitan logistik selama perjalanan. 
Berkat dukungan rakyat di pesisir 

utara jawa, dikumpulkanlah bahan 
makanan terbatas berupa nangka 
muda dan serutan kelapa. Dengan 
inovasinya, para koki zaman baheula 
itu meramu bahan makanan menjadi 
santapan gurih dan berenergi tinggi. 
Jadi ketika Anda menyantap megono, 
Anda akan mendapati cita rasa 
makanan para pasukan Mataram 
Islam. 

Museum Batik 
“Kota batik di pekalongan….” lirik 

dari lagu Slank itu terus menggema 
di telinga saya setiap mendengar 
nama kota ini. Tak salah jika 
mengunjungi museum batik jadi hal 
yang patut diagendakan. Berlokasi 
di tengah kota, bangunan museum 
menyimpan sejarah pula, dimana 
gedung merupakan bekas balai kota 
dan sempat menjadi kantor urusan 
keuangan saat zaman kolonial. Saat 

Stasiun Pekalongan. FOTO: AHA

PekalonganPekalongan

N
asi megono ialah 
makanan khas di 
pesisir Jawa Tengah, 
termasuk Pekalongan. 
Di mana-mana jika 

Anda ingin menyantap sarapan, 
semua warung nasi seantero 
Pekalongan pasti menyajikan 
hidangan potongan nangka muda 
dan serutan kelapa gurih ini. Pilihan 
lauknya cukup beragam, mulai 
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penjajahan Belanda, kantor urusan 
keuangan ini mengurus administrasi 
pabrik-pabrik penggilingan tebu di 
sekitar Pekalongan. 

Namun, pada tahun 1972, 
Paguyuban Pecinta Batik Pekalongan 
(PPBP) dibentuk dan menjadi cikal 
bakal organisasi yang punya ide 
membuat museum batik. Berbekal 
tiket seharga xxx, pengunjung dapat 
berkunjung dan melihat-lihat seluruh 
instalasi dan pameran batik yang 
tersusun rapi. Museum ini acap kali 
dikunjungi para pelajar dari luar kota, 
sebagai saluran belajar sejarah dan 
kebudayaan membatik nusantara. 

Saya melihat museum 
memamerkan tidak hanya beragam 
jenis batik dari nusantara, namun 
juga sejarah pembuatan batik. 
Mulai dari secara tulis tradisional 
hingga batik cetak mesin (printing). 
Instalasi sejarah proses membatik 
menerangkan, bagaimana bahan-
bahan pewarna di masa lampau 
diperoleh dari ekstrak daun, akar, dan 
unsur alam lainnya. 

Sebuah gentong tembaga 
besar tempat “memasak” kain 
batik, agar malamnya luntur 
dan pewarnanya menguat juga 
dipajang. Menampakkan betapa 
proses membatik sebagai kerajinan 
dikerjakan secara kolektif dengan 
pembagian tugas yang tertata 
rapi, jauh sebelum zaman modern 
mengenal pabrikan tekstil. 

Di museum ini, pengunjung juga 
dapat menjajal proses pembuatan 
batik. Yakni, dengan menorehkan 
malam pada kertas putih ataupun 
melakukan proses pengecapan bagi 
batik cap. Petugas museum dengan 
senang hati akan menerangkan 
instruksi pembatikan tersebut. Saya 
sendiri mencoba membubuhkan 
malam pada kain putih. Ternyata, tak 
segampang yang saya kira, beberapa 
kali malam yang saya tuangkan ke 
kain tak sesuai dengan pola yang 
saya telah gambar sebelumnya. 

Tauto
Kuliner unik yang satu ini benar-

benar khas pekalongan. Soto yang 
jamak dikonsumsi masyarakat 
nusantara memang memiliki kekhasan 
penyajiannya di setiap tempat. Khusus 
pekalongan, lantaran merupakan kota 
pesisir dengan pertemuan berbagai 
budaya, penggunaan bumbu tauco 
jadi inovasi kuliner lokalnya. Dengan 
mencampur bumbu tauco ke dalam 
kaldu daging, terciptalah soto tauto 
atau yang biasa disebut tauto saja. 

Tauto bisa dimakan siang 
maupun malam hari. Jenis soto ini 
menghasilkan aroma tajam dari 
fermentasi kacang kedelai bumbu 
tauco. Mungkin bagi sebagian orang 
aromanya terasa asing, tapi cobalah 
untuk mencicipi rasanya. Kaldu 
daging soto bertambah gurih dengan 
perpaduan dari bumbu tauco tersebut. 

Mengonsumsi tauto pun bisa 
dengan lontong ataupun nasi putih 
sesuai selera. Saya sendiri lebih suka 
memakannya dengan lontong, tak 
lupa beberapa potong gorengan 
tempe yang hangat melengkapi sajian 
tauto. 

Meski kota yang kecil, Pekalongan 
merupakan kota yang layak disinggahi 
jika anda melewati jalur pantura dan 
ingin merasakan culture experience 
dari sebuah wisata dan perjalanan.  

aha/mh

Warung Tauto. FOTO: AHA Workshop Museum Batik. FOTO: AHA

Batik khas Pesisir. FOTO: AHA

Nasi Megono. FOTO: AHA
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S
elama tinggal di ibu 
kota, kuliner Aceh selalu 
jadi favorit. Singgah di 
warung-warung makan 
Aceh di Jakarta, selalu ia 

sempatkan untuk menyicipi masakan 
khas Aceh bersama warga Jakarta 
lainnya. Singgah di rumah makan 
Aceh, tidak saja bisa menikmati 
beragam kuliner Aceh, tapi juga ikut 
berpartisipasi menghidupkan UMKM. 

“Hari ini, makanan Aceh sudah 
merupakan makanan favorit buat 
masyarakat Jakarta. Tentu di kafe-
kafe atau warung-warung kopi yang 
baru buka itu pasti saya hadir, saya 

promosi. Jadi, bisa meningkatkan 
penjualan maupun produk-produk 
usaha mikro kecil dan menengah 
(UMKM) Aceh. Makanan Aceh bisa 
diterima oleh semua masyarakat 
Indonesia,” ungkap Bang Muslim, 
sapaan akrabnya, saat diwawancarai 
eksklusif oleh Parlementaria, akhir 
Agustus lalu. 

Legislator Dapil Aceh II ini, lalu 
menyebut beberapa rumah makan 
Aceh favoritnya di Jakarta. Ada 
warung Aceh Bang Ari di Tebet, 
warung Aceh di Kemang, Pasar 
Minggu, dan sebagainya. “Kebetulan 
saya memang Dapil Aceh, kan, wajib 

kita promosi. Kemudian bagaimana 
memberikan dampak positif buat 
pengembangan sektor UMKM,” tutur 
Bang Muslim. 

Politisi Fraksi Partai Demokrat ini, 
mengapresiasi para pelaku UMKM 
yang telah membuka warung makan 
Aceh atau kedai kopi Aceh. Ia juga 
sangat mendukung kaum muda Aceh 
yang berani menjadi entrepreneur 
dengan mempromosikan kuliner 
Aceh ke berbagai kota besar di 
Nusantara. 

“Kita berharap, hari ini bagaimana 
kuliner-kuliner Nusantara harus 
menjadi tuan rumah. Apalagi, 
dengan membanjirnya makanan-
makanan dari Jepang, Korea, 
Vietnam, Thailand. Itu, kan, sangat 
mengkhawatirkan kita juga. Apalagi, 
sampai ke pelosok-pelosok desa 
orang sudah tau sushi, kan,” tandas 
Bang Muslim. we/mh

Di luar rutinitas sebagai anggota dewan, memburu 
kuliner daerah jadi hobi yang menyenangkan. Inilah 

yang dilakukan Anggota DPR RI Muslim. Kuliner yang 
biasa ia buru adalah kuliner khas Aceh. 

Muslim

Menyukai Kuliner Aceh Menyukai Kuliner Aceh 
Anggota DPR RI Muslim saat diwawancarai Parlementaria.

FOTO: MUNCHEN/NR     
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Mendonorkan darah sudah jadi tradisi baru bagi Krisdayanti. 
Setidaknya sudah enam kali ia mendonorkan darah lewat PMI. Dan kini, 

ia dinobatkan sebagai Duta Donor Darah Parlemen. 

Mendonor Darah Lalu Menyanyi

Anggota Komisi IX DPR RI Kris Dayanti saat mengikuti kegiatan Donor Darah kemudian ikut bernyanyi menyumbangkan lagu bersama Band Parlemen. FOTO: FARHAN/NR

“D
engan berdonor darah, selain 
membantu sesama, juga akan terjadi 
regenerasi sel darah baru dalam 
tubuh kita. Sehingga, membuat 
tubuh jadi lebih sehat,” ujar anggota 

F-PDI Perjuangan DPR itu, usai donor darah di gedung DPR
baru-baru ini. 

Namun, ada satu peristiwa menarik yang terjadi. 
Biasanya usai berdonor, para pendonor diberi suplemen. 
Namun, tidak demikian dengan adik dari Yuni Shara ini. Ia 
justru langsung bernyanyi menghibur para pendonor dan 
pengunjung lainnya. Kebetulan, tak jauh dari lokasi donor 
darah, ada Band Parlemen tengah menyanyikan lagu-lagu 

hits yang pernah dikeluarkannya. 
Spontan, KD (sapaan akrabnya) menghampiri band 

tersebut dan para pengunjung pun berteriak agar KD 
bernyanyi. KD pun langsung mengambil microphone untuk 
segera ikut bernyanyi. “Cuman di DPR, nih, habis donor 
darah, langsung diminta nyanyi,” akunya, tertawa, seraya 
menuturkan, “Abis nyumbang darah, nyumbang suara.” 

Begitulah sang Diva, meski baru saja mendonorkan 
darah, kualitas suara KD tetap tak berubah. Bahkan, dengan 
kondisi microphone yang “seadanya” milik Band Parlemen, 
suaranya tak berubah, tetap sempurna. Beberapa 
pengunjung pun bergumam, “Wah, double pahalanya nih.”.   

bia/mh
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